TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA 

DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN 

DENGAN ADANYA AKTA ARBITRASE

(Studi Putusan Kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok 

Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna 

Windu dan PPF International Corporation) by WARDHANI, NOVI KUSUMA
1 
TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA 
DALAM MENYELESAIKAN PERKARA KEPAILITAN 
DENGAN ADANYA AKTA ARBITRASE 
(Studi Putusan Kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok 
Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna 


















Disusun Dan Diajukan Untuk  
Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum  





NOVI KUSUMA WARDHANI 
 































































































NOVI KUSUMA WARDHANI. E 0005236. TINJAUAN YURIDIS 
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN 
PERKARA KEPAILITAN  DENGAN ADANYA AKTA ARBITRASE (Studi 
Putusan Kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani 
Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan 
PPF International Corporation). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulisan Hukum 2009. 
 
Penelitian ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai kewenangan 
pengadilan niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan adanya akta 
arbitrase, berdasarkan studi kasus PT. Environmental Network Indonesia dan 
Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna 
Windu dan PPF International Corporation.  
 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normative/doktrinal yang 
bersifat deskriptif dengan menggunakan jenis data sekunder. Bahan hukum yang 
digunakan dalam penelitian ini ada tiga macam, yaitu bahan hukum primer, 
sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
kepustakaan. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti yaitu 
menggunakan metode deduksi. Selanjutnya hasil penelitian ini disusun secara 
sistematis dalam bentuk skripsi. 
 
Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dipaparkan bahwa akta arbitrase 
merupakan akta yang dibuat seseorang atau suatu badan usaha dalam melakukan 
suatu hubungan dengan mitra usahanya yang mengatur mengenai cara 
penyelesaiannya bila timbul masalah atau sengketa di kemudian hari berkaitan 
dengan isi perjanjian tersebut. Akta arbitrase dapat berbentuk akta compromise, 
yaitu akta perjanjian yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa maupun 
berbentuk pactum de compromittendo yang dibuat sebelum terjadinya sengketa. 
Akta arbitrase memiliki kekuatan mengikat apabila akta arbitrase sesuai dengan 
asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 1338 KUH Perdata, selain itu juga memenuhi syarat sahnya 
perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sepanjang tidak 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum. 
Pengadilan Niaga berwenang memutus perkara kepailitan walaupun para pihak 
telah membuat akta arbitrase, karena arbitrase merupakan suatu prosedur 
penyelesaian sengketa utang piutang biasa yang dimintakan ganti rugi, namun 
apabila sengketa utang piutang tersebut diajukan permohonan pernyataan pailit, 
maka menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sepenuhnya dan arbitrase tidak 
boleh menyelesaikannya. Hal tersebut juga diperjelas dengan adanya ketentuan 
dalam Pasal 303 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
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This research studies and answers the problem on the commercial court’s 
authority in settling the bankruptcy case in the presence of arbitrage document  
based on a case study PT. Environmental Network Indonesia and Embankment 
Farmer Group FSSP Maserrocinnae Versus PT. Putra Putri Fortuna Windu and 
PPF International Corporation. 
 
The study belongs to juridical normative/doctrinal law research that is 
descriptive in nature using the secondary data type. The law materials employed 
in this study were primary, secondary and tertiary law materials. Technique of 
collecting data used was literary study. Technique of analyzing data employed by 
the research was deduction method. Furthermore, the result of research was 
writing systematically in the form of thesis. 
 
Based on the result of research, it can be explained that the arbitrage 
document is the document someone makes or an enterprise in establishing a 
relationship with its partner regulating about the settlement method if there is a 
problem or dispute in the future regarding the content of agreement. The arbitrage 
document can be in the form compromise document, that is, the agreement 
document made by the parties after the dispute occurs and in the form of pactum 
de compromittendo made before the dispute. The arbitrage document has a 
binding power when the arbitrage document is consistent with the contract 
freedom principle and the binding power principle as mentioned in Section 1338 
KUH Perdata, as well as fulfilling the legitimacy of agreement regulated in the 
Section 1230 of KUH Perdata, as long as it is not contrasted with the act, 
morality, and public discipline. The commercial court has an authority of deciding 
the bankruptcy case although the parties had made the arbitrage document, 
because arbitrage is a procedure of settling the debt-credit dispute usually leading 
to compensation, but if for such dispute the bankruptcy statement proposal is 
filed, it is becomes the Commercial Court’s authority completely and arbitrage 
may not settle it. It can also be confirmed by the presence of provision in Article 












· “Laa haula wa laa quwwata illa billah” (tiada daya 
dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan Allah 
SWT) 
· ….”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada 
kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai (dari 
sesudah urusan) Kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Allah 
lah hendaknya kamu berharap……. 
( Alam Nasyrah:6-8) 
 
· Ridho Alloh tergantung pada ridho orangtua, murka 
Alloh juga tergantung dari murka orangtua. 
(H.R.Tirmidzi) 
· Sekali melangkah jangan menyerah, sekali tampil 
harus berhasil!!  
· Kebahagiaan kita tidak bergantung pada orang 
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memohon dan berlindung, terima kasih 
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karunia yang telah Kau berikan padaku; 
§ Bapak dan Ibu tercinta atas segala doa 
dan peluh dalam tiap helaan nafasku; 
§ Kakak dan adekku (Mbak Nia dan Dek 
Iccha) yang selalu ada untukku; 










Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah 
melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan 
penelitian hukum (skripsi) dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS 
KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN 
PERKARA KEPAILITAN DENGAN ADANYA AKTA ARBITRASE (Studi 
Putusan Kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani 
Tambak FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan 
PPF International Corporation)”. 
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai 
syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
Peneliti menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari 
bantuan serta dukungan baik materil maupun moril yang diberikan oleh berbagai  
pihak, untuk itu peneliti mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada : 
1. Bapak Mohammad Jamin, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum 
Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan ijin dan 
kesempatan kepada penulis untuk mengembangkan ilmu hukum melalui 
penulisan skripsi. 
2. Ibu Ambar Budi S, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.  
3. Ibu Djuwityastuti, S.H. selaku Pembimbing utama yang telah menyediakan 
waktu serta pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada 
peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. 
4. Ibu Anjar Sri CN, S.H., M.Hum selaku Pembimbing pendamping (Co. 
Pembimbing Skripsi) yang telah memberikan pengetahuannya dan menjadikan 
peneliti untuk selalu berpikir positif serta menjaga keseimbangan antara emosi 
dan rasio. 
5. Ibu S.W. Yulianti, S.H. selaku Pembimbing Akademik selama penulis 




6. Seluruh Dosen dan Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta atas semua saran dan masukannya.  
7. Bapak dan Ibu tercinta, Bapak H. Drs. Yulisto dan Ibu Hj. Sri Suwartini yang 
dengan penuh keikhlasannya mencurahkan semua doa, kasih sayang, 
dorongan dan pemberian semangat yang tak putus kepada peneliti. Semoga 
penelitian hukum ini dapat menjadi kado terindah untuk Bapak dan hadiah 
tidak terkira untuk pengorbanannya Ibunda. 
8. Kakak dan adikku tercinta (Mbak Nia dan Dek Iccha) yang selalu memberikan 
kasih sayang dan dorongan moril kepada peneliti.  
9. Keluarga Besar H. Pudjo Seputro & Cokro Wiharjo yang selalu memberikan 
wejangan-wejangannya, peneliti bangga menjadi bagian dari keluarga besar 
ini, semoga peneliti juga bisa menjadi kebanggan kalian semua. 
10. Dwi Angga Sarwo Adi yang selalu setia menemani dan mendengarkan keluh 
kesah peneliti serta selalu membuat peneliti percaya bahwa mustahil adalah 
kata yang tidak masuk akal.  
11. Sahabat-sahabat terbaik (Irma, Nonk, Ndahh, Aida, Linda) yang selalu 
mendukung dan memberikan dorongan moril selama ini, terimakasih tak 
terhingga atas kebaikan dan kesabaran kalian, semoga persahabatan kita selalu 
abadi, meskipun kata Peterpan tak ada yang abadi. 
12. Geng Bunga Matahari (Aip, Ucup, Fita, Nila “ungu”), mari kita sukseskan 
gerakan wisuda september 2009!! 
13. Pria-Pria Kesepian (Arsyad “Ndholl”, Aris, Agus, Xex), yang selalu mewarnai 
hidup peneliti dan selalu hadir menemani di saat suka maupun duka serta 
senantiasa sabar menyadarkan bahwa berpikir lama adalah Novi Kusuma 
Wardhani.  
14. Teman-teman FH UNS 2005 atas kerjasamanya selama ini. 
15. Keluarga Besar LPM NOVUM FH UNS, atas pengalaman hidup tak terkira 
demi memperjuangkan “Sepatah Kebenaran Nurani Keadilan”.  
16. Seluruh guru serta teman-teman TK, SD, SMP, SMA yang telah menjadi 




17. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan 
penelitian hukum ini. 
Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan dari Alloh 
SWT. Akhirnya dengan segala keterbatasan yang ada, semoga skripsi ini 




Surakarta, 16 Juli 2009 
                                                                                       Peneliti 
 

























HALAMAN JUDUL.................................................................................... i 
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .......................................... ii 
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .................................................... iii 
ABSTRAK................................................................................................... iv 
HALAMAN MOTTO.................................................................................. v 
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................. vi 
KATA PENGANTAR ................................................................................. vii 
DAFTAR ISI................................................................................................ x 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah ......................................................... 1 
B. Pembatasan Masalah .............................................................. 4 
C. Rumusan Masalah .................................................................. 5 
D. Tujuan Penelitian.................................................................... 5 
E. Manfaat Penelitian.................................................................. 5 
F. Metode Penelitian................................................................... 6 
G. Sistematika Penulisan Hukum................................................ 10 
 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori ....................................................................... 12 
1. Tinjauan Tentang Perjanjian............................................. 12 
a. Pengertian Perjanjian .................................................. 12 
b. Syarat Sahnya Perjanjian ............................................ 13 
c. Asas Dalam Hukum Perjanjian................................... 16 
d. Unsur-unsur Dalam Perjanjian.................................... 18 
e. Keadaan Memaksa dan Akibatnya.............................. 19 
f. Prestasi, Wanprestasi dan Akibatnya .......................... 20 





2. Tinjauan Tentang Arbitrase.............................................. 24 
a. Pengertian Arbitrase.................................................... 24 
b. Pengertian Perjanjian Arbitrase .................................. 25 
c. Prosedur Arbitrase ...................................................... 26 
d. Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase ....................... 29 
e. Asas-Asas Arbitrase.................................................... 30 
f. Keunggulan Arbitrase ................................................. 31 
3. Tinjauan Tentang Kepailitan ............................................ 31 
a. Istilah Kepailitan......................................................... 31 
b. Pengertian Kepailitan.................................................. 32 
c. Syarat-Syarat Permohonan Pernyataan Pailit ............. 33 
d. Pihak Yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan 
Pailit ............................................................................ 39 
B. Kerangka Pemikiran ............................................................... 42 
 
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kekuatan Mengikat Akta Arbitrase.......................................  44 
B. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan 
Perkara Kepailitan Dengan Adanya Akta Arbitrase..............  57 
 
BAB IV PENUTUP 
A. Kesimpulan ............................................................................  81 














A. Latar Belakang Masalah 
Dalam dunia usaha, antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya 
lazim melakukan pinjaman uang dalam menjalankan usaha agar perusahaanya 
dapat bertahan di tengah persaingan dunia usaha yang semakin ketat. 
Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada asumsi 
bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada 
waktunya. Namun pada kenyataannya pelunasan utang oleh debitor kepada 
kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar, karena adakalanya debitor 
tidak membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh tempo. 
Apabila debitor tidak mampu melunasi utangnya, maka harta kekayaan 
debitor, baik yang bergerak maupun tidak bergerak, serta yang telah ada 
maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas utangnya. Hal 
ini diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Dalam Pasal 1131 tersebut tidak 
hanya menentukan bahwa harta kekayaan seseorang debitor demi hukum 
menjadi agunan bagi kewajiban yang berupa membayar utangnya kepada 
kreditor yang mengutanginya, tetapi juga menjadi agunan bagi semua 
kewajiban lain yang timbul karena perikatan-perikatan lain, baik perikatan itu 
timbul karena undang-undang maupun karena perjanjian selain perjanjian 
kredit atau perjanjian pinjam-meminjam uang. Ketentuan Pasal 1132 KUH 
Perdata mengisyaratkan bahwa setiap kreditor memiliki kedudukan yang 
sama terhadap kreditor lainnya, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang 
karena memiliki alasan-alasan yang sah untuk didahulukan daripada kreditor-
kreditor lainnya. Kedua pasal yang tersebut di atas merupakan jaminan bagi 
kreditor untuk mendapatkan pelunasan bagi semua piutangnya.  
Pada umumnya, seseorang atau suatu badan usaha dalam melakukan suatu 
hubungan dengan mitra usahanya selalu diawali dengan membuat perjanjian 




belah pihak, yang termasuk pula mengenai cara penyelesaiannya bila timbul 
masalah atau sengketa di kemudian hari berkaitan dengan isi perjanjian 
tersebut. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan jalur litigasi 
melalui pengadilan maupun dengan cara non litigasi seperti arbitrase yang 
dewasa ini semakin marak digunakan. Apabila para pihak sepakat untuk 
mencantumkan klausula yang mengatur mengenai cara penyelesaian 
sengketa, para pihak harus memilih salah satu cara penyelesaian sengketa 
tersebut. 
Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan 
umum yang mendasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis  
oleh para pihak yang bersengketa. Dasar hukum arbitrase yaitu Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian 
Sengketa (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan UU Arbitrase). 
Sengketa yang dapat dibawa ke arbitrase adalah sengketa perdata yang 
bersifat hukum perdata dan hukum dagang. Apabila para pihak membuat 
klausula arbitrase, berarti para pihak telah sepakat secara tertulis bahwa 
apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka perjanjikan 
akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak 
berperkara di hadapan peradilan umum yang biasa sehari-hari.  
Menurut UU Arbitrase ini, apabila ada sengketa perdata/dagang yang di 
dalam perjanjiannya terdapat akta arbitrase harus diselesaikan oleh lembaga 
arbitrase, dan pengadilan negeri wajib menolak dan menyatakan tidak 
berwenang untuk menyelesaikannya apabila perkara tersebut diajukan, karena 
telah menjadi wewenang lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya sesuai 
dengan kesepakatan para pihak dalam perjanjian tersebut (Pasal 3 jo. Pasal 11 
UU Arbitrase). 
Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Selanjutnya dalam penelitian ini 




kreditor dan pihak yang lain debitor, pihak debitor yang dikarenakan oleh 
salah satu sebab tidak membayar/berhenti membayar utangnya kepada 
kreditor, maka kreditor dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit 
kepada Pengadilan Niaga. Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan 
debitor pailit yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di 
bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini (Pasal 1 Angka 1 UUK 2004). Syarat untuk mengajukan 
permohonan pernyataan pailit yaitu apabila debitor memiliki dua atau lebih 
kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh 
waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik 
atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih 
kreditornya. Peraturan khusus yang mengatur tentang kepailitan yaitu 
Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan 
Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila masalah sengketa dagang mengenai 
kepailitan, maka untuk penyelesaiannya adalah menjadi kewenangan 
pengadilan niaga secara khusus, yang merupakan bagian dari peradilan umum 
(negeri) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300 Ayat (1) UUK 2004. 
Terhadap hal yang demikian apabila dalam perjanjian tersebut terdapat 
akta arbitrase, apakah debitor atau kreditor dapat mengajukan permohonan 
pailit kepada Pengadilan Niaga yang berwenang untuk memeriksa perkara 
tersebut, atau harus diselesaikan melalui prosedur arbitrase sesuai dengan isi 
perjanjian, karena dalam prakteknya terdapat kasus dimana para pihak telah 
mencantumkan klausula arbitrase, namun ketika terjadi sengketa salah satu 
pihak mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga. 
Seperti dalam perkara kepailitan antara PT. Environmental Network Indonesia 
dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae (Selanjutnya dalam 
penelitian ini disebut dengan PT. Enindo dan kawan) sebagai pemohon 
pernyataan pailit/kreditor melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF 
International Corporation (Selanjutnya dalam penelitian ini disebut dengan 




Berdasarkan perjanjian, PT. Enindo menerima pekerjaan jasa manajemen 
termasuk kontruksi di bidang agrikultur atau proyek tambak udang dari PT. 
PPFW dan kawan dengan mengeluarkan biaya terlebih dahulu, termasuk 
membayar tenaga kerja yang diperlukan, dan secara berkala akan diganti oleh 
PT. PPFW dan kawan, akan tetapi sebelum masa perjanjian berakhir PT. 
PPFW dan kawan mengakhiri secara paksa perjanjian tersebut, dan terdapat 
perbedaan jumlah utang yang harus dibayarkan oleh PT. PPFW dan kawan 
kepada PT. Enindo. Berdasarkan fakta tersebut pemohon mengajukan 
permohonan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, akan 
tetapi majelis hakim tidak mengabulkan permohonan tersebut karena terdapat 
akta arbitrase dalam perjanjiannya. 
Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk 
mengkaji mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan 
perkara kepailitan dengan adanya akta arbitrase dalam perjanjian para pihak 
yang bersengketa. Untuk itu, penulis membuat penulisan hukum dalam 
bentuk skripsi dengan judul : “TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN 
PENGADILAN NIAGA DALAM MENYELESAIKAN PERKARA 
KEPAILITAN DENGAN ADANYA AKTA ARBITRASE (Studi Putusan 
Kasus PT. Environmental Network Indonesia dan Kelompok Tani Tambak 
FSSP Maserrocinnae melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF 
International Corporation)”. 
B. Pembatasan Masalah 
Agar penelitian lebih terarah, maka diadakan suatu pembatasan masalah 
yaitu pada bentuk akta arbitrase. Akta arbitrase dapat berbentuk akta 
kompromis, yaitu akta perjanjian yang disepakati para pihak utuk 
menyelesaikan sengketa yang terjadi di antara mereka melalui forum 
arbitrase, dan dibuat setelah timbul sengketa antara para pihak. Selain itu, 
akta arbitrase juga dapat berbentuk pactum de compromittendo, yaitu akta 
arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa, yang dapat dijadikan 




dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri yang dibuat sebelum terjadinya 
sengketa dan/atau bersamaan dengan pembuatan perjanjian pokoknya 
(sebagai akta tambahan).  
Akta arbitrase yang dimaksud pada judul dan penelitian ini yaitu akta 
arbitrase yang berbentuk pactum de compromittendo yang dibuat sebelum 
terjadinya sengketa sebagai salah satu klausula dalam suatu perjanjian pokok, 
yang menegaskan bahwa para pihak dalam perjanjian tersebut telah sepakat 
untuk menyelesaikan sengketa pada lembaga arbitrase jika di kemudian hari 
pada pelaksanaan perjanjian terjadi sengketa.  
C. Rumusan Masalah 
Sehubungan dengan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, peneliti 
mengidentifikasi masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimanakah kekuatan mengikat akta arbitrase? 
2. Bagaimanakah kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan 
perkara kepailitan dengan adanya akta arbitrase? 
D. Tujuan Penelitian 
Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian 
tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian pada 
prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai 
solusi atas permasalahan yang dihadapi. 
Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti adalah : 
1. Untuk mengetahui kekuatan mengikat akta arbitrase;  
2. Untuk mengetahui kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan 
perkara kepailitan dengan adanya akta arbitrase. 
E. Manfaat Penelitian 
Suatu penelitian akan bernilai apabila hasil dari penelitian tersebut dapat 
memberi manfaat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 




1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi 
pengembangan pengetahuan ilmu hukum, khususnya bagi pengembangan 
hukum perdata dalam penyelesaian masalah kepailitan, serta dapat 
digunakan sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap 
permasalahan yang diteliti, sehingga dapat digunakan dalam 
penyempurnaan keadilan baik bagi perangkat hukum (hakim pengadilan 
negeri/pengadilan niaga) dalam menyelesaikan perkara kepailitan maupun 
bagi para pihak yang bersengketa di bidang perniagaan, serta dapat 
memperluas cakrawala berpikir dan pandangan bagi civitas akademika 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, khususnya mahasiswa Fakultas 
Hukum yang menerapkan penulisan hukum ini. 
F. Metode Penelitian 
Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang ada 
maka perlu adanya metode dalam penelitian tersebut. Metode penelitian yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk penelitian hukum yuridis normative/doktrinal. 
Dalam hal ini peneliti akan menguraikan dasar kewenangan masalah 
kepailitan dan arbitrase, serta penyelesaian sengketa kepailitan dengan 
adanya akta arbitrase yang telah disepakati oleh para pihak yang 
bersengketa. Penelitian ini lebih memfokuskan pada studi kepustakaan 
dan/atau doktrin hukum. 
2. Sifat Penelitian 
Dalam melakukan penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah 
penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk 




gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas 
hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam 
kerangka penyusunan dapat memperkuat teori-teori lama di dalam 
kerangka penyusunan kerangka baru (Soerjono Soekanto, 2001: 10). 
Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui dasar kewenangan 
penyelesaian sengketa kepailitan apabila terdapat akta arbitrase. 
3. Pendekatan Penelitian 
Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dan dengan 
pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai 
aspek mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. 
Pada penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (statute 
approach) dan pendekatan kasus (case approach), dengan menelaah 
semua legislasi dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang 
sedang diteliti, serta melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang 
berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan 
yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan kajian pokok 
pertimbangan pengadilan niaga yang dapat menyelesaikan perkara 
kepailitan, sedangkan para pihak yang bersengketa memiliki akta arbitrase 
dalam kontrak bisnisnya. 
4. Jenis Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 
Data sekunder tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh 
dari bahan pustaka, yaitu dari peraturan perundang-undangan dan 
yurisprudensi, yang meliputi : 
a. KUH Perdata, yang digunakan untuk mengetahui dasar-dasar hukum 
perdata, khususnya mengenai dasar hukum perikatan; 
b. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif 





c. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan 
Kewajiban Pembayaran Utang serta Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, 
yang digunakan untuk mengetahui dasar hukum kepailitan; 
d. Putusan hakim dalam perkara kepailitan PT. Enindo dan kawan sebagai 
pemohon pernyataan pailit/kreditor melawan PT. PPFW dan kawan 
yang dijadikan acuan dalam penelitian ini, yaitu : 
1) Putusan hakim pengadilan niaga Nomor : 
14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst; 
2) Putusan Mahkamah agung pada tingkat kasasi Nomor : 
012/K/N/1999; 
3) Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor : 
013/PK/N/1999. 
5. Sumber data 
Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 
a. Bahan Hukum Primer 
1) KUH Perdata; 
2) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 
Alternatif Penyelesaian Sengketa; 
3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan 
Kewajiban Pembayaran Utang; 
4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; 
5) Putusan hakim dalam perkara kepailitan PT. Enindo dan kawan 
sebagai pemohon pernyataan pailit/kreditor melawan PT. PPFW 
dan kawan, yaitu : 
a) Putusan hakim pengadilan niaga Nomor : 
14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST; 





c) Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung Nomor: 
013 PK/N/1999. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum pendukung yang 
memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer yang digunakan 
dalam penelitian ini, yaitu : 
1) Buku-buku yang meliputi : 
a) Pengantar Ilmu Hukum; 
b) Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum; 
c) Arbitrase; 
d) Hukum Kepailitan. 
2) Jurnal hukum nasional maupun internasional. 
c. Bahan Hukum Tersier 
Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi 
petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer 
dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu :  
1) Kamus bahasa inggris-indonesia; 
2) Kamus hukum. 
6. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data menggunakan studi 
kepustakaan, yaitu pengumpulan data dengan jalan mengkaji bahan-bahan 
yang bersangkutan dengan masalah dalam penelitian ini. Langkah-langkah 
yang dilakukan adalah dengan mengumpulkan bahan kepustakaan, 
membacanya, dan membuat catatan terhadap hal-hal yang berkaitan 
dengan permasalahan yang akan dibahas. Hal ini sesuai dengan jenis 
penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.  
7. Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan 




permasalahan. Metode deduktif yaitu menggunakan pola pikir yang 
berangkat dari teori-teori atau aturan-atuiran yang bersifat umum 
kemudian dikonkritisasi kepada fakta-fakta yang bersifat khusus yang 
ditemui di dalam penelitian.  
G. Sistematika Penelitian Hukum 
Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh dari penelitian hukum 
yang disusun, maka peneliti menyusun kerangka penulisan sebagai berikut : 
BAB I PENDAHULUAN 
 Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan dari penelitian ini 
yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan 
sistematika penelitian hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
 Pada bab ini diuraikan mengenai teori-teori yang menjadi 
landasan dalam penelitian ini, antara lain mengenai tinjauan 
pustaka yang terdiri dari sub bab kerangka teori dan kerangka 
pemikiran dari permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 
Kerangka teori dalam penelitian ini mencakup pembahasan 
mengenai tinjauan tentang perjanjian, tinjauan tentang arbitrase, 
dan tinjauan tentang kepailitan. 
BAB III  PEMBAHASAN 
 Pada bab ini diuraikan mengenai hasil dari penelitian ini yaitu 
mengenai kekuatan mengikat akta arbitrase dan kewenangan 
pengadilan niaga dalam menyelesaikan perkara kepailitan dengan 
adanya akta arbitrase. 
BAB IV  PENUTUP 
 Bab terakhir pada penelitian ini berisi kesimpulan atas uraian 




bab sebelumnya. Selain itu berisi saran-saran yang diharapkan 
dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terkait untuk dapat segera 
menyelesaikan masalah tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
Berisi berbagai sumber pustaka yang dikutip dalam penelitian 
hukum ini. 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 






















A. Kerangka Teori 
1. Tinjauan tentang Perjanjian 
a. Pengertian Perjanjian 
Berkaitan dengan istilah perjanjian, dalam menerjemahkannya 
sering dikacaukan antara istilah verbintenis dengan istilah overeencomst. 
Keduanya sering diterjemahkan dalam istilah yang berbeda oleh para 
ahli. Seperti Subekti dan Tjiptosudibio dalam KUH Perdata 
menggunakan istilah perikatan untuk verbintenis dan persetujuan untuk 
overeencomst. Utrecht dalam bukunya Pengantar Dalam Hukum 
Indonesia memakai istilah perutangan untuk verbintenis dan perjanjian 
untuk overeencomst. Achmat Ichsan dalam bukunya Hukum Perdata IB 
menerjemahkan verbintenis dengan perjanjian dan overeencomst dengan 
persetujuan (R. Setiawan, 1979: 1). 
Berdasarkan uraian tersebut maka diambil kesimpulan bahwa 
istilah hukum perikatan merupakan terjemahan dari kata 
verbintenissenrecht (Belanda). Untuk istilah perjanjian merupakan 
terjemahan dari kata overeencomst (Belanda) atau contract (Inggris) 
(Salim HS, 2002: 151&160). 
Perikatan dan perjanjian merupakan dua hal yang berbeda. 
Perikatan yaitu suatu pernyataan yang bersifat abstrak, yang menunjuk 
pada hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang 
atau lebih, di mana hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban pada 
salah satu pihak yang terlibat dalam hubungan hukum tersebut (Kartini 
Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2004: 1). Definisi lain dari Abdulkadir 
Muhammad bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum yang 
terjadi antara orang satu dengan yang lain karena perbuatan, peristiwa 




Mengenai perjanjian KUH Perdata memberikan perumusannya 
dalam Pasal 1313 sebagai berikut : “Suatu perjanjian adalah suatu 
perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya 
terhadap satu orang lain atau lebih.” Menurut Subekti, definisi dari 
perjanjian yaitu suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang 
lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu 
hal (Subekti, 2002: 1). 
Dari beberapa hal di atas, R. Subekti memberikan kesimpulan 
bahwa hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah, perikatan itu 
diterbitkan dari suatu perjanjian. Dalam kata lain, perjanjian merupakan 
sumber terpenting yang melahirkan perikatan (Mashudi dan Moch Chidir 
Ali, 2001: 19). 
b. Syarat Sahnya Perjanjian  
Suatu perjanjian akan berlaku sah apabila dibuat dengan memenuhi 
syarat-syarat perjanjian. Dalam KUH Perdata Pasal 1320 dinyatakan 
mengenai 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu :  
1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan diri 
Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian 
pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak 
lainnya. Kesepakatan dalam perjanjian merupakan perwujudan dari 
kehendak dua atau lebih pihak dalam perjanjian mengenai apa yang 
mereka kehendaki untuk dilaksanakan, bagaimana cara 
melaksanakannya, kapan harus dilaksanakan, dan siapa yang harus 
melaksanakan. Kesepakatan tersebut bersifat bebas, artinya betul-betul 
atas kemauan sukarela pihak-pihak dan tidak ada paksaan sama sekali 




2) Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan 
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk 
melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan 
yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan 
mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan 
berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang 
ditentukan oleh undang-undang. Pada dasarnya, setiap orang yang 
sudah dewasa dan sehat pikirannya, adalah orang yang cakap hukum. 
Menurut Pasal 1330 KUH Perdata, yang disebut orang yang tidak 
cakap untuk membuat perjanjian adalah : 
a) Orang-orang yang belum dewasa 
Mereka yang dimaksud orang yang belum dewasa yaitu belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Berkaitan 
dengan hal tersebut, menurut Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 
tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang anak yang 
belum dewasa adalah jika belum berumur 18 tahun atau belum 
pernah melangsungkan perkawinan. 
b) Mereka yang ditaruh dalam pengampuan 
Menurut Pasal 433 KUH Perdata, orang-orang yang diletakkan 
dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang selalu 
berada dalam keadaan dungu, sakit otak atau gelap mata dan boros. 
Orang yang ditaruh dibawah pengampuan menurut hukum tidak 
dapat berbuat bebas dengan harta kekayaannya. Kedudukannya 
sama dengan seorang anak yang belum dewasa. 
c) Wanita yang bersuami 
Menurut ketentuan Pasal 108 KUH Perdata, seorang perempuan 
yang bersuami (seorang istri), untuk mengadakan suatu perjanjian 
memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya. 
Tetapi mengenai wanita yang bersuami untuk sekarang sudah 




menghadap ke pengadilan dengan dikeluarkannya SEMA No. 3 
Tahun 1963 tanggal 4 Agustus 1963 yang menyatakan bahwa 
Mahkamah Agung menganggap Pasal 108 dan 110 KUH Perdata 
tentang wewenang seorang istri untuk melakukan suatu perbuatan 
hukum dan menghadap pengadilan dengan ijin suaminya sudah 
tidak berlaku lagi. Jadi seorang istri tidak perlu lagi meminta ijin 
suaminya dalam mengadakan perjanjian. 
3) Mengenai suatu hal tertentu 
Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian, merupakan 
prestasi yang perlu dipenuhi dalam suatu perjanjian. Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata menjelaskan maksud hal tertentu, dengan 
memberikan rumusan dalam Pasal 1333 KUH Perdata, yang berbunyi 
sebagai berikut : 
“Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok perjanjian 
berupa suatu kebendaan yang paling sedikit ditentukan jenisnya. 
Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah kebendaan tidak tentu, asal 
saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung”. 
Suatu perjanjian adalah sah jika apa yang diperjanjikan di 
dalam perjanjian tersebut adalah suatu hal yang jelas dan tertentu. 
Syarat-syarat tentang suatu hal tertentu tersebut dimaksudkan guna 
menetapkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, jika timbul 
perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 
4) Suatu sebab yang halal 
Dengan sebab ini dimaksudkan tiada lain adalah isi dari 
perjanjian. Mengenai sebab yang halal diatur dalam Pasal 1335 hingga 
Pasal 1337 KUH Perdata. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata 
menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah 





Dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif karena 
mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan 
perjanjian. Apabila syarat subyektif tidak dipenuhi, maka perjanjian 
dapat dibatalkan atau dimintakan pembatalan kepada hakim. Untuk 
dua syarat terakhir dinamakan syarat obyektif karena mengenai 
perjanjiannya sendiri atau obyek dari perbuatan hukum yang 
dilakukan tersebut. Apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, maka 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut adalah batal demi 
hukum. 
c. Asas Dalam Hukum Perjanjian 
Dalam hukum perjanjian terdapat asas-asas yang harus diketahui, 
antara lain (Endang Mintorowati, 1999: 6) : 
1) Asas Kebebasan Berkontrak 
Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 
1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang 
dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang 
membuatnya”. Maksud dari asas kebebasan berkontrak adalah setiap 
orang diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengadakan 
perjanjian apa saja dan dengan siapa saja, baik yang sudah diatur 
dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-
undang. 
2) Asas Konsensualisme 
Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian 
adalah kesepakatan kedua belah pihak. Hal Ini mengandung makna 
bahwa perjanjian pada umumnya cukup dengan kesepakatan kedua 
belah pihak. Dengan adanya kesepakatan antara para pihak yang 
membuat suatu perjanjian, maka sejak saat itu perjanjian telah sah dan 
mengikat serta sudah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka 




3) Asas Kekuatan Mengikat/Asas Pacta Sunt Servanda/Asas Kepastian 
Hukum 
Asas ini tercantum dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang 
berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Jadi perjanjian yang 
dibuat oleh para pihak sah mengikat dan berlaku sebagai undang-
undang bagi mereka yang membuatnya. Asas pacta sunt servanda 
memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang membuatnya. 
4) Asas Kepribadian 
Dalam asas ini, seseorang hanya diperbolehkan mengikatkan 
diri untuk kepentingannya sendiri dalam suatu perjanjian. Dengan kata 
lain, asas ini menunjukkan personalia dari suatu perjanjian. Asas ini 
disimpulkan dalam Pasal 1315 KUH Perdata bahwa dalam suatu 
perjanjian pada umumnya hanya mengikat para pihak yang 
mengadakan perjanjian tersebut. 
5) Asas Kebiasaan 
Asas ini diatur dalam Pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata. 
Suatu perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara tegas diatur, 
tetapi juga hal-hal yang menurut kebiasaan lazim diikuti. Kebiasaan 
yang terdapat dalam Pasal 1339 KUH Perdata adalah kebiasaan pada 
umumnya yaitu segala sesuatu yang menurut sifat persetujuannya 
diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang. Mengenai 
kebiasaan yang diatur dalam Pasal 1347 KUH Perdata merupakan 
kebiasaan yang lazim berlaku dalam golongan tertentu yaitu hal-hal 
yang menurut kebiasaan selama diperjanjikan dianggap secara diam-







6) Asas Moral 
Asas moral ini terlihat dalam perikatan wajar. Yaitu suatu 
perbuatan sukarela dari seseorang tidak dapat menuntut hak baginya 
untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur. Dalam hal ini, 
faktor-faktor yang memberikan motivasi pada yang bersangkutan 
melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan pada kesusilaan (moral), 
yang merupakan panggilan dari hati nurani. 
7) Asas Itikad Baik 
Asas itikad baik dapat diartikan sebagai kejujuran atau sikap 
batin seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum, atau 
disebut dengan asas itikad baik subyektif. Sebaliknya yang dimaksud 
asas itikad baik obyektif yaitu bahwa dalam pelaksanaan suatu 
perjanjian didasarkan atas kepatutan dan norma yang berlaku dalam 
masyarakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH 
Perdata yang menyatakan bahwa tiap orang dalam membuat perjanjian 
harus dilakukan dengan itikad baik. 
8) Asas Kepercayaan 
Asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang 
yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi prestasi yang 
diadakan di antara mereka di belakang hari. Tanpa adanya 
kepercayaan, maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan oleh 
para pihak. 
d. Unsur-Unsur Dalam Perjanjian 
Di dalam perkembangan doktrin ilmu hukum dikenal adanya tiga 
unsur dalam perjanjian yaitu : 
1) Unsur Essensialia 
Unsur essensialia dalam suatu perjanjian mewakili ketentuan-
ketentuan berupa prestasi-prestasi yang wajib dilakukan oleh salah 




tersebut, yang membedakannnya secara prinsip dari jenis perjanjian 
lainnya. Unsur essensialia merupakan unsur mutlak dalam suatu 
perjanjian, karena tanpa adanya unsur essensialia maka tidak mungkin 
timbul suatu perjanjian. 
2) Unsur Naturalia 
Unsur naturalia adalah unsur yang diatur dalam undang-undang 
tetapi dapat diganti oleh para pihak. Dalam suatu perjanjian tertentu, 
unsur ini pasti ada setelah unsur esensialianya diketahui secara pasti. 
3) Unsur Accidentalia 
Unsur accidentalia adalah unsur pelengkap dalam suatu 
perjanjian, yang merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat diatur 
secara menyimpang oleh para pihak, sesuai dengan kehendak para 
pihak, yang merupakan persyaratan khusus yang ditentukan secara 
bersama-sama oleh para pihak. Unsur accidentalia  dapat ditambahkan 
oleh para pihak karena undang-undang tidak mengaturnya. 
e. Keadaan Memaksa dan Akibatnya 
1) Keadaan Memaksa (Overmacht) 
Overmacht adalah suatu keadaan memaksa, yang menjadi 
landasan hukum untuk memaafkan kesalahan debitur. Setiap kelalaian 
dapat mengakibatkan pelaku wajib mengganti kerugian serta memikul 
segala risiko akibat kelalaian, akan tetapi jika pelaksanaan pemenuhan 
perjanjian yang menimbulkan kerugian terjadi karena overmacht, 
debitur dibebaskan menanggung kerugian yang terjadi (M. Yahya 
Harahap, 1986: 82). 
Peneliti menjelaskan bahwa untuk dikatakan suatu keadaan 
memaksa yaitu apabila keadaan tersebut menghalangi debitur untuk 
memenuhi prestasinya, dalam keadaan ini debitur tidak dapat 
dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko. Selain itu keadaan 




pada waktu perjanjian itu dibuat, setidak-tidaknya risiko tidak 
ditanggung oleh debitur. 
Menurut undang-undang ada 3 unsur yang harus dipenuhi untuk 
keadaan memaksa yaitu : 
a) Tidak memenuhi prestasi; 
b) Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur; 
c) Faktor penyebab itu tidak diduga sebelumnya dan tidak dapat 
dipertanggung jawabkan kepada debitur. 
2) Akibat Keadaan Memaksa 
Keadaan memaksa mengakibatkan perikatan tersebut berhenti 
bekerja. Dalam hal ini maka dapat menimbulkan berbagai akibat, 
yaitu (Mariam Darus Badrulzaman, dkk, 2001: 26) : 
a) Kreditur tidak dapat meminta pemenuhan prestasi; 
b) Debitur tidak lagi dapat dinyatakan lalai dan karenanya tidak wajib 
membayar ganti rugi; 
c) Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian; 
d) Kreditur tidak dapat menuntut pembatalan pada perjanjian timbal 
balik. 
f. Prestasi, Wanprestasi dan Akibatnya 
1) Prestasi 
Prestasi adalah “objek” atau “voorwerp” dari verbintenis. Tanpa 
prestasi, hubungan hukum yang dilakukan berdasar tindakan hukum 
sama sekali tidak mempunyai arti apa-apa bagi hukum perjanjian (M. 
Yahya Harahap, 1986: 7). Jadi yang dimaksud prestasi adalah 
kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak kesatu, terhadap penunaian 
pihak lain yang mempunyai hak menuntut pelaksanaannya.  
Dalam KUH Perdata tentang prestasi terdapat dalam Pasal 1234. 




sebagai 3 hal yaitu : memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak 
berbuat sesuatu. 
Prestasi untuk memberikan sesuatu misalnya penjual yang 
berkewajiban memberikan barang dagangannya setelah mendapat 
uang dari pembeli. Untuk prestasi berbuat sesuatu sebagai contohnya 
seorang dokter yang melakukan upaya penyembuhan bagi pasiennya. 
Dalam hal prestasi untuk tidak berbuat sesuatu misalnya dalam 
perjanjian penitipan barang, disebutkan bahwa pihak yang dititipi 
barang tidak boleh mengalihkan atau menjual barang yang ada di 
bawah pengawasannya. 
2) Wanprestasi 
Wanprestasi merupakan suatu perbuatan tidak memenuhi atau 
lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan 
dalam suatu perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur 
(Salim HS, 2002: 180). Pengertian wanprestasi menurut Yahya 
Harahap adalah pelaksanaan kewajiban yang dilakukan tidak tepat 
pada waktunya atau tidak dilakukan dengan selayaknya. Sehingga 
dalam hal ini salah satu pihak dikatakan wanprestasi bila pihak yang 
bersangkutan dalam pelaksanaan prestasi perjanjian telah lalai 
sehingga terlambat dari waktu yang telah ditentukan, atau dalam 
pelaksanaan prestasi tidak dilakukan dengan selayaknya (M. Yahya 
Harahap, 1986: 60).  
Adapun wujud dari wanprestasi itu sendiri adalah sebagai 
berikut (J. Satrio, 1999: 122) : 
a) Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi 
Dalam hal ini, debitur sama sekali tidak memberikan prestasi. 
Hal itu bisa disebabkan, karena debitur memang tidak mau 
berprestasi atau bisa juga disebabkan, karena memang kreditur 




b) Debitur terlambat memenuhi prestasi 
Disini debitur berprestasi, objek prestasinya betul, tetapi tidak 
sebagaimana mestinya yang telah ditentukan dalam perjanjian. 
c) Debitur keliru memenuhi prestasi 
Di sini debitur memang dalam pikirannya telah memberikan 
prestasinya, tetapi dalam kenyataannya, yang diterima kreditur lain 
daripada yang diperjanjikan. 
Apabila dalam melaksanakan perjanjian tersebut debitur 
melakukan wanprestasi maka sebelum dinyatakan wanprestasi harus 
dilakukan somasi terlebih dahulu. Apabila dengan somasi tersebut 
tidak berhasil, maka kreditur berhak membawa persoalan tersebut ke 
pengadilan. Setelah itu pengadilan yang akan memutuskan, apakah 
debitur telah melakukan wanprestasi atau tidak. 
3) Akibat Adanya Wanprestasi 
Ada empat akibat adanya wanprestasi, yaitu (J. Satrio, 1999: 
308) : 
a) Kreditur masih dapat menuntut kepada debitur pelaksanaan 
prestasi, apabila ia terlambat memenuhi prestasi. Di samping itu 
kreditur berhak untuk menuntut ganti rugi akibat keterlambatan 
melaksanakan prestasinya; 
b) Kreditur berhak untuk menuntut penggantian kerugian, yang 
berupa biaya, kerugian dan bunga (Pasal 1236 dan 1243 KUH 
Perdata); 
c) Jika perjanjian itu berupa perjanjian timbal balik, maka 
berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata sekarang kreditur berhak 
untuk menuntut pembatalan perjanjian, dengan atau tanpa disertai 






g. Lahir dan Berakhirnya Perjanjian 
1) Lahirnya Perjanjian 
Pada perjanjian konsensual, suatu perjanjian tersebut dianggap 
lahir jika pada saat yang sama dan di tempat yang sama suatu 
kesepakatan antara kedua belah pihak tersebut telah tercapai. Hal ini 
berarti bahwa suatu perjanjian sudah barawal atau sudah dimulai dan 
mengikat kedua belah pihak setelah kesepakatan kedua belah pihak 
tersebut tercapai. Seseorang yang akan membuat perjanjian harus 
menyatakan kehendaknya dan kesediaannya untuk mengikatkan diri. 
Pernyataan kedua belah pihak tersebut harus bertemu dan terjadi 
kesepakatan. Kesepakatan tersebut mengenai hal-hal yang 
diperjanjikan dan telah memenuhi syarat-syarat perjanjian yang 
terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sehingga perjanjian tersebut 
sah menurut hukum. 
Lain halnya dengan perjanjian riil, dalam perjanjian ini selain 
adanya kata sepakat dari kedua belah pihak sekaligus juga harus 
diikuti dengan penyerahan nyata atas barangnya. Dalam hal ini bukan 
kata sepakat yang yang mengikat kedua belah pihak, melainkan 
perbuatan nyata berupa penyerahan barang tersebut. Perjanjian riil 
dapat dilihat pada perjanjian penitipan barang (Pasal 1694 KUH 
Perdata), perjanjian pinjam pakai (Pasal 1740 KUH Perdata), dan 
perjanjian pinjam meminjam (Pasal 1754 KUH Perdata). Begitu juga 
pada perjanjian formil, perjanjian ini terjadinya harus memenuhi harus 
memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan. Misalnya 
perjanjian jual beli tanah atau rumah dan perjanjian hibah. 
2) Berakhirnya Perjanjian 
Secara umum suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak akan 
mempunyai saat dimana perjanjian yang ada di antara mereka akan 
hapus, yang berarti berakhirnya perjanjian di antara mereka. Masalah 




kehendak yang telah dituangkan dalam persetujuan bersama antara 
pihak kreditur dan pihak debitur (M. Yahya Harahap, 1986: 106). 
Hal-hal yang dapat mengakibatkan perjanjian berakhir adalah 
(R. Setiawan, 1979: 69) : 
a) Ditentukan dalam perjanjian oleh para pihak; 
b) Undang-undang menentukan batas berlakunya suatu perjanjian; 
c) Para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa dengan 
terjadinya suatu peristiwa tertentu maka perjanjian akan hapus; 
d) Pernyataan menghentikan perjanjian. Hal ini dapat dilakukan oleh 
kedua belah pihak atau oleh salah satu pihak, dan hanya ada pada 
perjanjian yang bersifat sementara. Misal : perjanjian kerja dan 
perjanjian sewa  menyewa; 
e) Perjanjian hapus karena putusan hakim; 
f) Tujuan perjanjian telah tercapai; 
g) Dengan persetujuan para pihak.  
2. Tinjauan tentang Arbitrase 
a. Pengertian Arbitrase 
Proses atau cara penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang 
populer adalah arbitrase. Istilah arbitrase berasal dari kata arbitrate 
(bahasa latin) yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu 
menurut kebijaksanaan. Proses atau tata cara penyelesaian sengketa 
melalui arbitrase ini, dalam praktiknya sudah lama dikenal di Indonesia, 
bahkan sebelum kemerdekaan pun penyelesaian sengketa lewat arbitrase 
sudah ada dan dikenal. Dalam bidang perdagangan, setelah kemerdekaan 
ada beberapa badan arbitrase tetap yang didirikan oleh berbagai 
perkumpulan dan organisasi perdagangan di Indonesia yang sekarang 
tentu saja tidak aktif lagi (Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, 2004: 27). 
Dalam perkembangan selanjutnya ternyata tata cara penyelesaian 




sengketa tentang franchising, penerbangan, telekomunikasi internasional, 
dan penggunaan ruang angkasa internasional, bahkan ada juga yang 
menghendaki agar juga ditetapkan dalam kartu kredit, perbankan, dan 
pelanggaran terhadap keamanan lingkungan. 
1) Menurut Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 Angka 1 
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 
Penyelesaian Sengketa, Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu 
sengketa di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian 
arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. 
2) Menurut Pendapat Para Ahli 
Pengertian arbitrase menurut pendapat para ahli yaitu sebagai 
berikut : 
a) Subekti (1992: 1) menyatakan, bahwa arbitrase adalah penyelesaian 
atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim 
berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau 
menaati keputusan yang diberikan oleh hakim yang mereka pilih. 
b) Menurut M. Yahya Harahap (2001: 64), pada umumnya perjanjian 
arbitrase merupakan pelengkap atau perjanjian tambahan yang 
sering dilekatkan dalam suatu persetujuan bisnis atau persetujuan 
komersial, hampir selalu dibarengi dengan persetujan arbitrase, 
sedangkan perjanjian komersial yang berskala nasional di mana 
para pihak terdiri dari kalangan orang Indonesia sendiri belum 
seluruhnya dibarengi dengan persetujuan arbitrase. 
b. Pengertian Perjanjian Arbitrase 
Perjanjian arbitrase atau dapat juga disebut sebagai klausula arbitrase 
pada dasarnya adalah suatu klausula yang terdapat dalam suatu 
perjanjian, isinya memperjanjikan bahwa apabila terjadi sengketa para 




beberapa definisi mengenai apa yang dimaksud dengan perjanjian 
arbitrase :  
1) Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 UU Arbitrase : “Perjanjian arbitrase 
adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di 
dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum 
timbul sengketa atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat 
para pihak setelah timbul sengketa”. 
2) Menurut Setiawan (2001: 77) : “Klausula arbitrase atau arbitration 
clause adalah alas hak, dasar hukum di atas mana para arbiter duduk 
dan punya kewenangan”. 
3) Menurut Yahya harahap (2003: 61) : “Perjanjian arbitrase merupakan 
ikatan dan kesepakatan di antara para pihak, bahwa mereka akan 
menyelesaiakan perselisihan yang timbul dari perjanjian oleh badan 
arbitrase. Para pihak sepakat untuk tidak mengajukan persengketaan 
yang terjadi ke badan peradilan”. 
4) Menurut UNCITRAL (United Nations Commission on International 
Trade Law) Article 7 : “Arbitration agreement is an agreement by the 
parties to submit to arbitration all or certain diputes which have 
arisen or which may arise between them in respect or a defined legal 
relationship, wether contractual or not. An arbitration agreement may 
be in a form of arbitrarion clause in a contract or in the form in a 
separate agreement”. 
c. Prosedur Arbitrase 
 Setelah berlakunya UU Arbitrase, maka tata cara atau prosedur 
arbitrase dalam Bab IV dan juga pasal-pasal lainnya, secara ringkas dapat 




a. Pemohon memberitahukan kepada termohon untuk menyelesaikan 
sengketa mereka melalui arbitrase dengan surat tercatat, telegram, 
teleks, facsimile, e-mail, atau dengan buku ekspedisi. Surat 
pemberitahuan tersebut harus memuat : nama dan alamat para pihak; 
penunjukan kepada klausul atau perjanjian arbitrase yang berlaku; 
perjanjian atau masalah yang menjadi sengketa; dasar tuntutan dan 
jumlah yang dituntut, jika ada; cara penyelesaian yang dikehendaki; 
dan perjanjian yang diadakan kedua pihak tentang jumlah arbiter atau 
jika tidak pernah diadakan perjanjian semacam itu, pemohon dapat 
mengajukan usul tentang jumlah arbiter yang dikehendaki dalam 
jumlah ganjil (Pasal 8 UU Arbitrase); 
b. Penunjukan arbiter oleh masing-masing pihak, dan jika para pihak 
tidak mencapai kesepakatan mengenai pemilihan arbiter atau tidak ada 
ketentuan yang dibuat mengenai pengangkatan arbiter, Ketua PN 
menunjuk arbiter atau majelis arbitrase (Pasal 13 jo. Pasal 15 UU 
Arbitrase);  
c. Penunjukan arbiter ketiga oleh arbiter yang ditunjuk oleh para pihak 
yang sekaligus sebagai ketua majelis arbitrase. Dalam hal para arbiter 
gagal menunjuk arbiter ketiga dalam tenggang waktu 14 hari sejak 
arbiter yang terakhir ditunjuk, atas permohonan salah satu pihak, 
Ketua PN dapat mengangkat arbiter ketiga, dan pengangkatan tersebut 
tidak dapat diajukan upaya pembatalannya (Pasal 15 UU Arbitrase); 
d. Penerimaan sebagai arbiter oleh arbiter yang ditunjuk (Pasal 16 UU 
Arbitrase); 
e. Penyampaian surat tuntutan oleh pemohon kepada arbiter atau majelis 
arbiter dalam jangka waktu yang ditentukan oleh arbiter atau majelis 
arbiter. Surat tuntutan harus memuat : nama lengkap dan tempat 
tinggal atau tempat kedudukan para pihak (pemohon dan termohon); 




dan isi tuntutan yang jelas. Penyampaian salinan tuntutan oleh ketua 
majelis arbitrase kepada termohon disertai perintah bahwa termohon 
harus menanggapi dan menjawab secara tertulis dalam tenggang 
waktu 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan (Pasal 38-39 UU 
Arbitrase); 
f. Ketua majelis arbitrase menyampaikan jawaban termohon kepada 
pemohon sekaligus memerintahkan kepada para pihak untuk 
menghadap di muka sidang arbitrase, dalam tenggang waktu 14 hari 
sejak dikeluarkannya perintah tersebut (Pasal 40 UU Arbitrase); 
g. Persidangan yang dilakukan secara tertutup, dengan menggunakan 
bahasa Indonesia atau bahasa lain yang dipilih oleh para pihak, 
dengan cara arbitrase, tempat dan jangka waktu arbitrase yang 
ditentukan oleh para pihak atau majelis arbitrase. Dalam persidangan 
pertama, termohon dapat mengajukan tuntutan balasan yang akan 
diperiksa dan diputus oleh majelis arbitrase bersamaan dengan pokok 
sengketa (Pasal 27, 28, dan 31 UU Arbitrase); 
h. Upaya perdamaian oleh majelis arbitrase. Jika perdamaian tercapai, 
maka majelis arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan 
mengikat para pihak dan memerintahkan para pihak untuk memenuhi 
ketentuan perdamaian tersebut (Pasal 45 UU Arbitrase); 
i. Apabila upaya perdamaian gagal, maka akan dilanjutkan dengan 
pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Pada tahap pemeriksaan ini 
para pihak diberi kesempatan terakhir untuk menjelaskan secara 
tertulis pendirian masing-masing serta mengajukan bukti yang 
dianggap perlu untuk menguatkan pendiriannya, dalam jangka waktu 
yang ditetapkan oleh majelis arbitrase. Pemeriksaan atas sengketa ini 
harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak majelis 
arbitrase terbentuk. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan 




j. Apabila pemeriksaan sengketa telah selesai, pemeriksaan segera 
ditutup dan ditetapkan hasil sidang untuk mengucapkan putusan 
arbitrase. Putusan bersifat final, mempunyai kekuatan hukum tetap 
dan mengikat para pihak (final and binding), yang diucapkan dalam 
waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup. Putusan harus 
memuat syarat-syarat normatif yang terutama memuat kepala putusan 
(irah-irah) “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” 
(Pasal 54, 55, 57, dan 60 UU Arbitrase); 
k. Koreksi terhadap kekeliruan administrative dan/atau menambah atau 
mengurangi suatu tuntutan putusan dalam tenggang waktu 14 hari 
setelah diterimanya putusan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58; 
l. Untuk eksekusi atau pelaksanaan putusan arbitrase, ada beberapa 
prinsip hukum dalam tata cara pelaksanaan Arbitrase Nasional 
maupun Arbitrase Internasional yang perlu diperhatikan, yaitu pada 
Bab VI Bagian Pertama untuk arbitrase Nasional (Pasal 59-64) dan 
Bagian Kedua untuk arbitrase internasional (Pasal 64-69) UU 
Arbitrase. 
d. Kekuatan Mengikat Putusan Arbitrase 
 Putusan arbitrase bersifat final, dan mempunyai kekuatan hukum 
tetap dan mengikat para pihak (final and binding), dengan demikian tidak 
dapat diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali (Pasal 60 UU 
Arbitrase). 
 Terhadap putusan arbitrase tersebut dapat dilakukan upaya 
perlawanan ke pengadilan negeri, tetapi upaya perlawanan tersebut hanya 
dapat dilakukan kepada Ketua PN, dan itu pun sangat terbatas, yaitu 
sebagai berikut (Pasal 70 UU Arbitrase) : 
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah 




b. Setelah putusan diambil, ditemukan semacam “novum”, yakni 
ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan 
oleh pihak lawan; 
c. Putusan arbitrase diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh 
salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa. 
 Dari alasan-alasan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana 
tersebut Pasal 70 UU Arbitrase dan seperti yang telah disebutkan bahwa 
upaya pembatalan tersebut bukanlah merupakan “banding” biasa 
terhadap suatu putusan arbitrase. Pembatalan merupakan suatu “upaya 
hukum yang luar biasa”, oleh karena itu, tanpa alasan-alasan yang 
spesifik tersebut pada prinsipnya suatu pembatalan putusan arbitrase 
tidak mungkin dipenuhi. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pada 
prinsipnya suatu putusan arbitrase adalah tingkat pertama dan terakhir. 
e. Asas-Asas Arbitrase 
Asas-asas dalam perjanjian arbitrase adalah sebagai berikut: 
1) Asas kesepakatan, artinya kesepakatan para pihak untuk 
menyelesaikan perselisihan secara damai; 
2) Asas musyawarah, setiap perselisihan diupayakan untuk diselesaikan 
secara musyawarah, baik antara arbiter dengan para pihak maupun 
antara arbiter itu sendiri; 
3) Asas limitatif, yaitu pembatasan dalam penyelesaian perselisihan 
melalui arbitrase terbatas pada perselisihan-perselisihan di bidang 
perdagangan/bisnis dan industri; 
4) Asas final dan binding yaitu suatu putusan arbitrase bersifat putusan 
akhir yang tidak dapat dilanjutkan dengan upaya hukum lain. 
Sehubungan dengan asas tersebut, tujuan arbitrase itu sendiri adalah 
untuk menyelesaikan perselisihan dalam bidang perdagangan/bisnis dan 
industri, dan hak pribadi yang dapat dikuasai sepenuhnya oleh para 




adanya formalitas atau prosedur yang berbelit yang dapat menghambat 
penyelesaian perselisihan. 
f. Keunggulan Arbitrase 
Secara umum dinyatakan bahwa lembaga arbitrase mempunyai 
keunggulan dibandingkan dengan lembaga peradilan antara lain: 
1) Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak; 
2) Dapat dihindarkan kelambatan yang diakibatkan karena prosedur dan 
administratif; 
3) Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya 
mempunyai pengetahuan, pengalaman, serta latar belakang yang 
cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil; 
4) Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan 
masalah serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan 
5) Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dengan 
melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat 
dilaksanakan. 
3. Tinjauan tentang Kepailitan 
2) Istilah Kepailitan 
Secara etimologi kepailitan berasal dari kata pailit, selanjutnya 
istilah “pailit” berasal dari bahasa Belanda “failliet” yang mempunyai 
arti ganda yaitu sebagai kata benda dan kata sifat. Istilah faillet sendiri 
berasal dari Perancis yaitu “faillite” yang berarti pemogokan atau 
kemacetan pembayaran, sedangkan dalam Bahasa Inggris dikenal dengan 
kata to fail dengan arti sama, dan dalam bahasa latin disebut failure. 
Kemudian istilah kepailitan dalam pengertian hukum mengandung unsur-
unsur tersendiri yang dibatasi secara tajam, namun definisi mengenai 
pengertian itu tidak ada dalam undang-undang. Selanjutnya istilah pailit 
dalam Bahasa Belanda adalah faiyit, maka ada pula sementara orang 
yang menerjemahkan sebagai paiyit dan faillissement sebagai kepailitan. 




pailit dan kepailitan mempergunakan istilah bankrupt dan bankruptcy 
(Viktor M. Situmorang&Hendri Soekarso, 1993: 18). 
3) Pengertian Kepailitan  
1) Menurut Peraturan Perundang-undangan, dalam Pasal 1 angka 1 UUK 
2004, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit 
yang penguasaan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah 
pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 
2) Menurut Pendapat Para Ahli dan Kamus Hukum 
Pengertian kepailitan menurut para ahli dan kamus hukum  yaitu 
sebagai berikut : 
a) H. M. N. Purwosutjipto (1992: 28) berpendapat bahwa kepailitan 
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. 
Pailit adalah keadaan berhenti membayar (utang-utangnya). 
b) Menurut Munir Fuady (2002: 8) yang dimaksud dengan pailit atau 
bangkrut adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar 
dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar 
harta tersebut dapat dibagi-bagi secara adil di antara para kreditor. 
c) R. Subekti (1995: 28)  berpendapat bahwa kepailitan adalah suatu 
usaha bersama untuk mendapatkan pembayaran bagi semua orang 
yang berpiutang secara adil. 
d) Di dalam kamus hukum dikemukakan bahwa Pailit diartikan 
sebagai keadaan dimana seorang debitor telah berhenti membayar 
utang-utangnya. Setelah orang yang demikian atas permintaan para 
kreditornya atau permintaan sendiri oleh pengadilan dinyatakan 
pailit maka harta kekayaan dikuasai oleh balai harta peninggalan 




dimanfaatkan oleh semua kreditor (R. Subekti dan Tjitrosoedibyo, 
1989: 85). 
e) Dalam Black’s Law Dictionary, pailit atau  bankrupt yaitu : 
  ”the state or condition of a person (individual, partnership, 
corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they 
are, or become due”. The term includes a person against whom an 
voluntary petition has been filed, or who has been adjudged a 
bankrupt” (Bryan A. Garner, 1999: 141). 
 Berdasarkan pengertian yang diberikan dalam Black’s Law 
Dictionary tersebut, dapat dlihat bahwa pengertian pailit 
dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari 
seseorang (debitor) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo, 
ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan 
nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh 
debitor sendiri maupun permintaan pihak ketiga (Ahmad Yani dan 
Gunawan Widjaja, 1999: 11). 
4) Syarat-syarat Permohonan Pernyataan Pailit  
Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK 2004, syarat permohonan 
pernyataan pailit yaitu apabila debitor memiliki dua atau lebih kreditor 
dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu 
dan dapat ditagih, dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, 
baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau 
lebih kreditornya. Jadi dapat dijelaskan bahwa  untuk dapat dinyatakan 
pailit, seorang debitor harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 
a. Debitor Memiliki Dua Kreditor atau Lebih 
 Syarat bahwa debitor harus mempunyai minimal dua kreditor, 
sangat terkait dengan filosofis lahirnya hukum kepailitan. 
Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, hukum kepailitan 




pranata hukum kepailitan, diharapkan pelunasan utang-utang debitor 
kepada kreditor-kreditor (lebih dari satu kreditor) dapat dilakukan 
secara seimbang dan adil. Setiap kreditor (konkuren) mempunyai hak 
yang sama untuk mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan debitor. 
Jika debitor hanya mempunyai satu kreditor, maka seluruh harta 
kekayaan debitor otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang 
debitor tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara pro rata dan 
pari passu. Dengan demikian, jelas bahwa debitor tidak dapat dituntut 
pailit, jika debitor tersebut hanya mempunyai satu kreditor. 
 Istilah “kreditor” juga sering kali menimbulkan multitafsir, 
apalagi di era UUK 1998 yang tidak memberikan definisi terhadap 
“kreditor”. Secara umum, ada 3 (tiga) macam kreditor yang dikenal 
dalam KUH Perdata yaitu sebagai berikut:  
a) Kreditor Konkuren  
Kreditor konkuren ini diatur dalam Pasal 1132 KUH Perdata. 
Kreditor konkuren adalah para kreditor dengan hak pari passu dan 
pro rata, artinya para kreditor secara bersama-sama memperoleh 
pelunasan (tanpa ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan 
pada besarnya piutang masing-masing dibandingkan terhadap 
piutang mereka secara keseluruhan, terhadap seluruh harta 
kekayaan debitur tersebut. Dengan demkian, para kreditor 
konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang 
dari harta debitur tanpa ada yang didahulukan. 
b) Kreditor Preferen (yang diistimewakan), yaitu kreditor yang oleh 
undang-undang, semata-mata karena sifat piutangnya, 
mendapatkan pelunasan terlebih dahulu. Kreditor preferen 
merupakan kreditor yang mempunyai hak istimewa, yaitu suatu hak 
yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang berpiutang 




semata-mata berdasarkan sifat piutangnya (Pasal 1133 dan Pasal 
1134 KUH Perdata). Piutang-piutang yang diistimewakan tersebut 
yaitu yang terdapat dalam Pasal 1139 dan Pasal 1149 KUH 
Perdata. 
c) Kreditor separatis, yaitu pemegang hak jaminan kebendaan in rem, 
yang dalam KUH Perdata disebut dengan nama gadai dan hipotek. 
Pada saat ini, sistem hukum jaminan Indonesia mengenal 4 (empat) 
macam jaminan kebendaan, yaitu hipotek, gadai/pand, hak 
tanggungan, dan fidusia. 
 Sehubungan dengan UUK 1998, tidak terdapat definisi terhadap 
“kreditor”. Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini (Jono, 2008: 8) :  
“…..harus dibedakan antara pengertian Kreditor dalam kalimat” 
….mempunyai dua atau lebih kreditor….”, dan kreditor dalam 
kalimat ”…..atas permohonan seorang atau lebih kreditornya”. 
Kata “kreditor” yang dimaksud dalam kalimat pertama itu 
adalah sembarangan kreditor, yaitu baik kreditor konkuren 
maupun kreditor preferen. Adapun kata “kreditor” dalam 
kalimat yang kedua adalah kreditor konkuren. Mengapa harus 
kreditor konkuren adalah karena seorang kreditor separatis tidak 
mempunyai kepentingan untuk diberi hak mengajukan 
permohonan pernyataan pailit mengingat kreditor separatis telah 
terjamin sumber pelunasan tagihannya, yaitu dari barang agunan 
yang dibebani dengan hak jaminan. Apabila seorang kreditor 
separatis merasa kurang terjamin sumber pelunasan piutangnya 
dan apabila kreditor separatis menghendaki untuk memperoleh 
sumber pelunasan dari harta pailit, maka kreditor separatis itu 
harus terlebih dahulu melepaskan hak separatisnya, sehingga 
dengan demikian berubah statusnya menjadi kreditor konkuren”. 
 Pendapat tersebut juga diperkuat dengan Putusan Kasasi MA RI 
No. 07/K/N/1999 tanggal 4 Februari 1999 yang mengemukakan dalam 
pertimbangan hukumnya bahwa kreditor separatis yang tidak 
melepaskan haknya terlebih dahulu sebagai kreditor separatis, 




1998. Pendirian MA itu terbatas pada pengertian kreditor sebagai 
permohon pernyataan pailit (Jono, 2008: 9).  
Dengan disahkannya UUK 2004, sebagai pencabutan UUK 
1998 telah terdapat kepastian mengenai pengertian “kreditor”. Bagian 
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UUK 2004 memberikan definisi kreditor 
sebagai berikut:  
”Yang dimaksud dengan “kreditor” dalam ayat ini adalah baik 
kreditor konkuren, kreditor separatis maupun kreditor preferen. 
Khusus mengenai kreditor separatis dan kreditor preferen, 
mereka dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit tanpa 
kehilangan hak agunan atas kebendaan yang mereka miliki 
terhadap harta debitur dan haknya untuk didahulukan”. 
Dengan penjelasan dari Pasal 2 ayat (1) di atas, maka 
yurisprudensi dari Putusan Kasasi MA RI No. 07.PK/N/1999 tanggal 
4 Februari 1999 tersebut di atas menjadi tidak terpakai, dan jelaslah 
bahwa UUK 2004 memperbolehkan seorang kreditor separatis untuk 
mengajukan permohonan pailit kepada debitor tanpa harus 
melepaskan hak agunan atas kebendaan. Hal ini tampak lebih jelas 
lagi dalam Pasal 138 UUK 2004, yaitu: 
”Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan 
fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan 
lainnya, atau yang mempunyai hak yang diistimewakan atas 
suatu benda tertentu dalam harta pailit dan dapat membuktikan 
bahwa sebagian piutangnya tersebut kemungkinan tidak akan 
dapat dilunasi dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan, 
dapat meminta diberikan hak-hak yang dimiliki kreditor 
konkuren atas bagian piutang tersebut, tanpa mengurangi hak 
untuk didahulukan atas benda yang menjadi agunan atas 
piutangnya”. 
Ini berarti UUK 2004 memberikan hak kepada kreditor separatis 
dan kreditor preferen untuk dapat tampil sebagai kreditor konkuren 
tanpa harus melepaskan hak-hak untuk didahulukan atas benda yang 




separatis dan kreditor preferen dapat membuktikan bahwa benda yang 
menjadi agunan tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya debitor 
pailit. Tidak cukupnya harta debitor untuk melunasi utang-utangnya 
dari hasil penjualan benda yang menjadi agunan atas piutang tersebut, 
haruslah dibuktikan. Beban pembuktian atas kemungkinan tidak dapat 
terlunasinya utang debitur dari penjualan benda tersebut berada di 
pundak kreditor separatis atau kreditor preferen. 
b. Harus Adanya Utang 
UUK 1998 tidak memberikan definisi sama sekali mengenai 
utang. Oleh karena itu, telah menimbulkan penafsiran yang beraneka 
ragam dan para hakim juga menafsirkan utang dalam pengertian yang 
berbeda-beda (baik secara sempit maupun luas). Apakah pengertian 
“utang” hanya terbatas pada utang yang lahir dari perjanjian utang 
piutang atau perjanjian pinjam-meminjam ataukah pengertian ”utang” 
merupakan suatu prestasi/kewajiban yang tidak hanya lahir dari 
perjanjian utang piutang saja, seperti perjanjian jual beli, dsb. 
Pendapat para pakar hukum mengenai pengertian utang, yaitu :  
a) Menurut Prof. Sutan Remy Sjahdeini, pengertian utang di dalam 
UU No. 4 Tahun 1998 tidak seyogianya diberi arti yang sempit, 
yaitu tidak seharusnya hanya diberi arti berupa kewajiban 
membayar utang yang timbul kerena perjanjian utang-piutang saja, 
tetapi merupakan setiap kewajiban debitur yang berupa kewajiban 
untuk membayar sejumlah uang kepada kreditor, baik kewajiban 
itu karena perjanjian apa pun juga (tidak terbatas hanya kepada 
perjanjian utang piutang saja), maupun timbul karena ketentuan 
undang-undang, dan timbul karena putusan hakim yang telah 





b) Menurut Kartini dan Gunawan Widjaja, utang adalah perikatan 
yang merupakan prestasi atau kewajiban dalam lapangan harta 
kekayaan yang harus dipenuhi oleh setiap debitur dan bila tidak 
dipenuhi, kreditor berhak mendapat pemenuhannya dari harta 
debitur. Pada dasarnya UU Kepailitan tidak hanya membatasi utang 
sebagian suatu bentuk utang yang bersumber dari perjanjian 
pinjam-meminjam uang saja (Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003: 
11). 
c) Menurut Setiawan, utang seyogianya diberi arti luas, baik dalam 
arti kewajiban membayar sejumlah utang tertentu yang timbul 
karena adanya perjanjian utang-piutang maupun kewajiban 
pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian 
atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar 
sejumlah uang tersebut (Lontoh dkk, 2001: 117).  
Kontroversi mengenai pengertian utang, akhirnya dapat 
disatuartikan dalam Pasal 1 butir 6 UUK 2004 yaitu:  
”Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 
dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun 
mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan 
timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena 
perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh 
debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor 
untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”. 
c. Tidak Membayar Sedikitnya Satu Utang Jatuh Waktu dan Dapat 
Ditagih 
Syarat bahwa utang harus telah jatuh waktu dan dapat ditagih 
menunjukkan bahwa kreditor sudah mempunyai hak untuk menuntut 
debitur untuk memenuhi prestasinya. Menurut peneliti, syarat ini 
menunjukkan bahwa utang harus lahir dari perikatan sempurna 
(adanya schuld dan haftung). Dengan demikian, jelas bahwa utang 




dapat dimajukan untuk permohonan pernyataan pailit, misalnya utang 
yang lahir dari perjudian. Meskipun utang yang lahir dari perjudian 
telah jatuh waktu, hal ini tidak melahirkan hak kepada kreditor untuk 
menagih utang tersebut. Dengan demikian, meskipun debitor 
mempunyai kewajiban untuk melunasi utang itu, kreditor tidak 
mempunyai alas hak untuk menuntut pemenuhan utang tersebut. 
Dengan demikian, kreditor tidak berhak memajukan permohonan 
pailit atas utang yang lahir dari perjudian. 
5) Pihak yang Dapat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit 
Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit 
ke pengadilan yaitu sebagai berikut :  
a. Debitor 
Undang-undang memungkinkan seorang debitor untuk 
mengajukan permohonan pernyataan pailit atas dirinya sendiri, dengan 
mengemukakan dan membuktikan bahwa debitor memiliki lebih dari 
satu kreditor, selain itu debitor harus bisa membuktikan bahwa ia 
tidak membayar utang kreditor yang telah jatuh waktu dan dapat 
ditagih (Pasal 2 Ayat (1) UUK 2004). Dalam hal permohonan 
pernyataan pailit diajukan oleh debitor yang masih terikat dalam 
pernikahan sah, maka permohonannya hanya dapat diajukan atas 
persetujuan suami atau istri yang menjadi pasangannya, kecuali 
apabila tidak ada percampuran harta (Pasal 4 ayat (1) UUK 2004). 
b. Seorang atau Lebih Kreditornya 
Sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK 2004, kreditor 
yang dapat mengajukan permohonan pailit terhadap debitornya yaitu 







c. Kejaksaan untuk Kepentingan Umum 
Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan 
untuk kepentingan umum, hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (2)  UUK 
2004, yang dimaksud dengan kepentingan umum disini adalah 
kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan masyarakat luas 
yaitu : 
a) Debitor melarikan diri; 
b) Debitor menggelapkan bagian harta kekayaan; 
c) Debitor mempunyai utang pada BUMN atau badan usaha lain yang 
menghimpun dana dari masyarakat; 
d) Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana 
dari masyarakat luas; 
e) Debitor tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan 
masalah utang piutang yang telah jatuh tempo atau telah jatuh 
waktu; dan 
f) Dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan 
umum. 
Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2000 
tentang Permohonan Pernyataan Pailit untuk Kepentingan Umum, 
secara tegas dinyatakan bahwa wewenang kejaksaan untuk 
mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah untuk dan atas 
nama kepentingan umum, dan Pasal 2 ayat (2) PP No. 17 Tahun 
2000 tersebut menyatakan bahwa kejaksaan dapat mengajukan 
permohonan pernyataan pailit dengan alasan kepentingan umum 
apabila : 
(1) Debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak 
membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 
dapat ditagih; dan 




d. Bank Indonesia (BI) 
Dalam hal debitor adalah Bank, pengajuan permohonan pailit bagi 
bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan 
semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi 
perbankan secara keseluruhan. Yang dimaksud dengan “Bank” adalah 
bank sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. 
Kewenangan Bank Indonesia untuk mengajukan permohonan 
kepailitan ini tidak menghapuskan kewenangan Bank Indonesia terkait 
dengan ketentuan mengenai pencabutan izin usaha bank, pembubaran 
badan hukum, dan likuidasi bank sesuai peraturan perundang-
undangan. 
e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) 
Dalam hal debitor adalah perusahaan efek, bursa efek, lembaga 
kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, 
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan 
Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) yang merupakan lembaga yang 
mengawasi suatu kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat 
yang diinvestasikan dalam efek. Selain itu, BAPEPAM juga 
mempunyai kewenangan penuh dalam hal permohonan pengajuan 
pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah 
pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap 
bank (Pasal 2 Ayat (4) dan Penjelasannya, UUK 2004). 
Yang dimaksud perusahaan efek adalah pihak yang melakukan 
kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan 
efek, dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UU 
No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Yang dapat melakukan 
kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah 
mendapat izin usaha dari BAPEPAM. Perusahaan efek bertanggung 
jawab terhadap segala kegiatan yang berkaitan dengan efek yang 




perusahaan tersebut (Pasal 30 dan Pasal 31 UU No. 8 Tahun 1995 
tentang pasar modal). Yang dapat melakukan kegiatan sebagai wakil 
penjamin emisi efek, wakil perantara pedagang efek, atau wakil 
manajer investasi hanya orang perseorangan yang telah memperoleh 
izin dari BAPEPAM, begitu juga untuk dapat melakukan kegiatan 
sebagai penasehat investasi haruslah pihak yang telah memperoleh 
izin usaha dari BAPEPAM (Pasal 32 dan Pasal 33 UU No. 8 Tahun 
1995 tentang pasar modal).     
f. Menteri Keuangan 
Dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan 
reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik Negara (BUMN) 
yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan 
pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan. 
B. Kerangka Pemikiran 
Dalam dunia bisnis, seseorang atau suatu badan usaha dalam melakukan 
suatu hubungan dengan mitra usahanya pada umumnya diawali dengan 
membuat perjanjian atau kontrak (dagang) yang mengatur mengenai hak dan 
kewajiban kedua belah pihak, yang termasuk pula mengenai cara 
penyelesaiannya bila timbul masalah atau sengketa di kemudian hari berkaitan 
dengan isi perjanjian tersebut. 
Penyelesaian sengketa bisnis tersebut dapat dilakukan dengan jalur 
litigasi melalui pengadilan maupun dengan cara non litigasi seperti arbitrase 
yang dewasa ini semakin marak digunakan. Namun dalam klausul kontrak 
bisnis yang mengatur mengenai cara penyelesaian sengketa, para pihak harus 
memilih salah satu cara penyelesaian sengketa tersebut. 
Menurut Pasal 3 jo. Pasal 11 UU Arbitrase, apabila dalam 
perjanjian/kontrak bisnis para pihak membuat akta arbitrase, maka pengadilan 
negeri tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menyelesaikan sengketa 




arbitrase sesuai dengan kesepakatan para pihak yang telah dituangkan dalam 
akta arbitrase yang termasuk dalam perjanjian/kontrak bisnisnya, karena pada 
prinsipnya perjanjian tersebut telah mengikat dan berlaku sebagai undang-
undang bagi kedua belah pihak. Namun apabila sengketa dagang tersebut pada 
pokoknya tentang kepailitan, maka untuk penyelesaiannya adalah menjadi 
kewenangan pengadilan niaga secara khusus yang merupakan bagian dari 
peradilan umum (negeri) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300 jo. Pasal 1 
Angka 7 UUK 2004.   
Berdasarkan uraian tersebut maka dianggap perlu untuk melakukan 
penelitian mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam menyelesaikan 
perkara kepailitan di mana para pihak yang bersengketa telah membuat akta 
arbitrase dalam kontrak bisnis yang mereka sepakati bersama, dan dapat 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kekuatan Mengikat Akta Arbitrase 
Untuk mengetahui kekuatan mengikat akta arbitrase, peneliti melakukan 
tinjauan terhadap syarat sahnya akta arbitrase yang dibuat oleh para pihak, 
keberlakuan akta arbitrase bagi sengketa para pihak, dan kompetensi absolut 
arbitrase. 
1. Syarat Sahnya Akta Arbitrase 
Berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak maka para pihak yang 
membuat akta arbitrase bebas untuk menentukan apa yang mereka 
kehendaki. Akta arbitrase sebagaimana setiap perjanjian pada umumnya 
menimbulkan dan berisi ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban antara 
para pihak. Selain itu, karena akta arbitrase merupakan kesepakatan para 
pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, menurut peneliti telah sesuai 
dengan asas kekuatan mengikat/pacta sunt servanda, yaitu suatu perjanjian 
berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya 
sepanjang perjanjian yang bersangkutan tidak melanggar syarat sah 
perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu : 
“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 
a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; 
b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; 
c. Suatu hal tertentu; 
d. Suatu sebab yang halal.” 
Syarat sah perjanjian harus selalu diterapkan dalam membuat suatu 
akta arbitrase karena tanpa memenuhi syarat sah tersebut maka akta 
arbitrase dapat dibatalkan (apabila tidak memenuhi syarat subyektif, yaitu: 
sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan syarat kecakapan untuk 




memenuhi syarat obyektif, yaitu: suatu hal tertentu dan suatu sebab yang 
halal). Mengenai syarat subyektif sepakat dan kecakapan tidak diatur secara 
khusus dalam UU Arbitrase. 
 Sebagai konsekuensi asas kekuatan mengikat/pacta sunt servanda 
maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi perjanjian 
yang dibuat oleh para pihak tersebut. Akta arbitrase tidak dapat dibatalkan 
secara sepihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 Ayat (2) KUH Perdata 
yang merupakan konsekuensi logis dari adanya asas pacta sunt servanda, 
yaitu suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat 
kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang 
dinyatakan cukup untuk itu. Ketentuan tersebut juga ditegaskan dengan 
Pasal 620 Ayat (2) Rv yang menyatakan bahwa kekuasaan para arbiter 
tidak boleh ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bulat para pihak. 
Ketentuan mengenai akta arbitrase tidak dapat dibatalkan secara 
sepihak juga diatur dalam yurisprudensi, salah satunya dalam putusan 
Mahkamah Agung tanggal 4 Mei No. 317/K/pdt/1984 yang menyatakan 
bahwa melepaskan akta arbitrase harus dilakukan secara tegas dengan suatu 
persetujuan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, sedangkan dalam 
hal adanya eksepsi Mahkamah Agung berpendirian bahwa ada atau 
tidaknya eksepsi, akta arbitrase dengan sendirinya berbobot kompetensi 
absolut, sehingga yuridiksi mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian 
dengan sendirinya menurut hukum jatuh menjadi kewenangan absolut 
Mahkamah Arbitrase (tribunal arbitration). Oleh karena itu setiap 
pengadilan menghadapi kasus gugatan yang seperti itu harus tunduk kepada 
ketentuan Pasal 134 HIR dan menyatakan dirinya tidak berwenang 
mengadili. Adapun isi Pasal 134 HIR adalah : “Jika perselisihan itu adalah 
suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada tiap-
tiap waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim 




menerangkan karena jabatannya bahwa ia tidak berkuasa untuk perkara itu” 
(Yahya Harahap, 2001: 75).  
Jadi, peneliti berpendapat bahwa sesuai dengan asas kekuatan 
mengikat/pacta sunt servanda maka suatu perjanjian pada umumnya 
maupun akta arbitrase pada khususnya, berlaku sebagai undang-undang 
bagi para pihak yang membuatnya dan oleh karena itu suatu perjanjian 
tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak. 
Kesepakatan untuk membatalkan perjanjian harus dibuat secara tertulis 
agar dapat dijadikan sebagai alat bukti bahwa peristiwa pembatalan 
perjanjian tersebut memang benar terjadi. 
Akta arbitrase memiliki kekuatan mengikat berdasarkan asas 
kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat/pacta sunt servanda 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata, selain itu juga 
memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH 
Perdata, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, 
maupun ketertiban umum.  
2. Seperability Principle (Prinsip Keterpisahan) Akta Arbitrase 
Sebagai suatu perjanjian assessoir, akta arbitrase tetap harus 
memenuhi prinsip-prinsip dalam perjanjian asesoir, yaitu (Munir Fuady, 
2000: 118) : 
a. Isi perjanjian asesoir tidak boleh melampaui perjanjian pokoknya; 
b. Isi perjanjian asesoir tidak boleh bertentangan dengan perjanjian 
pokoknya; 
c. Tidak akan ada perjanjian asesoir tanpa perjanjian pokoknya. 
Akta arbitrase bukanlah suatu perjanjian asessoir ‘biasa’ karena akta 
arbitrase tidak batal apabila perjanjian pokoknya batal, sebagaimana diatur 




“Suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh 
keadaan tersebut di bawah ini: 
a. Meninggalnya salah satu pihak; 
b. Bangkrutnya salah satu pihak; 
c. Novasi; 
d. Insolvensi salah satu pihak; 
e. Pewarisan; 
f. Berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokoknya; 
g. Bilamana pelaksanaan perjanjian tersebut dialihtugaskan pada 
pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian 
arbitrase tersebut; atau  
h. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok”. 
Hal inilah yang disebut dengan seperability principle atau prinsip 
keterpisahan yaitu bahwa akta arbitrase harus dianggap terpisah dari 
perjanjian pokoknya sehingga apabila perjanjian pokok berakhir atau batal, 
akta arbitrase tetap berlaku.  
3. Pactum De Compromittendo Sebagai Akta Arbitrase Yang Dibuat 
Sebelum Terjadinya Sengketa 
Pada dasarnya ada dua bentuk akta arbitrase yang dibedakan dari 
waktu dibuatnya perjanjian tersebut, yaitu bentuk pactum de 
compromittendo dan akta kompromis/compromise. Pactum de 
compromittendo merupakan akta/perjanjian yang dibuat sebelum terjadinya 
sengketa, sedangkan akta kompromis merupakan akta/perjanjian yang 
dibuat setelah terjadinya sengketa. 
Pactum de compromittendo merupakan akta/perjanjian arbitrase yang 
dibuat oleh para pihak sebelum terjadinya sengketa, diatur dalam Pasal 1 
Angka 3 dan Pasal 7 UU Arbitrase. Akta/perjanjian arbitrase adalah suatu 
kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu 
perjanjian tertulis yang dibuat oleh para pihak sebelum timbul sengketa 
atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah 
timbul sengketa (Pasal 1 Angka 3 UU Arbitrase). Para pihak dapat 
menyetujui sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka 




Mengenai pactum de compromittendo ini sebelumnya juga diatur di 
dalam Pasal 615 (3) Rv, yang menyatakan bahwa pihak-pihak dapat 
mengikatkan diri satu sama lain untuk menyerahkan persengketaan yang 
mungkin timbul di kemudian hari kepada seorang atau beberapa orang 
arbiter (SUT Girsang, 1992: 3). 
Berdasarkan pasal-pasal pada UU Arbitrase tersebut dapat ditarik 
kesimpulan bahwa diperbolehkan untuk membuat suatu klausula dalam 
perjanjian untuk memperjanjikan bahwa apabila di kemudian terjadi 
sengketa, maka para pihak akan menyerahkan penyelesaiannya kepada 
arbitrase dan bukan pengadilan. Berikut ini beberapa contoh klausula 
arbitrase (Priyatna Abdurrasyid, 2000: 14) : 
a. Korea : “All disputes, controversies, or differences which may arise 
between the parties, out of or in relation to or in connection with this 
contract, or for the breach thereof, shall be finally settled by arbitration 
in Seoul, Korea in accordance with the Commercial Arbitration Rules 
of the Korean Commercial Arbitration Association and under the Laws 
of Korea. The Award rendered by the arbitrator(s) shall be final and 
binding upon both parties concerned”. 
Terjemahan bebas dari peneliti : 
“Semua persengketaan, kontroversi, atau perbedaan yang mungkin 
terjadi antar pihak-pihak di luar atau di dalam hubungannya dengan 
kontrak ini, atau untuk pelanggaran yang terjadi, harus diputuskan 
dengan arbitrase di Seoul, Korea menurut peraturan arbitrase komersial 
Korea di bawah hukum Korea. Keputusan yang dibuat oleh arbitrator 
haruslah final dan mengikat kedua pihak yang bersangkutan”.  
b. Singapore : “Any disputes arising out of or in connention with this 
contract, including any question regarding its existance, validity or 




Singapore in accordance with the Arbitration Rules of Singapore 
International Arbitration Centre (SIAC Rules) for the time being in 
force wich rules are deemed to be incorporated by reference into this 
clause”. 
Terjemahan bebas dari peneliti : 
“Semua persengketaan yang muncul atau berhubungan dengan kontrak 
ini termasuk semua pertanyaan yang menyangkut eksistensinya, 
validitas atau terminasi, harus diselesaikan dengan arbitrase di 
Singapura menurut aturan arbitrase Singapura “Arbitration Rules of 
Singapore International Arbitration Center (SIAC Rules) yang saat ini 
sedang berlaku.” 
c. Netherlands : “All disputes arising in connection with the present 
contract or further contracts resulting thereof, shall be finally settled by 
arbitration in accordance with the Rules of the Netherlands Arbitration 
Institute (Netherlands Arbitrage Institute)”. 
Terjemahan bebas dari peneliti : 
“Semua persengketaan yang muncul sehubungan dengan kontrak saat 
ini atau kontrak berikutnya yang dibuat harus ditetapkan dengan 
arbitrase dengan mengikuti ketentuan-ketentuan arbitrase Netherlands 
(Netherlands Arbitrage Institute)”. 
d. ICC : “All disputes arising in connection with the present contract or 
further contracts resulting thereof, shall be finally settled under the 
Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of 
Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with 




Terjemahan bebas dari peneliti : 
“Semua persengketaan yang timbul dari hubungan dengan kontrak saat 
ini pada akhirnya harus diselesaikan menurut aturan rekonsiliasi dan 
arbitrase International Chamber of Commerce oleh satu atau lebih 
arbitrator yang ditunjuk berdasarkan peraturan yang telah disebutkan.” 
e. UNCITRAL : “Any disputes, controversy or claim arising out of or 
relation to this contract, or the breach, termination or invalidity 
thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the 
UNCITRAL Arbitration Rules as at present in force. The appointing 
authority shall be the ICC acting in accordance with the rules addopted 
by the ICC for this purpose”. 
Terjemahan bebas dari peneliti : 
“Semua persengketaan, kontroversi, atau klaim yang timbul dari atau 
berhubungan dengan kontrak ini, atau pelanggaran, terminasi 
(penundaan) atau invaliditas yang ada, harus diputuskan dengan 
arbitrase sesuai dengan peraturan arbitrase UNCITRAL yang berlaku 
saat ini. Pihak yang berwenang yang ditunjuk harus ICC yang bertindak 
menurut aturan yang dipakai oleh ICC untuk tujuan ini”. 
f. BANI : “Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan 
diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia 
(BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang 
keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai 
keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir”. 
 Cara pembentukan akta arbitrase sebagai pactum de compromittendo 
secara umum dapat dibedakan menjadi: 
a. Pactum de compromittendo dibuat sebagai salah satu klausula dalam 




dalam suatu perjanjian para pihak biasanya sudah langsung menentukan 
pilihan penyelesaian sengketa yang mereka pilih apabila terjadi 
sengketa dikemudian hari, dimana dalam hal pilihan penyelesaian 
sengketa yang dipilih adalah arbitrase. 
b. Pactum de compromittendo dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri 
yang dibuat sebelum terjadinya sengketa dan/atau bersamaan dengan 
pembuatan perjanjian pokoknya serta tidak menjadi satu/digabungkan 
dalam perjanjian pokoknya (sebagai akta tambahan). 
Dalam UU Arbitrase tidak diatur mengenai akta arbitrase yang 
dibuat dalam suatu perjanjian tersendiri (sebagai akta tambahan),  
karena sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UU Arbitrase yang 
menyatakan bahwa “Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan 
berupa klausula arbitrase yang tercantum di dalam suatu perjanjian 
tertulis…”. Hal tersebut dikarenakan akta arbitrase merupakan 
perjanjian assesoir yang berarti akta arbitrase yang dibuat dalam suatu 
perjanjian tersendiri (sebagai akta tambahan) adalah perjanjian yang 
mengikuti perjanjian pokoknya, dan tidak boleh melampaui perjanjian 
pokoknya. Tanpa adanya akta arbitrase, pelaksanan perjanjian pokok 
tidak akan terhalang. Demikian pula batal atau cacatnya akta arbitrase 
juga tidak akan mengakibatkan batal atau cacatnya perjanjian pokok. 
Akan tetapi, jika perjanjian pokoknya yang cacat atau batal maka akta 
arbitrase menjadi gugur dan tidak mengikat. 
Akta arbitrase secara umum dapat juga dikatakan sebagai perjanjian 
bersyarat dalam arti akta arbitrase mengikat kedua belah pihak dengan 
ketentuan telah terjadi perselisihan yang bersangkutan dengan perjanjian 
pokoknya. Namun demikian, akta arbitrase bukanlah perjanjian “bersyarat” 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 
KUH Perdata, karena akta arbitrase tidak menyangkut pelaksanaan 
perjanjian (prestasi) di masa yang akan datang, tetapi lebih menyangkut 




terjadi antara para pihak yang mengadakan perjanjian termasuk siapa yang 
akan menyelesaikannya. 
4. Ruang Lingkup Sengketa Arbitrase 
Dalam Pasal 1 Angka 2 UU Arbitrase menyebutkan bahwa “Para 
pihak adalah subyek hukum, baik menurut hukum perdata maupun hukum 
publik”, sedangkan mengenai syarat objektif, yaitu mengenai suatu hal 
tertentu dalam hal ini adalah sengketa/objek sengketa apakah yang dapat 
diselesaikan melalui arbitrase diatur dalam Pasal 5 UU Arbitrase yang 
menyatakan bahwa : 
5) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di 
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan 
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh para pihak 
yang bersengketa. 
6) Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah 
sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat 
diadakan perdamaian. 
Yang dimaksud dengan sengketa di bidang perdagangan dijelaskan 
lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 66 Huruf b UU Arbitrase yaitu yang 
meliputi ruang lingkup hukum perdagangan, antara lain kegiatan-kegiatan 
di bidang : perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, 
hak kekayaan intelektual. Jadi berdasarkan pasal-pasal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa ternyata tidak semua sengketa yang terjadi dalam 
masyarakat dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hanya sengketa yang 
terjadi dalam bidang perdagangan dan sengketa yang menurut hukum dan 
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang 
bersengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase sedangkan sengketa 
yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang 




dalam hal ini berarti adalah sengketa yang di dalamnya terdapat unsur 
pidana. 
5. Akta Arbitrase Dalam Hubungannya Dengan Kompetensi Absolut 
Arbitrase 
Pasal 1 Ayat (1) UU Arbitrase menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa perdata di luar 
peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat 
secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Berdasarkan ketentuan 
pada pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan arbitrase 
untuk menyelesaikan suatu sengketa didasarkan pada akta arbitrase, 
sedangkan ketentuan mengenai kompetensi absolut arbitrase diatur dalam 
Pasal 2 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa Undang-Undang ini 
mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat antara para pihak 
dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian 
arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa sengketa atau beda pendapat 
yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan 
diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian 
sengketa, dan Pasal 3 UU Arbitrase yang menyatakan bahwa Pengadilan 
negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah 
terikat dalam perjanjian arbitrase, serta dalam Pasal 11 UU Arbitrase yang 
menyatakan bahwa : 
(1) Adanya perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk 
mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat 
dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. 
(2) Pengadilan negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di 
dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, 
kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan undang-undang ini. 
Berdasarkan atas tiga pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa 




arbitrase. Setiawan juga menyatakan bahwa akta arbitrase adalah alas hak, 
dasar hukum di atas para arbiter duduk dan punya kewenangan, maka 
dengan adanya akta arbitrase para arbiter memiliki kewenangan untuk 
memeriksa dan mengadili sengketa yang sebenarnya menjadi kewenangan 
pengadilan, tapi karena adanya akta arbitrase lalu menjadi kewenangan 
arbitrase. 
Berdasarkan atas asas kebebasan berkontrak maka para pihak yang 
membuat akta arbitrase bebas untuk menentukan apa yang mereka 
kehendaki sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian yang diatur dalam 
Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk kebebasan untuk menentukan tempat 
pilihan penyelesaian sengketa dengan akta arbitrase, maka dapat 
disimpulkan bahwa berdasarkan atas Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 11 UU 
Arbitrase, adanya akta arbitrase menentukan kompetensi absolut arbitrase 
sehingga mengikat para pihak dalam perjanjian yang mereka buat untuk 
menentukan tempat pilihan penyelesaian sengketa, yaitu apabila terjadi 
sengketa pada pelaksanaan perjanjian di kemudian hari maka yang 
berwenang atau yang berkompeten adalah lembaga arbitrase.  
6. Akta Arbitrase Dalam Kasus Sengketa Kepailitan PT. Enindo Dan 
Kawan Sebagai Pemohon Pernyataan Pailit/Kreditor Melawan PT. 
PPFW Dan Kawan 
Dalam kasus sengketa kepailitan PT. Enindo dan kawan sebagai 
pemohon pernyataan pailit/kreditor melawan PT. PPFW dan kawan, akta 
arbitrase yang digunakan dalam Perjanjian Manajemen “Turnkey” Poin 
18.2 dan 18.3, yaitu : 
18.2 : “If the parties cannot reselve a disput by amicable settlement, either 
party may refer the disput for arbitration in Singapore in accordance with 




 Terjemahan bebas dari peneliti : 
“(Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu 
perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing-masing pihak dapat 
membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura 
sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase Internasional Singapura)”.  
18.3 : “The Decision of the Arbitration (including on who must be on the 
Coast of the Arbitration) is final and binding on the parties. Except to 
enforce the Decision of the Arbitration, neither party mey bring any action 
in any court relating to a dispute under this agreement”. 
Terjemahan bebas dari peneliti : 
“(Keputusan arbitrase (termasuk mengenai siapa yang harus menanggung 
biaya arbitrase itu) akan bersifat final dan mengikat terhadap pihak-pihak 
yang bersangkutan. Kecuali untuk tujuan memberlakukan keputusan 
arbitrase, maka pihak-pihak dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan 
mengajukan tuntutan ke Pengadilan sehubungan dengan perselisihan yang 
timbul dari perjanjian ini)”. 
  Selain dalam perjanjian manajemen “Turnkey” tersebut, akta 
arbitrase juga terdapat dalam Pasal 9 perjanjian akta notaris Ridwan 
Nawing, S.H. antara Tuan Haji Andi Badarussamad dengan Ian H. Murray 
(PT. Putra Putri Fortuna Windu) tertanggal 6 Desember 1995, yaitu : 
9.1. :  Para pihak harus mengupayakan untuk menyelesaikan dengan damai 
setiap sengketa, perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan 
dengan perjanjian ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau tidak berlakunya 
perjanjian ini; 
9.2. : Jika para pihak gagal mencapai penyelesaian damai, para pihak 
setuju untuk mengalihkan sengketa tersebut kepada arbitrase yang tunduk 




9.3. : Setiap pengeluaran yang timbul sehubungan dengan rujukan 
sengketa kepada BANI akan ditanggung bersama oleh para pihak. 
Berdasarkan akta arbitrase yang terdapat dalam perjanjian yang dibuat 
oleh para pihak dalam kasus sengketa kepailitan PT. Enindo dan kawan 
sebagai pemohon pernyataan pailit/kreditor melawan PT. PPFW dan kawan 
sudah memenuhi syarat sahnya akta arbitrase, karena merupakan 
kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian, jadi 
menurut peneliti telah sesuai dengan asas pacta sunt servanda, yaitu suatu 
perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang 
membuatnya dan tidak melanggar syarat sah perjanjian seperti yang diatur 
dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Sebagai konsekuensi asas pacta sunt 
servanda maka hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi 
perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut.  
Dalam Pasal 9.1 perjanjian akta notaris menyebutkan bahwa jenis 
sengketa, perselisihan atau klaim yang dimaksud dalam perjanjian tersebut 
yaitu sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan perjanjian 
tersebut, atau pelanggaran, pengakhiran atau tidak berlakunya perjanjian 
tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa sengketa 
yang terjadi dalam kasus PT. Enindo dan kawan sebagai pemohon 
pernyataan pailit/kreditor melawan PT. PPFW dan kawan yaitu berupa 
pelanggaran perjanjian, karena sebelum masa perjanjian berakhir salah satu 
pihak mengakhiri secara paksa perjanjian yang mereka buat serta 
mengambilalih proyek tersebut. Atas pelanggaran perjanjian tersebut, 
apabila termasuk sengketa utang piutang biasa yang dimintakan ganti rugi, 
maka sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase. Apabila 
sengketa utang piutang tersebut diajukan permohonan pernyataan pailit, 
maka menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sepenuhnya dan arbitrase 




B. Kewenangan Pengadilan Niaga Dalam Menyelesaikan Perkara Kepailitan 
Dengan Adanya Akta Arbitrase 
1. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan 
Menurut UUK 2004, yang berwenang menyelesaikan masalah 
kepailitan adalah pengadilan niaga yang merupakan pengkhususan 
pengadilan di bidang perniagaan yang dibentuk dalam lingkup peradilan 
umum, dengan menggunakan hukum acara perdata, kecuali undang-undang 
ini menentukan lain (Pasal 300 jo. Pasal 1 Angka 7 UUK 2004).  
Pengadilan yang berwenang untuk mengadili perkara permohonan 
kepailitan adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat 
kedudukan debitor. Bila debitor telah meninggalkan wilayah Republik 
Indonesia  (RI), maka pengadilan yang berwenang menetapkan putusan 
adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan 
hukum terakhir debitor, sedangkan dalam hal debitor berupa persero suatu 
firma, yang mengadili adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 
tempat kedudukan hukum firma tersebut. Dalam hal debitor tidak bertempat 
kedudukan dalam wilayah Republik Indonesia (RI), pengadilan yang 
berwenang menyelesaikan adalah pengadilan yang daerah hukumnya 
meliputi tempat kedudukan hukum kantor debitor menjalankan profesi atau 
usahanya, dan bila debitor badan hukum maka kedudukan hukumnya adalah 
sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya (Pasal 3 Ayat (1-5) UUK 
2004). 
Dalam sengketa kepailitan, pemberesan harta pailit dilakukan oleh 
kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pengangkatan kurator 
berdasarkan Pasal 1 Angka 5 UUK 2004 serta penunjukan hakim pengawas 
berdasarkan Pasal 1 Angka 8 UUK 2004 dilakukan oleh Pengadilan Niaga 
dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang. 
Dalam kasus sengketa kapailitan PT. Enindo dan Kawan melawan PT. 
PPFW dan Kawan, pada putusan kasasi oleh mahkamah agung Nomor: 




menyelesaikan perkara kepailitan tersebut meskipun terdapat akta arbitrase, 
pengadilan niaga diperintahkan menunjuk dan mengangkat hakim pengawas 
dari hakim pengadilan niaga, serta mengangkat Yan Apul, S.H. yang 
diusulkan oleh PT. Enindo sebagai kurator, karena telah memenuhi syarat 
Pasal 67 A jo. Pasal 13 UUK 1998. Hal tersebut menunjukkan adanya 
kewenangan penuh pengadilan niaga untuk menyelesaikan perkara 
kepailitan, tanpa adanya campur tangan arbiter.  
2. Kewenangan Penyelesaian Sengketa Atas Perjanjian Yang 
Mengandung Klausula Arbitrase 
Yurisdiksi atau kewenangan menyelesaikan sengketa bisnis diatur 
dalam Pasal 2, 3, dan Pasal 11 UU Arbitrase. Sengketa bisnis yang dapat 
diselesaikan melalui arbitrase adalah jika telah diperjanjikan terlebih dahulu 
secara tegas bahwa sengketa yang akan mungkin timbul dari hubungan 
hukum tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase, dan pengadilan negeri 
tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa para pihak yang telah 
mencantumkan klausula arbitrase 
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di 
bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan 
perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa 
(atas dasar kata sepakat), sedangkan sengketa yang tidak dapat diselesaikan 
melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-
undangan tidak dapat diadakan perdamaian (Pasal 5 UU Arbitrase). 
Untuk lebih jelasnya, peneliti mengemukakan posisi kasus serta 
putusan Pengadilan Niaga tentang kasus PT. Enviromental Network 
Indonesia (PT. Enindo) dan Kawan melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu 







Para pihak yang termasuk dalam kasus tersebut yaitu PT. 
Enviromental Network Indonesia (Enindo) dan Kelompok Tani Tambak 
FSSP Maserrocinnae selaku pihak pemohon yang memohon pernyataan 
pailit terhadap PT. Putra Putri Fortuna Windu (PT. PPFW) dan PPF 
International Corporation (Selanjutnya disebut dengan Para Termohon) 
dengan surat perkara tertanggal 01 Maret 1999 yang ditandatangani oleh 
kuasa hukumnya, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga 
Jakarta Pusat di bawah nomor register perkara : 
14/Pailit/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 02 Maret 1999, mengemukakan 
permohonannya yang berisi hal sebagai berikut, bahwa : 
1. Berdasarkan Perjanjian Manajemen “Turnkey” tertanggal 30 Oktober 
1995, PT. Enindo menerima pekerjaan jasa manajemen, termasuk 
konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari 
PT. PPFW; 
2. Sesuai prinsip dan isi perjanjian tersebut di atas, PT. Enindo terlebih 
dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga 
kerja yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh PT. 
PPFW kepada PT. Enindo dengan menggunakan uang dari PPF 
International Corporation selaku Pemilik dan Penyandang dana untuk 
PT. PPFW; 
3. Sesuai ketentuan untuk masa berlakunya perjanjian adalah 10 tahun 
terhitung mulai tanggal 30 Oktober 1995, namun walaupun masa 
perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah pada tanggal 27 
Juni 1997 para termohon mengakhiri secara paksa perjanjian tersebut 
serta mengambil alih proyek; 
4. Untuk menghindari pertumpahan darah, PT. Enindo terpaksa 




perhitungan utang piutang dengan pemohon dan perhitungan uang 
yang harus dibayar oleh para termohon; 
5. Terdapat perbedaan mengenai jumlah utang para termohon kepada PT. 
Enindo, yang menurut PT. Enindo yaitu sebesar US$ 552.785.06 dan 
oleh para termohon menyatakan sebesar US$ 496.284, dan setelah 
dilakukan audit oleh akuntan publik Collins Barrow disebutkan utang 
PT. PPFW yang pembayarannya melalui PPF International 
Corporation kepada PT. Enindo adalah sebesar US$ 496.284; 
6. Selain itu juga berdasarkan dari Laporan Akuntan Publik Collins 
Barrow angka 3 ditemukan bahwa PT. PPFW adalah anak perusahaan 
dan merupakan asset dari PPF International Corporation; 
7. Setelah adanya Laporan Akuntan Publik Collins Barrow, maka 
sebagai pemilik dan juga penyandang dana pada tanggal 30 oktober 
1998 sesuai suratnya nomor : 015/DIR/FM/98, PPF International 
Corporation menjanjikan kepada PT. Enindo untuk melunasi utangnya 
secara mengangsur dalam dua kali pembayaran, yaitu tahap pertama 
jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar US$ 250.000 dan tahap 
kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US$ 246.284; 
8. Melalui suratnya tanggal 26 Mei 1998, PT. Enindo telah melakukan 
penagihan kepada PT. PPFW dan PT. PPFW menjawabnya dengan 
surat nomor : 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana 
juga membuktikan bahwa PT. PPFW menunggu pembayaran dari PPF 
International Corporation selaku pemilik PT. PPFW; 
9. Melalui surat tanggal 15 Juni 1998, PT. Enindo juga telah melaporkan 
kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada para termohon 
melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai auditor yang 
memeriksa PPF International Corporation dan anak perusahaannya 




10. Sesuai dengan suratnya nomor : 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 
September 1998, PT. PPFW mengakui bahwa  PPF International 
Corporation sedang merundingkan perolehan dana dari lembaga 
keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang dikerjakan 
PT. Enindo dan sekaligus membuktikan bahwa  PT. PPFW tidak 
memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi 
permulaan “bangkrut”; 
11. Dengan suratnya nomor : 014/DIR/FM/98, tertanggal 30 September 
1998, PPF International Corporation menyatakan bahwa berkenaan 
dengan tagihan PT. Enindo, hanya menunggu kesepakatan dari rapat 
pimpinan PPF International Corporation; 
12. Sesuai suratnya tanggal 05 Oktober 1998 dan tanggal 02 November 
1998, PT. Enindo telah memperingatkan kepada para termohon untuk 
sungguh-sungguh melaksanakan pembayaran kepada PT. Enindo 
berdasarkan surat kesanggupan bayar, namun tidak mendapatkan 
tanggapan dari para termohon; 
13. Karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut tidak 
dihiraukan oleh para termohon, maka melalui kuasa hukumnya, PT. 
Enindo dengan bersungguh-sungguh dan beritikad baik 
memperingatkan kembali para termohon untuk menjalankan 
kewajibannya membayar utang kepada PT. Enindo, namun hingga 
permohonan pernyataan pailit ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga, 
para termohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya kepada PT. 
Enindo bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan; 
14. Selain utang kepada PT. Enindo, para termohon juga berutang kepada 
kreditor lain, yaitu PT. PPFW yang menunggak pembayaran sewa 
tanah periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada 




15. Utang PT. PPFW terhadap Kelompok Tani Tambak FSSP 
Maserrocinnae telah dilakukan penagihan, namun tidak mendapat 
tanggapan dari PT. PPFW; 
16. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan didukung dengan bukti yang 
sah menurut hukum serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) 
UUK 1998, kiranya cukup alasan bagi pengadilan niaga pada 
pengadilan negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai berikut : 
a. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pemohon; 
b. Menyatakan para termohon dalam keadaan pailit; 
c. Menunjuk hakim pengawas; 
d. Mengangkat Saudara Yan Apul, S.H. berkantor di Jalan H. Agus 
Salim Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai kurator; 
e. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan pemohon 
dalam permohonan ini kepada para termohon.  
Putusan Pada Pengadilan Niaga 
Berdasarkan putusan hakim pengadilan niaga Jakarta Pusat, tanggal 
31 Maret 1999, Nomor : 14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, dalam sengketa 
kepailitan PT. Enindo dan kawan sebagai pemohon pernyataan 
pailit/kreditor melawan PT. PPFW dan kawan sebagai termohon 
pailit/debitor, amar putusannya menyatakan sebagai berikut : 
1. Pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat “tidak 
berwenang untuk memeriksa dan memutus” permohonan ini; 
2.  ”Menolak” permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Enindo. 
Dengan pertimbangan hukum antara lain:  
Bahwa lembaga arbitrase di Indonesia telah dikenal di Indonesia sejak 
sebelum Perang Dunia ke II dan diatur dalam Pasal 615 – 651  RV, hal 
mana tetap berlaku hingga sekarang berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan 
UUD 1945, jis. Memori penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 




Sunt Servanda” jis. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor: 455 K/Sip/1982, 
tanggal 27 September 1983, jis. Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor 255 
K/Sip/1976, tanggal 30 September 1983, yang akhirnya melahirkan suatu 
yurisprudensi tetap mengenai klausula arbitrase ini, yaitu:  
1. Bahwa sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausula 
arbitrase, para pihak secara mutlak terikat untuk menyelesaikan 
sengketa yang timbul kepada lembaga arbitrase.  
2. Bahwa kemutlakan keterikatan klausula arbitrase tersebut dengan 
sendirinya mewujudkan kewenangan/kompetensi absolut arbitrase 
untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian. 
3. Bahwa gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaikan 
sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak-pihak yang secara 
tegas telah sepakat menarik kembali klausula arbitrase itu.  
4. Bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari arbitrase tersebut 
di atas adalah menyangkut hukum acara sebagaimana diatur dalam 
HIR yang hingga kini masih tetap berlaku di Indonesia, karenanya 
berdasarkan penjelasan umum dari undang-undang Nomor  4 Tahun 
1998 tentang Kepailitan, khususnya poin ke-7 jo. Pasal 284 Ayat 1 
UUK 1998 diasumsikan bahwa ketentuan mengenai arbitrase/ 
klausula arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga yang 
merupakan bagian dari Peradilan Umum atau dengan kata lain dapat 
dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas 
dihubungkan dengan masalah permohonan ini, maka Majelis Hakim 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat harus 
menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutuskannya 
karena adanya klausula arbitrase pada perjanjian antara Debitor dan 
Kreditor. 
Putusan Kasasi oleh Mahkamah Agung  
Berdasarkan putusan pailit pada Tingkat Kasasi di Mahkamah Agung 




PT. Enindo dan kawan sebagai pemohon pernyataan pailit/kreditor melawan 
PT. PPFW dan kawan sebagai termohon pailit/debitor, amar Putusan 
sebagai berikut:  
1. Mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi PT. Enindo. 
2. Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 
Maret 1999, Nomor 14 Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt Pst.  
Dan mengadili sendiri: 
1. Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat ”berwenang untuk 
memeriksa dan memutus” perkara ini. 
2. ”Mengabulkan” permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh 
pemohon PT. Enindo. 
3. Menyatakan para Termohon 1. PT. Putra Putri Fortuna Windu dan 2. 
PPF International Coopration ”dalam keadaan pailit”. 
Dengan pertimbangan hukum antara lain: 
Berdasarkan ketentuan Pasal 615 Rv (Reglement op de 
Rechtsvordering, S.1847-52 jo S.1849-63), yang dapat diserahkan untuk 
menjadi kewenangan arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang 
dapat dikuasai secara bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan 
perundang-undangan yang telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan Pasal 
616 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, perceraian, sengketa status 
seseorang dan sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan perundang-
undangan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase.  
Dalam perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan undang-undang 
yang khusus mengatur mengenai kepailitan, dan siapa yang berwenang 
untuk memeriksa serta memutuskan perkara kepailitan, yaitu Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat 
diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase, karena telah diatur secara 




ayat (1), yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah 
Pengadilan Niaga. 
Bila hanya dipertimbangkan dari bukti P-5 (yaitu Foto kopi surat PT. 
PPFW kepada PT. Enindo Nomor 015/DIR/FM/98 tertanggal 30 September 
1998), menunjukkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon 
Kasasi/Termohon pernyataan pailit dengan para Termohon Kasasi/Pemohon 
Pernyataan pailit adalah berdasarkan perjanjian jasa manajemen ”Turnkey” 
dan bukan berdasarkan konstruksi hukum pinjam meminjam uang. Akan 
tetapi, bila diperhatikan bukti P-5 yang menyatakan adanya sejumlah utang 
US$ 496.284 yang sudah harus dibayar oleh para Termohon 
Kasasi/Pemohon pernyataan pailit, hal tersebut menunjukkan adanya suatu 
kewajiban pembayaran yang dapat diklasifikasikan utang dari Termohon 
Kasasi/Termohon pernyataan pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon 
Pernyataan Pailit. 
Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung  
Berdasarkan putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah 
Agung RI, tanggal 2 Agustus 1999, Nomor: 013 PK/N/1999, atas perkara 
kepailitan PT. Enindo dan kawan sebagai pemohon pernyataan 
pailit/kreditor melawan PT. PPFW dan kawan sebagai termohon 
pailit/debitor, amar putusan sebagai berikut :  
1. Mengabulkan permohonan PK dari pemohon PT. Putra Putri Fortuna 
dan kawan 
2. Membatalkan putusan MA tanggal 25 Mei 1999 Nomor: 
012/KN/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Tanggal 13 
Maret 1999, Nomor 014/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt Pst.  
Dan mengadili kembali :  
1. Menolak permohonan pailit dari pemohon PT. Enindo dan kawan. 




Dengan pertimbangan hukum antara lain: 
Berdasar ketentuan Pasal 280 Ayat 1, 2 Perpu Nomor 1 Tahun 1998, 
yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, status 
hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga 
mempunyai kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan 
permohonan pailit. 
Klausula arbitrase berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 
Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615 – 651 Rv, telah menempatkan 
status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk 
menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan 
sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai 
Pengadilan Negara biasa. 
Dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari 
klausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi 
kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang 
timbul dari perjanjian, Asas pacta sunt servanda yang ditetapkan dalam 
pasal 1338 KUH Perdata. 
Akan tetapi kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya 
sebagai extra judicial ”tidak dapat” mengesampingkan kewenangan 
Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewenangan 
untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh 
Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang 
dengan UUK 1998 sebagai undang-undang khusus (special law). 
Penjelasan Pasal 1 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 
ditetapkan menjadi undang-undang dengan UUK 1998 hanya menjelaskan 
bahwa yang dimaksud utang dalam pasal ini adalah utang pokok atau 
bunganya. Pasal 237 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 




penundaan kewajiban pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain yang 
timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitor. 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, yang dimaksud utang in casu adalah 
utang baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena 
perikatan, yaitu segala bentuk kewajiban debitor yang dapat dinilai dengan 
sejumlah uang tertentu.  
Berdasarkan posisi kasus dan putusan hakim mulai dari pengadilan 
niaga sampai dengan peninjauan kembali oleh mahkamah agung, dalam 
kasus kepailitan PT. Enindo, berdasarkan klausula arbitrase perjanjian 
manajemen ”Turnkey” yang telah dibuat kedua pihak, maka lembaga yang 
ditunjuk untuk menyelesaikan perselisihan adalah Mahkamah Arbitrase di 
Singapura, sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase Internasional 
Singapura, yang keputusannya bersifat final dan mengikat, dan para pihak 
tidak boleh mengajukan tuntutannya ke pengadilan kecuali untuk tujuan 
memberlakukan keputusan arbitrase ini sebagaimana tertuang pada 
perjanjian manajemen ”Turnkey” Poin 18.2 dan 18.3 (klausula arbitrase). 
Lebih tegas lagi disebutkan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase 
tertulis “meniadakan hak” para pihak untuk mengajukan penyelesaian 
sengketa atau perbedaan pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke 
Pengadilan Negeri. Bahkan pengadilan negeri wajib menolak dan tidak ikut 
campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan 
melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam 
undang-undang ini (Pasal 11 UU Arbitrase). 
Berdasar kedua pasal dalam UU Arbitrase No. 30 Tahun 1999 tersebut 
(Pasal 3 jo. Pasal 11), maka jelaslah bahwa yang memiliki kewenangan 
untuk menyelesaikan sengketa yang ada klausula arbitrase bukanlah 
pengadilan negeri, akan tetapi yang berwenang adalah lembaga arbitrase 
(misal BANI) atau oleh arbiter yang ditunjuk para pihak (arbitrase Ad Hoc) 




internasional, dalam kasus ini yang dipilih oleh para pihak yaitu Mahkamah 
Arbitrase di Singapura. Pengadilan negeri harus menolak untuk memproses 
kasus tersebut karena sejalan dengan asas berlakunya hukum “Pacta Sunt 
Servanda” tentang mengikatnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1388 Ayat (1) jo. Pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa 
perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang dan mengikat para 
pihak, asal memenuhi syarat sahnya perjanjian. 
Berdasarkan asas berlakunya peraturan perundang-undangan, 
kewenangan dalam penyelesaian suatu sengketa tentunya harus mengikuti 
ketentuan atau aturan hukum yang berlaku sesuai dengan berlakunya asas 
peraturan perundangan. Menurut Soerjono Soekanto (2005: 14), terdapat 
beberapa asas yang tujuannya adalah agar suatu undang-undang mempunyai 
dampak positif. Artinya, supaya undang-undang tersebut mencapai 
tujuannya hingga efektif. Asas-asas tersebut adalah :  
1. Undang-undang tidak boleh berlaku surut; artinya undang-undang 
hanya boleh diterapkan terhadap peristiwa yang tersebut dalam 
undang-undang tersebut serta terjadi setelah undang-undang itu 
dinyatakan berlaku;  
2. Undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi 
mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (lex superior derogat 
lex imperiori); 
3. Undang-undang yang berlaku khusus mengenyampingkan undang-
undang yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis), 
apabila pembuatnya sama; artinya terhadap peristiwa-peristiwa khusus 
wajib diberlakukan undang-undang yang menyebutkan peristiwa yang 
lebih umum, yang dapat mencakup peristiwa tersebut;  
4. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-
undang yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priori); 
artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dan mengatur 




undang baru yang berlaku belakangan dan mengatur hal tertentu 
tersebut, akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan 
dengan undang-undang yang lama tersebut; 
5. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat; artinya adalah undang-
undang hanya dapat dicabut dan atau diubah oleh lembaga yang 
membuatnya; 
6. Undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat 
mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun 
induvidu melalui pembaruan dan pelestarian (asas welfarestaat). 
Dalam melakukan studi kewenangan ini yang akan dikaji lebih 
difokuskan pada asas lex specialis derogat lex generalis. Sehubungan 
dengan itu, maka dapat digunakan konsepsi dasar dari Hans Kelsen tentang 
Grundnorm, karena dengan Grundnorm sebagai norma tertinggi (Basic 
Norm) yang menjadi dasar mengapa hukum harus dipatuhi dan dia juga 
yang memberi pertanggungjawaban, mengapa hukum di situ harus 
dilaksanakan. Lebih lanjut, Kelsen melangkah pada ajaran Kelsen yang lain 
yakni tentang Stufentheory (Khudzaifah Dimyati, 2004: 55), bahwa sistem 
hukum hakikatnya merupakan sistem yang hierarchis yang tersusun dari 
peringkat terendah hingga peringkat tertinggi. Semakin tinggi kedudukan 
hukum dalam peringkatnya semakin abstrak dan umum sifat norma yang 
dikandungnya, dan semakin rendah peringkatnya semakin nyata operasional 
sifat yang dikandungnya.  
Dengan ditetapkannya Pancasila sebagai cita hukum dan sekaligus 
sebagai norma fundamental negara, maka sistem hukum Indonesia, baik 
dalam pembentukannya, dalam penerapannya, maupun dalam 
penegakannya, tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai Pancasila sebagai 
cita hukum yang konstitutif, regulatif, dan dari ketentuan-ketentuan 
Pancasila sebagai norma tertinggi yang menentukan dasar keabsahan 





Dari segi hierarki atau tata susunan norma, maka norma yang dibentuk 
kedudukannya lebih rendah dari pada norma yang membentuk dan karena 
itu norma tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma yang 
membentuknya, yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi. Hierarki 
norma-norma ini berikut legitimasi yang diberikannya, menyebabkan 
ketentuan yang digariskan oleh suatu norma yang lebih tinggi merupakan 
das sollen bagi norma lebih rendah yang dibentuknya. Dengan demikian, 
apa yang ditentukan oleh norma yang lebih tinggi bukan lagi merupakan 
pedoman dan bimbingan sebagaimana halnya pada suatu asas hukum, 
melainkan sudah merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh norma yang 
lebih rendah. 
Suatu norma itu berlaku karena ia mempunyai daya laku atau karena 
ia mempunyai keabsahan (validity/geltung), dimana berlakunya (validity) ini 
ada apabila norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi atau oleh 
lembaga yang berwenang membentuknya. Sehubungan dengan berlakunya 
suatu norma karena adanya daya laku (validity), perlu memperhatikan pula 
pada daya guna/bekerjanya (efficacy) dari norma tersebut. Dalam hal ini 
dapat dilihat apakah suatu norma yang ada berlaku itu bekerja/berdaya guna 
secara efektif atau tidak, atau dengan perkataan lain apakah norma itu ditaati 
atau tidak. Kedua teori validity dan efficacy dari Hans Kelsen tersebut 
sangat relevan dalam melakukan studi terhadap kewenangan penyelesaian 
kepailitan dengan klausul arbitrase ini. 
Menurut peneliti, berdasarkan asas berlakunya peraturan perundang-
undangan tersebut di atas, ketentuan dalam  UU Arbitrase dan UUK 1998  
akan sulit ditentukan mana sebenarnya yang merupakan undang-undang 
yang khusus yang dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat 
umum (asas lex specialis derogat lex generalis), apakah UU Arbitrase 
ataukah UUK 1998 dengan mengingat isi ketentuan pasal-pasal tersebut 
(Pasal 3 jo. Pasal 11  UU Arbitrase dan Pasal 280 Ayat (1) UUK 1998). Hal 




pertama oleh Hakim Pengadilan Niaga sampai dengan kasasi oleh majelis 
hakim Kasasi di Mahkamah Agung bahkan juga ketika dilakukan 
Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung yang ternyata tidak konsisten 
dalam penerapan hukum sebagai dasar pertimbangan dalam memutuskan 
kepailitan. 
Dalam putusan hakim di Pengadilan Niaga, cenderung memposisikan 
UU Arbitrase sebagai hukum khusus (lex specialis) yang mengesampingkan 
UU Kepailitan sebagai hukum umumnya (lex generalis). Hal ini juga 
diperkuat dengan yurisprudensi tetap mengenai klausula arbitrase, sehingga 
hakim menyatakan bahwa Pengadilan Niaga tidak berwenang untuk 
memeriksa dan memutus perkara permohonan pailit (sesuai dengan 
ketentuan Pasal 3 jo Pasal 11 UU Arbitrase).  
Dalam mengambil keputusan, hakim wajib menguasai dan memahami 
isi undang-undang. Demikian juga bagi Hakim Pengadilan Niaga ketika 
menyelesaikan/memutus kasus kepalilitan PT. Enindo ini, seharusnya 
paham terhadap isi atau maksud UU Arbitrase maupun UUK 1998 serta asas 
hukum yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan berlakunya sebuah 
perikatan yang melandasi adanya kewenangan pada arbitrase, sehingga 
hakim dalam menafsirkan hukum/UU tidak akan menyimpang dari maksud 
atau kehendak pembentuk hukum/UU dan tidak bertentangan dengan rasa 
keadilan. 
Menurut Kansil (1989: 66), oleh karena hukum bersifat dinamis maka 
Hakim sebagai penegak hukum hanya memandang kodifikasi sebagai suatu 
pedoman agar ada kepastian hukum (legal certainty), sedangkan di dalam 
memberi putusan, hakim harus juga mempertimbangkan dan mengingat 
perasaan keadilan (sense of justice) yang hidup dalam masyarakat. Dengan 
demikian, maka terdapat keluwesan hukum (rechslenigheid) sehingga 
hukum kodifikasi berjiwa hidup yang dapat mengikuti perkembangan 




mengingat pula adat kebiasaan, yurisprudensi, ilmu pengetahuan dan 
akhirnya pendapat hakim sendiri untuk menentukan dan untuk itu perlu 
diadakan penafsiran hukum. 
Menurut Wasis S (2002: 85), cara menafsirkan hukum oleh Hakim, 
ditafsirkan secara : 
1. Subyektif, artinya cara penafsiran hukum oleh hakim yang 
disesuaikan dengan maksud dan kehendak pembentuk UU; 
2. Obyektif, artinya cara penafsiran hukum oleh hakim yang tidak 
disesuaikan dengan maksud dan kehendak pembentuk UU, melainkan 
disesuaikan dengan kondisi sosiologis masyarakat sehari-hari; 
3.  Luas/ekstensif, artinya cara penafsiran hukum oleh hakim dengan 
tujuan untuk mendapatkan perngertian yang lebih luas dari arti 
sebelumnya; 
4. Sempit/restriktif, artinya cara penafsiran hukum oleh Hakim yang 
justru dimaksudkan membatasi arti sebuah pasal/ayat UU. 
Bila dilihat dari sumbernya, penafsiran dapat dibagi ke dalam 
beberapa macam (Wasis S, 2002: 86), yaitu : 
1. Penafsiran autentik, yaitu penafsiran yang dibuat sendiri oleh 
pembentuk hukum/UU yang biasanya tercantum dalam pada bagian 
belakang isi UU tersebut; 
2. Penafsiran doktrinah/ilmiah, penafsiran yang dapat ditemukan di 
pustaka ilmiah, pidato ilmiah dan sebagainya; 
3. Penafsiran Hakim, yaitu penafsiran hukum yang dilakukan oleh 
Hakim dan hanya mengikat bagi pihak-pihak yang berperkara saja. 
Selama ini tidak ada pedoman bagi seorang Hakim untuk melakukan 
penafsiran hukum/UU. Untuk kepentingan penafsiran tersebut ada 5 metode 




1. Metode penafsiran gramatikal/tata bahasa, adalah penafsiran hukum 
oleh Hakim dengan cara/metode menyesuaikan bunyi 
kata/kalimat/istilah dalam UU dengan pengertian bahasa sehari-hari 
yang digunakan/dipahami secara umum oleh masyarakat; 
2. Penafsiran sistematis/Dogmatis, adalah penafsiran hukum dengan 
metode membandingkan antara peraturan/UU yang satu dengan UU 
yang lain yang terdapat unsur kesamaan atau mengatur objek yang 
sama; 
3. Penafsiran autentik/resmi/sahih/legal, penafsiran yang dibuat sendiri 
oleh pembentuk UU dan berlaku umum, artinya agar penafsiran ini 
dapat ditaati oleh publik; 
4. Penafsiran sosiologis/teologis, isi UU perlu ditafsirkan dengan 
mempelajari kondisi masyarakat pada waktu UU dibuat atau bahkan 
sebelumnya dan dengan melihat kondisi masyarakat sekarang; 
5.  Penafsiran sejarah/historis, dengan mempelajari sejarah Hakim dapat 
menemukan pengertian suatu maksud UU sesuai dengan kehendak 
pembentuk UU tersebut, hal ini bisa ditafsirkan baik menurut sejarah 
hukumnya maupun sejarah penetapannya. 
Bila diteliti kembali, dalil-dalil hukum yang digunakan sebagai 
pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Niaga Tingkat I, Hakim telah 
melakukan penafsiran hukum/undang-undang secara ”Historis”. Hal ini bisa 
dilihat dari bunyi dasar pertimbangan hukum : 
”Bahwa lembaga arbitrase di Indonesia telah dikenal di Indonesia 
sejak sebelum Perang Dunia II dan diatur dalam pasal 615 – 651 Rv, 
hal mana tetap berlaku hingga sekarang berdasarkan Pasal II Aturan 
Peralihan UUD 1945, jis Memori Penjelasan Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat (1), jis. Pasal 1338 KUH Perdata yang 
melahirkan asas ”Pacta Sunt Servanda”, jis putusan Mahkamah Agung 
RI Nomor: 455K/Sip/1982, Tanggal 27 September 1983, jis putusan 
Mahkamah Agung RI, Nomor 255 K/Sip/1976, tanggal 30 September 
1983, yang akhirnya melahirkan suatu yurisprudensi tetap mengenai 




Sebaliknya dalam putusan Kasasi, Majelis Kasasi cenderung pada 
UUK 1998 sebagai hukum khusus (lex specialis) yang mengesampingkan 
UU Arbitrase sebagai hukum umumnya (lex generalis). Bahwa dalam 
perkara kepailitan telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus 
mengatur mengenai kepailitan yaitu UUK 1998. Ini berarti perkara 
kepailitan tidak dapat diajukan kepada arbitrase, karena telah diatur secara 
khusus dalam Pasal 280 ayat (1) UUK 1998, bahwa yang berwenang 
memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Niaga, sehingga 
pada tingkat Kasasi ini Hakim menyatakan  bahwa Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat ”berwenang untuk memeriksa dan memutus” perkara ini. Dalam 
menafsirkan hukum/undang-undang Mahkamah Agung dalam putusan 
Kasasi ini, Hakim menafsirkan secara ”sempit/restriktif” terhadap Pasal 615 
Rv tentang kewenangan arbitrase dan Pasal 280 Ayat (1) UUK 1998 tentang 
kewenangan penyelesaian pailit, dengan menggunakan metode penafsiran 
hukum ”Gramatikal”. Hal ini terlihat dengan jelas dalam dasar 
pertimbangan putusan Kasasi Mahkamah Agung, antara lain:  
”Berdasarkan ketentuan pasal 615 Rv (Reglement opde Rechtvording, 
S.1847-52 jo S. 1849-63) dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan 
arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara 
bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan 
yang telah mengatur hak-hak tersebut, bahkan Pasal 616 Rv, menyatakan 
antara lain, tentang hibah, perceraian, sengketa status seseorang dan 
sengketa-sengketa lain yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan 
tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase.  
Dalam perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan perundang-
undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang 
berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan, yaitu 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan ini 
tidak dapat diajukan penyelesaiannya kapada arbitrase, karena telah diatur 




280 Ayat (1), yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah 
Pengadilan Niaga.” 
Dalam putusan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung, meskipun 
MA ada kecenderungan memposisikan UUK 1998 sebagai hukum khusus 
(lex specialis) dengan dasar pertimbangan yang berbeda dengan mejelis 
hakim Pengadilan Niaga, menurut peneliti dalam hal ini Mahkamah Agung 
ada kecenderungan mengikuti aliran Kontroversial sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Munir Fuady (2000: 28) yang menyatakan bahwa 
sungguh pun ada klausula arbitrase dalam perjanjian para pihak, in casu 
yang dipilih adalah BANI, dan sungguh pun ada bantuan dari salah satu 
pihak ketika harus ke Pengadilan Negeri, tetapi Pengadilan Negeri tetap 
menyatakan dirinya berwenang dan Mahkamah Agung membenarkannya. 
Alasannya karena para pihak tidak serius (istilah Pengadilan Negeri yang 
bersangkutan : ”Dalam hati para pihak tidak ada niat untuk menggunakan 
arbitrase”). Jadi pada prinsipnya walaupun sengketa dinyatakan menjadi 
kewenangan arbitrase, tidak berarti bahwa pengadilan sama sekali tidak 
berwenang. Berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) dan Ayat (2) UUK 1998, status 
hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga 
mempunyai kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan 
permohonan pailit, dan dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial 
yang lahir dari klausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect 
yang memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan 
sengketa yang timbul dari perjanjian. Akan tetapi, kewenangan absolut 
tersebut dalam kedudukannya sebagai extra judicial tidak dapat 
mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang 
secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa dan mengadili 
penyelesaian insolvensi atau pailit yang ditetapkan oleh UUK sebagai 
undang-undang khusus (special law).  
Hakim Mahkamah Agung dalam putusan Peninjauan Kembali, telah 




Pasal 280 dan ketentuan Arbitrase Pasal 615 – 651 Rv. Hal ini tampak dari 
dasar pertimbangan hukum yang dipakai Hakim dalam majelis Peninjauan 
Kembali sebagai berikut :  
”Berdasar ketentuan Pasal 280 Ayat 1, 2 Perpu Nomor 1 Tahun 1998, 
yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998, status 
hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga 
mempunyai kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan 
permohonan pailit. 
Klausula arbitrase berdasarkan penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 
Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615 – 651 Rv, telah menempatkan 
status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas hukum untuk 
menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam kedudukan 
sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai 
Pengadilan Negara Biasa.  
Dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari 
klausula arbitrase, jurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi 
kewenangan absolute bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang 
timbul dari perjanjian, asas Pacta Sunt Servanda yang diterapkan dalam 
pasal 1338 KUH Perdata.  
Akan tetapi, kewenangan absolute tersebut dalam kedudukannya 
sebagai extra judicial ”tidak dapat” mengesampingkan kewenangan 
Pengadilan Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewenangan 
untuk memeriksa dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh 
Perpu Nomor 1 tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang 
dengan UUK 1998 sebagai undang-undang khusus (special law).” 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan terhadap putusan-
putusan kepailitan pada pengadilan niaga dan mahkamah agung, peneliti 




mengesampingkan kewenangan pengadilan niaga untuk menyelesaikan 
perkara permohonan pernyataan pailit, yang didasarkan pada ketentuan 
Pasal 280 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi UUK 
1998, bahwa pengadilan niaga berwenang menyelesaikan perkara 
permohonan pernyataan pailit, dengan alasan bahwa : 
1. Berdasar pada Pasal 280 Ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 
yang telah ditetapkan menjadi UUK 1998, status hukum dan 
kewenangan (legal status and power) pengadilan niaga mempunyai 
kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan 
pailit. 
2. Klausula arbitrase berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv, telah 
menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki 
kapasitas hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari 
perjanjian dalam kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan 
pengadilan negeri sebagai pengadilan Negara biasa. 
3. Dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari 
klausula arbitrase, yurisprudensi telah mengakui legal effect yang 
memberi kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan 
sengketa yang timbul dari perjanjian, dan dengan adanya asas pacta 
sunt servanda yang ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata. 
4. Kewenangan absolut bagi arbitrase tersebut dalam kewenangannya 
sebagai extra judicial ternyata tidak dapat mengesampingkan 
kewenangan pengadilan niaga sebagai extra ordinary yang secara 
khusus diberi kewenangan untuk menyelesaikan penyelesaian 
insolvensi atau pailit oleh  Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 
ditetapkan menjadi UUK 1998 sebagai undang-undang khusus 
(special law), karena kewenangan memutus dan menyatakan pailit 




Ketentuan Pasal 280 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 
ditetapkan menjadi UUK 1998, dan diperbarui dalam Pasal 300 Ayat (1) 
UUK 2004 menegaskan bahwa masalah sengketa dagang mengenai 
kepailitan, penyelesaiannya adalah menjadi kewenangan pengadilan niaga 
secara khusus, yang merupakan bagian dari peradilan umum (negeri). 
Ketentuan dalam Pasal 300 Ayat (1) UUK 2004 tesebut berlaku sebagai 
hukum pemaksa, jadi tidak boleh disimpangi walaupun akta arbitrase yang 
dibuat memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak.  
Apabila melihat ketentuan Pasal 1320 mengenai syarat sahnya 
perjanjian dan Pasal 1338 KUH Perdata yang melahirkan asas pacta sunt 
servanda dan asas kebebasan berkontrak, yaitu sejak para pihak 
mengadakan perjanjian yang mencantumkan akta arbitrase, para pihak 
secara mutlak terikat untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada 
lembaga arbitrase tersebut, dan dengan sendirinya mewujudkan 
kewenangan/kompetensi absolut arbitrase untuk menyelesaikan sengketa 
yang timbul dari perjanjian, serta gugurnya kewenangan mutlak arbitrase 
dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat dibenarkan apabila pihak-pihak 
yang secara tegas telah sepakat menarik kembali perjanjian arbitrase itu. 
Namun dalam syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah Pasal 1337 
KUH Perdata, asas tersebut dapat diterapkan apabila tidak bertentangan 
dengan undang-undang sebagai hukum pemaksa, kesusilaan, dan ketertiban 
umum. Jadi, para pihak tidak dapat menyelesaikan perkara kepailitan 
melalui arbitrase karena menyimpangi undang-undang kepailitan sebagai 
hukum pemaksa yang secara tegas menyatakan bahwa setiap permohonan 
pernyataan pailit hanya dapat diselesaikan oleh Pengadilan Niaga. 
Di dalam UUK yang terbaru, yaitu UUK 2004, peneliti menemukan 
bahwa di dalam salah satu pasalnya dalam Bab V tentang ketentuan lain-lain 
telah mengatur mengenai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan 
sengketa kepailitan yang dalam perjanjian atau kontraknya mencantumkan 




“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan 
pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul 
arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit 
telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) 
undang-undang ini”. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk 
memberi penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-
piutang) mengandung klausula arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang 
untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar 
permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua 
atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang 
telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Pengertian utang yang disebutkan 
dalam Pasal 1 butir 6 UUK 2004 yaitu:  
”Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan 
dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata 
uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di 
kemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau 
undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak 
dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat 
pemenuhannya dari harta kekayaan debitor”. 
 
Dari pengertian utang yang diberikan oleh UUK 2004, jelaslah bahwa 
pengertian utang harus ditafsirkan secara luas, yaitu meliputi utang yang 
timbul dari perjanjian apapun juga (tidak terbatas pada perjanjian utang-
piutang atau perjanjian pinjam-meminjam saja), tetapi juga utang yang 
timbul karena undang-undang (baik undang-undang yang bersifat umum 
(KUH Perdata), maupun undang-undang yang bersifat khusus yang terdapat 
ketentuan mengenai utang), serta utang yang timbul karena putusan hakim 
yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.  
Menurut peneliti, pengertian utang dalam UUK 2004 tersebut 
memang telah sesuai dengan apa yang tertuang dalam KUH Perdata, namun 
demikian akan mengakibatkan seseorang dengan aset yang sangat besar 




asalkan syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu memiliki lebih dari dua kreditor 
dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan 
dapat ditagih. Oleh karena itu perlu ada kebijakan hakim untuk 
mempertimbangkan menolak tidaknya permohonan kepailitan berdasarkan 
pertimbangan kepentingan-kepentingan debitor, kreditor, dan manfaatnya 
bagi masyarakat.  
Berkaitan dengan adanya asas berlakunya peraturan perundang-
undangan, bahwa undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan 
undang-undang yang berlaku terdahulu (lex posteriore derogat lex priori) 
yang artinya undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dan mengatur 
mengenai hal tertentu, tidak berlaku lagi apabila telah ada undang-undang 
baru yang berlaku belakangan dan mengatur hal tertentu tersebut, akan 
tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-
undang yang lama tersebut, menurut peneliti semakin memperjelas 
kewenangan pengadilan niaga untuk dapat menyelesaikan perkara kepailitan 
walaupun terdapat akta arbitrase. Ketentuan dalam Pasal 3 UU Arbitrase 
(UU No. 30 Tahun 1999) yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak 
berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam 
perjanjian arbitrase menjadi tidak berlaku dengan adanya ketentuan dalam 
Pasal 303 UUK (UU No. 37 Tahun 2004) tersebut. 
Adanya ketentuan dalam Pasal 303 UUK 2004 diharapkan agar tidak 
terjadi lagi ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam penerapan hukum 
sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara kepailitan 
yang mencantumkan klausul arbitrase dalam perjanjiannya atau perkara 
yang sejenis, meskipun dalam memutuskan suatu perkara hakim punya 
kewenangan untuk menafsirkan aturan yang ada bahkan wajib menggali 
atau menciptakan hukum, ketika belum diatur, sehingga diharapkan 
kepastian hukum serta keadilan tercapai sesuai dengan keinginan dan 
harapan masyarakat sebagai pencari keadilan. 
xciii 
BAB IV 
KESIMPULAN DAN SARAN 
A. KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil penelitian maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Dasar kekuatan mengikat akta arbitrase terletak pada Pasal 1338 KUH 
Perdata yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku 
sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Pasal tersebut 
mengandung arti bahwa para pihak yang membuat akta arbitrase bebas 
untuk menentukan apa yang mereka kehendaki termasuk kebebasan untuk 
menentukan tempat pilihan penyelesaian sengketa, sesuai dengan asas 
kebebasan berkontrak. Selain itu, akta arbitrase berlaku sebagai undang-
undang bagi para pihak yang membuatnya (asas kekuatan mengikat/pacta 
sunt servanda) sepanjang akta arbitrase tersebut tidak melanggar syarat sah 
perjanjian seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, dan tidak 
bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban 
umum. 
2. Pengadilan niaga tetap berwenang menyelesaikan perkara permohonan 
pernyataan pailit meskipun para pihak membuat akta arbitrase dalam 
kontrak bisnisnya, karena berdasar pada Pasal 280 Ayat (1) dan (2) Perpu 
Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi UUK 1998 dan 
diperbarui dalam Pasal 300 Ayat (1) UUK 2004, status hukum dan 
kewenangan (legal status and power) pengadilan niaga mempunyai 
kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan pailit. 
Adanya akta arbitrase berdasarkan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv, telah 
menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas 
hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam 






sebagai pengadilan Negara biasa. Dalam kedudukan arbitrase sebagai extra 
judicial yang lahir dari klausula arbitrase, dan dengan adanya asas pacta 
sunt servanda yang ditetapkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta 
yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi kewenangan 
absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari 
perjanjian. Kewenangan absolut bagi arbitrase tersebut dalam 
kewenangannya sebagai extra judicial ternyata tidak dapat 
mengesampingkan kewenangan pengadilan niaga sebagai extra ordinary 
yang secara khusus diberi kewenangan untuk menyelesaikan penyelesaian 
insolvensi atau pailit oleh  Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 
ditetapkan menjadi UUK 1998 dan sebagaimana diperbarui menjadi UUK 
2004 sebagai undang-undang khusus (special law), karena kewenangan 
memutus dan menyatakan pailit lahir dari ketentuan undang-undang, tidak 
lahir dari klausul, sehingga apabila terjadi pelanggaran perjanjian, apabila 
termasuk sengketa utang piutang biasa yang dimintakan ganti rugi, maka 
sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase. Namun apabila 
sengketa utang piutang tersebut diajukan permohonan pernyataan pailit, 
maka menjadi kewenangan Pengadilan Niaga sepenuhnya dan arbitrase 
tidak boleh menyelesaikannya. Hal tersebut juga diperjelas dengan adanya 
ketentuan dalam Pasal 303 UUK 2004, yaitu bahwa pengadilan tetap 
berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit 
dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang 
utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi 
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) undang-undang 
ini. Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan 
bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung 
klausula arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa 
dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan 








1. Bagi para pihak yang membuat kontrak bisnis dengan mencantumkan akta 
arbitrase harus mengerti mengenai ruang lingkup dan yurisdiksi arbitrase itu 
sendiri, agar apabila terjadi masalah dalam pelaksanaan perjanjian/kontrak 
tersebut di kemudian hari tidak keliru dalam menentukan jenis sengketa dan 
kewenangan lembaga yang dapat menyelesaikan sengketa yang dihadapi.  
2. Dalam membuat suatu undang-undang, pembuat undang-undang harus 
cermat agar ketentuan dalam undang-undang yang satu tidak bertentangan 
dengan undang-undang lain yang kedudukannya sama (bersifat khusus), 
selain itu undang-undang yang dibuat harus dapat berlaku lama dan sesuai 
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DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
 
 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
yang memeriksa dan mengadili permohonan Pernyataan Pailit pada tingkat 
pertama, telah menjatuhkan putusannya sebagai berikut dalam perkara permohona 
Pernyataan Pailit dari: 
- PT. INVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT. Enindo), beralamat di 
Lina Building Lantai V Jalan H.R. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan Jakarta 
Selatan 12910. 
Yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya PALMER SITUMORANG, SH., 
HORAS SINAGA, SH. Dan ANITA LIE, SH. yang berkantor di Graha 
Cempaka Mas Blok A-10, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat 10640, 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Desember 1998, Nomor 
375/PSP/SK/XII/98 yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON (Kreditor 
I); 
- KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASER ROCINNAE, yang diwakili oleh: 
H. Andi Badarussamad sebagai pribadi maupun sebagai ketua dari dan 
karenanya bertindak untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP 
Maserrocinnae, kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanrisang, 
Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan yang dalam 
hal ini memberikan kuasa kepada H. PRIHAKASA KAMAR, SH. 
pengacara/Penasehat Hukum yang berkantor di Graha Cempaka Mas Blok A-
10, Jakarta Pusat 10640 dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Maret 
1999. Yang selanjutnya disebut sebagai (Kreditor LAIN); yang memohon 
pernyataan pailit terhadap; 
- PT PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU, terakhir beralamat di Jalan Cikini 






- PPF INTERNATIONAL CORPORATION, Canada, terakhir dikenal 
beralamat di 225, Patina Gren SW, Calgary, Alberta T3H 3C7, Canada. 
Yang dalam hal ini keduanya diwakili oleh kuasa hukumnya: DRS. 
LORENSIUS MARPAUNG, SH., berkantor di Jalan Taman Jelita Timur 
Nomor 7 Telp./Faks. Nomor 4894186, Rawamangun, Jakarta Timur, 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus: 1. dari Debitor I tertanggal 5 Maret 1999 
dan 2. dari Debitor II tertanggal 10 Maret 1999, selanjutnya disebut 
sebagai PARA Debitor; 
- Telah membaca permohonan Para Pemohon; 
- Telah mendengar Para Pemohon dan Debitor; 
- Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti dan surat-surat lain 
yang berhubungan dengan perkara ini; 
 
TENTANG DUDUK PERKARANYA 
 
 Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat perkaranya tertanggal 01 
Maret 1999 yang ditandatangani oleh kuasa hukumnya tersebut, perkara mana 
telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di bawah Nomor 
Register Perkara: 14/Pailit/1999/PN.NIAGA/JKT.PST. tanggal 02 Maret 1999, 
mengemukakan permohonannya yang berisi hal sebagai berikut: 
1. Bahwa berdasarkan Perjanjian Manajemen “Turkey” tertanggal 30 Oktober 
1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk konstruksi 
bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I (bukti 
P-1 dan P-2);  
2. Bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemohon terlebih 
dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja yang 
diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada 
Pemohon II selaku Pemilik dan Penyandang Dana untuk Termohon I (bukti 
P02 dan P-2A); 
3. Bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa berlaku perjanjian 






namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang sah, 
pada tanggal 27 Juni 1998 Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara 
paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil alih proyek, sebagaimana 
Berita Acara Serah Terima (bukti P-3); 
4. Bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terkapsa mengalah 
dan atas pengambilalihan proyek tersebut telah diadakan perhitungan utang 
piutang dengan Pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh 
Termohon I kepada Pemohon; 
5. Bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan Ii kepada 
Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US$ 552.785.06 dan 
oleh Para Termohon menyatakan sebesar US$ 496.284, dan setelah dilakukan 
audit oleh Akuntan Publik Collins Barrow disebut utang Termohon I yang 
pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US$ 
kepada Pemohon adalah sebesar US$ 496.284 (bukti P-4); 
6. Bahwa selain dari bukti vide P-2. tersebut di atas, juga dari laporan Akuntan 
Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon adalah anak perusahaan 
dan merupak asset dari Termohon; 
7. Bahwa setelah adanya laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, maka 
sebagai Pemilik dan juga Penyandang Dana pada tanggal 30 September 1998, 
sesuai suratnya nomor 015/DIR/RM/98, Termohon II menjanjikan kepada 
Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali 
pembayaran, tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar 
250.000 dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar US$ 
246.284,- (bukti P-5 dan P-5A)’ 
8. Bahwa melalui suratnya tanggal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan 
penagihan kepada Termohon I dan Termohon I menjawabnya dengan suratnya 
nomor 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga 
membuktikan bahwa Termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II 
sebagai Pemilik Termohon I (bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A); 
9. Bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, Pemohon juga telah melaporkan 






melalui Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai Auditor yang memeriksa 
Termohon II dan anak perusahaannya, yaitu Termohon I (bukti P-8 dan P-8A); 
10. Bahwa sesuai dengan suratnya Nomor 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 September 
1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan 
peroleh dana dari lembaga keuangan yang dikerjakan Pemohon dan sekaligus 
membuktikan bahwa Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi 
perjanjian dan merupakan indikasi permulaan “bangkrut” (bukti P-9 dan P-
9A); 
11. Bahwa dengan surat Nomor 014/DIR/FM/98, tertanggal 30 September 1998, 
Termohon II menyatakan bahwa PPF International berkenan dengan tagihan 
Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pimpinan Termohon II 
(bukti P-10 dan P-10A); 
12. Bahwa sesuai surat tanggal 5 Oktober 1998 dan surat tanggal 2 November 
1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Termohon untuk sungguh-
sungguh melaksanakan pembayaran kepada Pemohon berdasarkan surat 
kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak mendapat tangapan dari Pra 
Termohon (bukti P-11, P-11A, P-12, dan P-1 2A); 
13. Bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 dan 
P-12 tidak dihiraukan oleh para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, 
Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan beritikad baik memperingatkan 
kembali para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar 
utangnya kepada Pemohon, namun hingga Permohonan Pernyataan pailit ini 
didaftarkan di Pengadilan niaga, para Termohon tidak juga melakukan 
pelunasan utangnya kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di 
Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A, dan P-15); 
14. Bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga beruntung 
kepada Kreditor lain, yaitu Termohon I menunggak pembayaran sewa tanah 
periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada Kelompok Tani 
Tambak PSSP Maserrocinnae yang dalam hal ini diwakili oleh: 
1. H. Andi Baddarussamad (Ketua); 






3. Drs. Sudirman Taska (Anggota); 
4. M. Jufri (Anggota). 
Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan 
Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Perjanjian 
Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo. Perjanjian tambahan 
tertanggal 12 Oktober 1996 jo. Addendum Kontrak I tertanggal 28 September 
1998 (bukti F P-17, P-18); 
15. Bahwa jumlah utang para Termohon terhadap Kreditor lain tersebut angka 14 
di atas telah dilakukan penagihan, namun tidak mendapat tanggapan dari para 
Termohon (bukti P-19 dan P-20); 
16. Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa Termohon tidak 
melakukan pembayaran kepada Pemohon, karena itu, ketentuan Pasal 1 Ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi untuk menyatakan 
para Termohon berada dalam keadaan Pailit, maka untuk itu perlu diangkat 
kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan niaga untuk 
menetapkan mengangkat Saudara Yan Apul, SH. berkantor di Jalan H. Agus 
Salim Nomor 57 Jakarta Pusat,  sebagai kurator yang terdaftar di Departemen 
Kehakiman Republik Indonesia Nomor. Register C.11 UM. 01-10 Tahun 
1998; 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan didukung dengan bukti yang sah menurut 
hukum serta sesuai dengan ketentuan Pasal 1 (1) Undang-Undang nomor 4 Tahun 
1998, kiranya cukup alasan pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta 
Pusat memutus sebagai berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan termohon I PT Putri Fortuna Windu, Termohon II PPF 
International Corporation, berada dalam keadaan Pailit; 
3. Menunjuk Hakim Pengawas; 
4. Mengangkat Saudara Yan Apul, SH. berkantor di Jalan H. Salim nomor 57 
Jakarta Pusat, sebagai Kurator; 
5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam 






Menimbang, bahwa setelah melakukan panggilan secara patut menurut 
hukum, maka pada hari sidang Pertama yang telah ditetapkan (Selasa, tanggal 11 
Maret 1999) Pemohon I hadir di persidangan diwakili oleh kuasanya HORAS 
SINAGA, SH., ANITA LIE, SH. Kantor Hukum PALMER SITUMORANG, SH. 
& PARTNERS berkedudukan di Graha Cemapaka Mas Blok A-10 Jl. Letjen 
Suprapto. Berdasarkan surat kuasanya Nomor 275/PSP/SK/XII/1998 tanggal 09 
Desember 1998. Sedang Kreditor lainnya hadir kuaas hukumnya PRIHAKASA 
KAMAR, SH. berdasarkan Surat Kuasa tanggal 05 Maret 1999 dan dihadiri pula 
oleh Debitor I dan Debitor II yang diwakili oleh kuasa hukumnya Drs. 
LORENSIUS MARPAUNG, SH. berkantor di Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 
Telp./Faks. Nomor 4894186, Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan Surat 
Kuasa Khusus: 1) dari Debitor I tertanggal 5 Maret 1999. 2) dari Debitor II 
tertanggal 10 Maret 1999; 
Menimbang, bahwa pada hari sidang kedua tanggal 15 Maret 1999 Para 
Pihak hadir dalam persidangan, Pemohon II dan Kuasa Debitor I dan Debitor II 
melengkapi kekurangan-kekurangan surat kuasanya; selanjutnya Kuasa Hukum 
Debitor I dan Debitor II telah menyerahkan tanggapannya tertanggal 15 Maret 
1999 yang ditandatangani oleh Drs. LORENS MARPAUNG, SH. yang pada 
pokoknya menolak dalil-dalil Para Pemohon dengan alasan, bahwa: 
- Apa yang didalilkan oleh Kreditor/Pemohon bukanlah utang yang timbul dari 
hubungan hukum utang piutang atau yang berawal pada konstruksi hukum 
pinjam-meminjam uang; 
- Hubungan hukum antara Kreditor/Pemohon dengan Debitor I/Termohon I dan 
dengan Debitor II/Termohon II adalah hubungan antara Investor yang 
menanamkan uangnya dalam suatu proyek untuk dikelola/di-manage oleh 
seorang atau suatu perusahaan dengan memperoleh management fee; 
- Bahwa Pengadilan Niata tidak berwenang untuk menangani permasalahan ini, 
hanya Pengadilan Perdata yang bisa memutuskan permasalahan ini; 
Tanggapan Debitor/Termohon selengkapnya ditunjuk kepada surat tanggapan 






Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon 
(Kreditor I) telah melampirkan surat-surat bukti berupa: 
1. Fotokopi Perjanjian Jasa Manajemen “Turnkey” Proyek Peternakan Udang 
antara PT. Environmental Network Indonesia (PT Enindo) dengan PT Putra 
Putri Fortuna Windu (PT PPFW) (sesuai dengan Asli) (Bukti P-1); 
2. Fotokopi “Turnkey” Shrimp Farm Project Management Services Agreement 
between PT. Enindo and PT PPFW (sesuai dengan Alsi) (Bukti P-1A); 
3. Fotokopi Surat PT PPFW kepada PT Enindo Nomor 004/DIR/FM198 
tertanggal 15 Juli 1998 (sesuai dengan Asli) (Bukti P-2); 
4. Fotokopi PT PPFW letter ref. 0041DIRIFMI98 dataed 15 July 1999 to PT 
Enindo (sesuai dengan Asli) (Bukti P-2A); 
5. Fotokopi Berita Acara Serah Terima Proyek tertanggal 27 Juni 1997 (sesuai 
dengan Asli) (Bukti P-3); 
6. Fotokopi Terjemahan Laporan Akuntan Publik Collins Barrow (sesuai dengan 
Asli) (Bukti P-4); 
7. Fotokopi Collins Barrow Auditor’s Report. (sesuai dengan Asli) (Bukti P-4A); 
8. Fotokopi Surat PT PPFW kepada PT Enindo Nomor 015/DIR/FM/98 
tertanggal 30 September 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-5); 
9. Fotokopi PT PPFW letter ref. 0151DIRIFMI98 dated 30 September 1998 to 
PT Enindo (sesuai dengan Asli) (Bukti P-5A); 
10. Fotokopi Surat PT Enindo kepada PT PPFW tertanggal 26 Mei 1998 (sesuai 
dengan turunannya) (Bukti P-10); 
11. Fotokopi PT Enindo letter dated 26 May 1998 to PT PPFW (sesuai dengan 
turunannya) (Bukti P-6A); 
12. Fotokopi Surat PT PPFW kepada PT Enindo Nomor 003/DIR/FM/98 
tertanggal 11 Juni 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-7); 
13. Fotokopi PT PPFW letter ref. 0031DIRIFMI98 dated 11 June 1998 to PT 
Enindo (Bukti P-7A); 
14. Fotokopi Surat PT Enindo kepada Akuntan Publik Collins Barrow tertanggal 






15. Fotokopi PT Enindo letter dated 15 June 1998 to Collins Barrow (sesuai 
dengan copynya) (Bukti P-8A); 
16. Fotokopi Surat PT PPFW kepada PT Enindo Nomor 010/DIR/FM/98 
tertanggal 03 September 1998 (sesuai dengan turunannya) (Buksi P-9); 
17. Fotokopi PT PPFW letter ref. 0101DIRIFMI98 dated 03 September 1998 to 
PT Enindo (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-9); 
18. Fotokopi Surat PT PPFW kepada PT Enindo Nomor 014/DIR/FM/98 
tertanggal 30 September 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-10); 
19. Fotokopi PT PPFW letter ref. 0141DIRIFMI98 dated 30 September 1998 to 
PT Enindo (sesuai dengan aslinya) (Bukti P-10A); 
20. Fotokopi Surat PT Enindo kepada PT PPFW tertanggal 05 Oktober 1998 
(sesuai dengan turunannya) (Bukti P-11); 
21. Fotokopi PT Enindo letter dated 05 October 1998 PT PPFW (sesuai dengan 
kopinya) (Bukti P-1 1A); 
22. Fotokopi Surat PT Enindo kepada PT PPFW tertanggal 02 November 1998 
(sesuai dengan turunannya) (Bukti P-12); 
23. Fotokopi PT Enindo letter dated 02 November 1998 to PT PPFW (sesuai 
dengan turunannya) (Bukti P-12A); 
24. Fotokopi Somamatie dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 375/PSP/XII/98 
tertanggal 09 Desember 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-13); 
25. Fotokopi Sommatie dari Kuasa Hukum Pemohon No. 276/PSP/XII/98 
tertanggal 09 Desember 1998 (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-14); 
26. Fotokopi Sommatie dari Kuasa Hukum Pemohon Nomor 376/PSP/XII/98 
tertanggal 09 Desmber 1998 (B. Inggris) (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-
14A); 
27. Fotokopi Gugatan PT PPFW terhadap PT Enindo Nomor 
32/Pdt.G/1999/PN.Jkt.Sel. (sesuai dengan turunannya) (Bukti P-15); 
28. Fotokopi Perjanjian Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 (sesuai 
dengan turunannya) (Buku P-16); 
29. Fotokopi Perjanjian Tambahan tertanggal 12 Oktober 1996 (sesuai dengan 






30. Fotokopi Adendum Kontrak tertanggal 28 September 1998 (sesuai dengan 
turunannya) (Bukti P-18); 
31. Fotokopi Surat Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae Nomor 
101MCN/II-99 tertanggal 03 Februari 1999 (sesuai dengan turunannya) (Bukti 
P-19); 
32. Fotokopi Surat Kelompok Tani Tambak FSSP Maserocinnae Nomor 
II/CMN/111999 tertanggal 08 Februari 1999 (sesuai dengan turunannya) 
(Bukti P-20); 
Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya pihak Kreditor 
lainnya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberikan tanda K.II-1 sampai 
dengan K.II-6, yaitu: 
1. Fotokopi Perjanjian Akta Notari RIDWAN NAWING, SH. antara Tuan Haji 
Andi Badarussamad dengan Ian H. Murray (PT Putra Putri Fortuna Windu) 
tertanggal 6 Desember 1995 (sesuai dengan asli) (Bukti K.II-2). 
2. Fotokopi Perjanjian Penggunaan Tanah Akta Notaris RIDWAN NAWING, 
SH. antara PT Putra Putri Fortuna dengan Kelompok Tani Tambak FSSP 
Maserrocinnae tertanggal 31 Oktober 1995 (sesuai dengan turunannya) (Bukti 
K.I-2); 
3. Fotokopi Addendum Kontrak I Akta Notaris RIDWAN NAWING, SH. 
tanggal 28 September 1998 antara tuan Ian Fortuna dan Ken Bernardi dengan 
Andi Badarrussamad (sesuai dengan turunannya) (Bukti K.II-3); 
4. Fotokopi Perjanjian Tambahan Akta Notaris RIDWAN NAWING, SH. 
tanggal 12 Oktober 1996 antara yang mewakili PT Putra Putri Fortuna Windu 
dengan yang mewakili Kelompok Tani Tambak Maserrocinnae (sesuai dengan 
turunannya) (Bukti K.II-4); 
5. Fotokopi Surat dari Ketua Kelompok Tani Tambak kepada Tuan Ian Fortune 
tertanggal 3 Februari 1999 perihal Pembayaran kepada petani (sesuai dengan 
Asli) Bukti K.II-5); 
6. Fotokopi Surat dari Ketua Kelompok Tani Tambak kepada Tuan Ian Fortune 
tertanggal 8 Februari 1999 perihal batas waktu pembayaran (sesuai dengan 






Menimbang, bahwa pihak Debitor I dan Debitor II juga untuk menguatkan 
dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda T.I-1 
sampai dengan T.1-8, yaitu: 
1. T.I-1: Fotokopi “Turnkey Shrimp Farm Project Management Services 
Apgreemet” antara PT Enviromental Network Indonesia (PT Endino) dan PT 
Putra Putri Fortuna Windu (PPFW) (sesuai dengan copy); 
2. T.I-2: Fotokopi General Conditions dari “Turnkey Shrimp Farm Project 
Management Services Agreement” (sesuai dengan copy); 
3. T.I-3: Fotokopi Bussiness Plan yang disusun oleh Mr. Ian Murray, 
Management Services Agreement” (sesuai dengan copy); 
4. T.I-4: Fotokopi Surat Pernyataan dari 8 Karyawan PT PPFW tanggal 6 Maret 
1999 tentang petak tambak dari 55 petak 6 Maret 1999 tentan gpetak tambak 
dari 55 petak yang tidak menghasilakn udang karena pengelolaan yang tidak 
intensif/tidak profesional (sesuai dengan asli); 
5. T.I-5: Fotokopi Surat Tegoran dari Mr. Miles Davison Mc Carthy, Special 
Councel dari PPFW, tertanggal 14 Maret 1997 tentang wanprestasi yang 
dilakukan oleh Enindo dan Epicore (sesuai dengan asli); 
6. T.I-6: Fotokopi Surat Pemberitahuan pembatalan perjanjian tertanggal 20 Juni 
1997 dari Mr. Miles Davison Mc Carthy, kepada Enindo dan Epicore (sesuai 
dengan copy); 
7. T.I-7: Fotokopi Surat Gugatan pembatalan perjanjian karena wanprestasi dari 
PPFW sebagai Penggugat tergugat terhadap Enindo, sebagai Tergugat I dan 
Epicore sebagai Tergugat I dan Epicore sebagai Tergugat II Nomor 
32/Pdt/G/1999/PN.Jkt.Sel. (sesuai dengan copy); 
8. TA-8: Fotokopi surat dari Kelompok Tani Tambak Maserricinnae tanggal 7 
Mei 1999 kepada PPFW dan PPF International Corporation mengenai 
tunggakan pembayaran sewa tanah (sesuai dengan asli); 
 
TENTANG HUKUMNYA 
 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah 






 Menimbang, bahwa permohonan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 2 Maret 1999 yang oleh karena telah 
memenuhi persyaratan administratif, maka permohonan tersebut mendapat nomor 
register: 14/Palit/1999/PN.Niaga/Jkt. Pst; 
 Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dari permohonan Pemohon 
adalah “adanya utang Debitor, sebesar US$ 496.284, dengan perincian sebesar 
US$ 250.000,- telah jatuh tempo 5 Oktober 1998 dan sebesar US$ 246.284, telah 
jatuh tempo 31 Desember 1998; utang mana pembayarannya dilakukan melalui 
Debitor II selaku perusahaan Induk dari Debitor I pada Pemohon I pada 
Pemohon yang telah mengeluarkan biaya pekerjaan sehubungan dengan 
pelaksanaan pekerjaan jasa manajemen dan konstruksi bidang industri agrikultur 
proyek tambak udang yang tertuang dalam perjanjian manajemen “Turnkey” 
tertanggal 30 Oktober 1995 yang ditandangani oleh Kreditor I (Pemohon) dan 
Debitor I, namun hingga saat permohonan ini diajukan oleh Pemohon/Kreditor I 
ke Pengadilan Niaga, Debitor I dan Debitor II belum juga melunasi utangnya 
tersebut, walalu Kreditor I (Pemohon) melalui kuasa hukumnya telah melakukan 
2 (dua) kali sommatie pada tanggal 9 Desember 1998 bahkan mengajukan 
gugatan perdata pada Kreditor I (Pemohon) di Pengadilan Negeri Jakarta 
Selatan. Karenanya, Pemohon mohon agar Debitor I dan Debitor II selaku Induk 
perusahaan Debitor I dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya 9 
Desember 1998 bahkan mengajukan gugatan perdata pada Kreditor I (Pemohon) 
di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Karenya, Pemohon mohon agar Debitor I 
dan Debitor II selaku Induk perusahaan Debitor I dinyatakan Pailit dengan 
segala akibat hukumnya.” 
 Menimbang, bahwa selain daripada itu guna memenuhi permohonan pailit 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 
tentang Kepailitan, Kreditor I (Pemohon) selaku Pemohon juga menyatakan 
bahwa selain berutang kepada Kreditor I (Pemohon), Debitor I dan Debitor lain 
juga memiliki utang kepada Kreditor II, hal mana dibenarkan pula oleh Kreditor II 






 Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya ini, 
Pemohon dalam hal ini Kreditor I telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda 
P-1 sampai dengan P-20, Kreditor II selaku Kreditor lain juga mengajukan bukti 
surat yang diberi tanda K.II-1 sampai dengan K.11-6, sedangkan Debitor I dan 
Debitor 11 secara bersama telah mengajukan bukti surat pula yang diberi tanda 
T.1-1 sampai dengan T.1-8; 
 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan materi 
dari permohonan Para Pemohon, maka terlebih dahulu dipertimbangkan 
tanggapan dari Debitor I dan Debitor II tertanggal 15 Maret 1999 yang pada 
pokoknya menyatakan bahwa hubungan hukum antara Kreditor I/Pemohon 
dengan Debitor I/Termohon I dan Debitor II/Termohon II merupakan hubungan 
antara Investor (dalam hal ini Debitor I dan Debitor II) yang menanamkan 
uangnya dalam suatu proyek tambak udang yang dikelol oleh seorang (dalam hal 
ini Kreditor I) berdasarkan perjanjian manajemen “Turnkey’ dengan memperoleh 
management fee, perjanjian mana akhirnya dibatalkan oleh Debitor I dan Debitor 
II oleh karena Kreditor I/Pemohon melakukan wanprestasi yang merugikan 
Debitor I dan Debitor II, atau dengan kata lain Kreditor I/Pemohon tidak 
melaksanakan isi perjanjian “Turnkey” sebagaimana mestinya/bertentangan 
dengan apa yang diperjanjikan. Karenanya Debitor 1 dan Debitor II berpendapat 
Kreditor I/pemohonlah yang telah melakukan wanprestasi. Sehubungan dengan 
hal tersebut oleh karena telah terjadi perselisihan antara Debitor I dan Debitor II 
dengan Kreditor/Pemohon, perselisihan mana ternyata tidak dapat dilaksanakan 
secara damai, maka berdasarkan Pasal 18.2 dari General Conditions dari 
Perjanjian Manajemen “Turnkey’ seharusnya diselesaikan oleh The Singapore 
International Arbritation Centre bukan oleh Pengadilan Niaga; 
 Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan 
tanggapan Termohon I dan termohon 11 yang menyangkut materi perkara yang 
poin 1 sampai 13, maka Majelis Hakim terlebih dahulu harus mempertimbangkan 
poin 14 yang menyangkut hukum acara yang harus diberlakukan dalam 






 Menimbang, bahwa walupun dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh 
Kuasa Hukum Dobitor I dan Debitor II tertulisf TI saja dan bukan TI, II, namun 
oleh karena Kuasa Hukum tersebut mewakili kepentingan Debitor I dan Debitor II 
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Maret 1999 (dari Debitor II); di 
samping itu pula, Debitor I dan Debitor II mempunyai hubungan sebagai anak 
perusahaan (Debitor I) dan tanggal 10 Maret 1999 (dari Debitor I) dan Induk 
Perusahaan (Debitor II), maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti T.I-1 
s/d T.I-8 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Debitor I dan Debitor II tersebut 
dimaksudkan sebagai bukti yang diajukan bagi kepentingan baik Debitor I 
maupun Debitor II; 
 Menimbang, bahwa hubungan hukum yang ada antara Kreditor I 
(Pemohon) dan Debitor I sebagaimana tersebut di atas merupakan hubungan 
hukum perikatan, yaitu ikatan dalam bidang hukum atau lebih, di mana satu pihak 
berhak atas sesuatu (Kreditor) dan pihak lainnya berkewajiban untuk 
melaksanakannya (Debitor); objeknya tertentu dan subjeknya pun tertentu pula, di 
mana jika pihak yang mempunyai kewajiban itu tidak melaksanakan 
kewajibannya akan menimbulkan apa yang disebut UTANG, yaitu sesuatu yang 
diuntungkan oleh seseorang kepada orang lain baik itu berupa uang, barang 
maupun jasa; 
 Menimbang, bahwa hubungan hukum sebagaimana tersebut di atas 
diwujudkan hukum sebagaimana tersebut di atas diwujudkan Kreditor I 
(Pemohon) dan Debitor I dalam suatu perjanjian manajemen “Turnkey” yang 
menjadi dasar pengajuan permohonan ini oleh Kreditor I (Pemohon), bukti mana 
ternyata bersesuaian pula dengan bukti yang diajukan oleh Debitor I dan Debitor 
II khususnya bukti T.1-2 yang menjadikannya dasar pula bagi tanggapan atas 
permohonan ini; 
 Menimbang, bahwa di dalam perjanjian manajemen “Turnkey” tersebut, 
khususnya pada poin 18.2 dan 18.3 tentang penyelesaian perselisihan tercantum 






18.2:  “If the parties cannot reserve a dispute by amicable settlement, either 
party may refer the dispute for arbitration in Singapore in accordance with 
the rules of the Singapore International Arbitration Center” 
 (Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu 
perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing-masing pihak dapat 
membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura 
sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase Internasional Singapura); 
18.3: “The Decision of the Arbitration (including on who must be car on the 
costs of the Arbitration) is final and binding on the parties. Except to 
enforce the Decision of the Arbitration, neither party may bring any action 
in any court relating to a dispute under this agreement” 
 (Keputusan Arbitrase (termasuk mengenai siapa yang harus menggunakan 
biaya Arbitrase itu) akan bersifat final dan mengikat terhadap pihak-pihak 
yang bersangkutan. Kecuali untuk tujuan memberlakukan keputusan 
arbitrase, maka pihak-pihak dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan 
mengajukan tuntutan ke Pengadilan sehubungan dengan perselisihan yang 
timbul dari perjanjian ini; 
 Menimbang, bahwa bukti Kreditor I (Pemohon) dan Debitor I, II 
sebagaimana tersebut di atas ternyata isinya bersesuaian dengan isi yang terdapat 
dalam bukti yang diajukan (Kreditor lain) K.II.2, terutama Pasal 9, yaitu 
mendasarkan pada klausul Arbitrase pula, yaitu: 
9.1.: Para Pihak harus mengupayakan untuk menyelesaikan dengan damai setiap 
sengketa, perselisihan atau klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan 
perjanjian ini, atau pelanggaran, pengakhiran atau tidak berlakunya 
perjanjian ini; 
9.2.: Jika Para Pihak gagal mencapai penyelesaian damai, Para Pihak setuju 
untuk mengalihkan sengketa tersebut kepada Arbitrase yang tunduk pada 
peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI); 
9.3.: Setiap pengeluaran yang timbul sehubungan dengan rujukan sengketa 






 Menimbang, bahwa Lembaga Arbitrase di Indoensia telah dikenal di 
Indonesia sejak sebelum Perang Dunia II dan diatur dalam Pasal 615-651 Rv hal 
mana tetap berlaku hingga saat ini berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-
Undang Dasar 1945, jis. Memori penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 
1970 Pasal 3 Ayat (1), jis Pasal 1338 KUHPdt. yang melahirkan asas PACTA 
SUNT SERVANDA, jis. Putusan MARI Nomor 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Mei 
1983 jis Putusan MARI nomor 225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983 yang 
akhirnya melahirkan suatu “yurisprudensi tetap mengenai klausul arbitrase” ini, 
yakni bahwa: 
- Sejak para pihak mengadakan perjanjian yang memuat klausul Arbitrase, para 
pihak terikat secara mutlak untuk menyelesaikan sengketa yang timbul kepada 
lembaga Arbitrase; 
- Kemutlakan keterikatan pada Klausul Arbitrase tersebut dengan sendirinya 
mewujudkan kewenangan/kompetensi absolut Arbitrase untuk menyelesaikan 
sengketa yang timbul dari perjanjian; 
- Gugurnya kewenangan mutlak arbitrase dalam menyelesaiklan sengketa hanya 
dapat adibenarkan apabila pihak-pihak secara tegas telah sepakat menarik 
kembali perjanjian arbitrase itu; 
 Menimbang, bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari arbitrase 
sebagaimana telah dipertimbangan di atas dalam HIR yang hingga kini masih 
tetap berlaku di Indonesia; karenanya berdasarkan penjelasan umum dari Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan, khususnya point ke-7 jo. Pasal 
284 Ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan 
mengenai Arbitrase/klausul Arbitrase juga diberlakukan bagi Pengadilan Niaga 
yang merupakan bagian dari Peradilan Umum, atau dengan kata lain dapat 
dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan 
masalah permohonan ini, maka Majelis Hakim pada Pengadilan niaga Jakarta 
Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya 
karena adanya klausul Arbitrase pada perjanjian antara Kreditor I (Pemohon) 
dengan Debitor I maupun perjanjian antara Debitor I engan Kreditor II (Kreditor 






Debitor II point ke 14 mengenai adanya klausul Arbitrase dimaksud; karena 
kewenangan memeriksa dan mengadili maupun memutus perkara permohonan ini 
ada pada Mahkamah Arbitrase Singapura dan BANI; 
 Menimbang, bahwa isi perjanjian yang menyangkut klausul Arbitrase 
sebagaimana tercantum dalam bukti KI.1 yang diajukan oleh Kreditor I selaku 
Pemohon maupun bukti K.II.2 selaku Kreditor yang lain ternyata sampai saat 
permohonan ini diajukan ke persidangan tidak pernah ditarik oleh para pihak 
secara tegas, karenanya Majelis menyimpulkan bahwa klausal Arbitrase itu tetap 
berlaku di antara para pihak dengan akibat lebih lanjut Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat tidak berwenang untuk memeriksa/memutuskan permohonan ini; 
 Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak 
berwenang untuk memeriksa maupun memutus permohonan ini sebagaimana 
telah dipertimbangkan tanggapan selanjutnya dari Debitor I dan Debitor II beserta 
bukti-bukti selanjutnya, bukti P.2 sampai dengan P.20 dari Kreditor I (Pemohon) 
bukti dari Kreditor II (kreditor lain) KII.1, KII.3 sampai dengan KII.6 dan bukti 
TI.1, TI.3 sampai dengan TI.8, oleh karena telah menyangkut pokok/materi 
perkara; 
 Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah 
tidak berwenang memeriksa mau pun memutus perkara permohonan ini 
membawa konseskuensi ditolaknya permohonan pernyataan pailit dari Pemohon 
(Kreditor I); demikian pula halnya dengan Kreditor lainnya (Kreditor II);  
 Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pernyataan pailit ini ditolak, 
maka Pemohon harus membayar semua biaya yang timbul dalam perkara 
permohonan ini yang besarnya tertera dalam amar putusan ini; 
 Mengingat Pasal 615 sampai dengan Pasal 651 Rv jis Pasal II Aturan 
Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, jis Memori Penjelasan Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 3 Ayat (1), jis pasal 1338 KUHPdt., jis Putusan 
MARI Nomor 455 K/Sip/1982 tanggal 27 Mei 1983 jis Putusan MARI Nomor 
225 K/Sip/1976 tanggal 30 September 1983, jis Penjelasan Umum poin ke-7 dan 
pasal 284 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan 








- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat “tidak berwenang untuk 
memeriksa dan memutus perkara permohona ini”’ 
- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, yaitu PT 
Enindo; 
- Membebankan biaya perkata permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 
5.000.000,- (lima juta rupiah) 
 Demikian diputus dalam Permusyawarahan Majelis Hakim Pengadilan 
Niaga Jakarta pada hari KAMIS, tanggal 25 MARET 1999 oleh kami: Ny. NUR 
ASLAM BUSTAMAN, SH., selaku Ketua Majelis, ERWIN MANGATAS 
MALAU, SH. dan TJAHJONO, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, 
putusan mana diucapkan pada hari RABU, tanggal 31 MARET 1999 dengan 
dihadiri oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAHDI, SH. Panitera 
Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon maupun Debitor, tanpa 































Nomor: 012 K/N/1999 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH AGUNG 
 
Memeriksa perkara niaga dalam tingkat kasasi telah menggambil putusan sebagai 
berikut dalam perkara kepailitan dari: 
PT ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT Enindo), berkedudukan 
di Lina Building Lantai V Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B-7, Kuningan Jakarta 
12910, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: PALMER SITUMORANG, SH., 
dkk. para Advokat dan Pengacara dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum 
palmer Situmorang, SH. & Partners, berkedudukan di Graha Cempaka Mas Blok 
A/10, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta 10640, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 
tanggal 9 Desember 1998, sebagai Pemohon Kasasi, dahulu Pemohon pernyataan 
Pailit/Kreditor; 
Melawan 
1. PT PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU, terakhir berkedudukan di Jalan 
Cikini Raya Nomor 9 Jakarta 10330; 
2. PPF INTERNATIONAL CORORATION, perusahaan terbuka (go public) di 
Calgary, Canada, terakhir dikenal berkedudukan di 225, Patina Green SW, 
Calgary, Alberta T3H 3C7, Canada, keduanya dalam hal ini diwakili oleh 
kuasa mereka DRS. LORENSIUS MARPAUNG, SH., Pengaca, 
berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 Rawamangun, Jakarta 
Timur, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 10 April 
1999 dan 12 April 1999, sebagai Para Termohon Kasasi, dahulu Para Debitor; 
 
dan; 
KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERROCINNAE, yang diwakili oleh 
Andi Badarussamad sebagai pribadi dan Ketua yang karenanya bertindak untuk 






Dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, 
Sulawesi Selatan; 
Mahkamah Agung tersebut; 
Membaca surat-surat yang bersangkutan: 
 Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang 
Pemohon Kasasi sebagai Pemohon Pernyataan pailit telah mengajukan 
permohonan pailit terhadap sekarang Para Termohon Kasasi sebagai Para Debitor 
di muka persidangan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, pada pokoknya atas dalil-
dalil: 
 Bahwa berdasarkan Perjanjian Manajemen “Turnkey” tertanggal 30 
Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk 
konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I 
(Bukti P-1 dan P-2); 
 Bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemohon 
terlebih dahulu mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja 
yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada 
Pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku Pemilik dan 
Penyandang dana untuk Termohon I (Bukti P-2 dan P-2A); 
 Bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa berlaku 
perjanjian vide P-1 dan P-1A adalah 10 tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 
1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang 
sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara 
paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil alih proyek, sebagaimana 
Berita Acara Serah Terima (Bukti P-3); 
 Bahwa untuk menghindari pertumpahan darah, Pemohon terpaksa 
mengalah dan atas pengambilalihan proyek tersebut telah diadakan perhitungan 
utang piutang dengan Pemohon dan perhitungan uang yang harus dibayar oleh 
Termohon I kepada Pemohon; 
 Bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II 
kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US$ 552.785.06 






audit oleh akuntan publik Collins barrow disebutkan utang Termohon I yang 
pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US$ 
496.284 (bukti P-4); 
 Bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut di ats, juga dari laporan Akuntan 
Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak perusahaan 
dan meruapakn asset dari Termohon II; 
 Bahwa setelah adanya Laporan Akuntan Publik collins Barrow videP-4, 
maka sebagai Pemilik dan juga Penyandang Dana pada tanggal 30 September 
1998, sesuai Suratnya Nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menjanjikan kepada 
Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali 
pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar 
US$ 250.000 dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar 
US$ 246.284, (Bukti P-5 dan P-5A); 
 Bahwa melalui suratnya tangal 26 Mei 1998, Pemohon telah melakukan 
penagihan kepada Termohon I dan Termohon I menjawabnya dengan suratnya 
Nomor 003/DIR/FM/98, tertanggal 11 Juni 1998, surat mana juga membuktikan 
bahwa termohon I menunggu pembayaran dari Termohon II sebagai Pemilik 
Termohon I (Bukti P-6, P-6A, P-7 dan P-7A); 
 Bahwa melalui surat tanggal 15 Juni 1998, Pemohon juga telah 
melaporkan kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Termohon I dan 
II melalui Akuntan Publik Collins barrow, sebagai Auditor yang memeriksa 
Termohon II dan anak perusahaanya, yaitu Termohon I (Bukti P-8 dan P-8A); 
 Bahwa sesuai dengan suratnya Nomor 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 
September 1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang 
merundingkan perolehan dana dari lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek 
tambak udang yang dikerjakan pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa 
Termohon I tidak memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan 
indikasi permulaan “bangkrut” (Bukti P-9 dan P-9A); 
 Bahwa dengan suratnya Nomor 014/DIR/FM/98, tertanggal 30 September 






Pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pimpinan Termohon II (Bukti 
P-10 dan P-10A); 
 Bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide p-11 
dan P-12 tidak dihiraukan oleh para Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, 
Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan beriktikad baik memperingatkan 
kembali Para Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya 
kepada Pemohon, namun hingga Pemohon Pernyataan Pailit ini didaftarkan di 
Pengadilan Niaga, Para Termohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya 
kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan (Bukti P-13, P-14, P-14A, dan P-15); 
 Bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang 
Kreditor lain yaitu Termohon I menunggak pembayaran sewa tanah periode 
Januari 1998 sampai dengan Desember 1998, kepada Kelompok Tani Tambak 
PSSF Maserrocinnae yang dalam hal ini diwakili oleh 
1. H. Andi Baddarussamad (Ketua); 
2. H.M. Amir Patata (Anggota); 
3. Drs. Sudirman Taska (Anggota); 
4. M. Jufri (Anggota). 
Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Larinsang, Kecamatan 
Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Perjanjian 
penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo. Perjanjian Tambahan 
tertanggal 12 Oktober 1996 jo. Addendum Kontrak I tertanggal 28 September 
1998 (Bukti P-16, P-17, P-18); 
Bahwa jumlah utang para Termohon terhadap kreditor lain tersebut angka 
14 di atas telah dilakukan penagihan, namun tidak mendapat tanggapan dari para 
Termohon (Bukti P-19 dan P-20); 
Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa Para 
Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, 
ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi 
untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan Pailit, maka untuk itu 






niaga untuk menetapkan mengangkat Saudara YAN APUL, SH. yang berkantor di 
Jalan H. Agus Salim Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator yang terdaftar di 
Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor Register jC.11 UM. 
01-10 Tahun 1998; 
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan sebagai 
berikut: 
1. Menerima dan mengambulkan seluruh permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Termohon I PT Putra Putri Fortuna Windu, Termohon II PPF 
International Corporation, berada dalam keadaan Pailit; 
3. Menunjuk Hakim Pengawas; 
4. Mengangkat Saudara Yan Apul, SH. berkantor di Jalan H. Agus Salim 57 
Jakarta Pusat, sebagai Kurator; 
5. Membebankan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam 
permohonan ini kepada termohon; 
 Bahwa terhadap permohonan pailit tersebut Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat telah mengambil putusan, yaitu putusan tanggal 31 Maret 1999 Nomor 
14/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. yang Amarnya sebagai berikut: 
- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk 
memeriksa dan memutus perkara permohonan ini; 
- Menolak permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Pemohon, yaitu PT 
Enindo; 
- Membebankan biaya perkara permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 
5.000.000,- (lima juta rupiah); 
 Bahw sesudah putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tersebut diucapkan 
pada tanggal 31 Maret 1999, kemudian terhadapnya oleh Pemohon dengan 
perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Desember 1998 
diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tangal 8 April 1999 sebagaimana 
ternyata dari akta permohonan kasasi Nomor 19/KAS/PAILIT/PTNIAGA/ 
KT/PST jo. Nomor 14/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST yang dibuat oleh 






oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan 
pada hari itu juga; 
 Bahwa setelah itu oleh Para Termohon Kasasi/Debitor yang pada tangal 9 
April 1999 telah disampaikan salinan permohonan kasasi dan salinan memori 
kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan kontra memori kasasi yang diterima di 
Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tangal 15 April 1999; 
 Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya 
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang 
waktu dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu 
permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima; 
 Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon 
Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah: 
1. Bahwa pada pertimbangannya halaman 14, Pengadilan Judex Factie 
menyatakan “…. Majelis hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus 
menyatakan diri tidak berwenang memeriksa maupun memutusnya karena 
adanya klausa arbitrase pada perjanjian antara Keditor I (Pemohon) dengan 
Debitor I maupun perjanjian antara Debitor I dengan Kreditor II (Kreditor 
lain)”; 
 Pertimbangan tersebut keliru dan Judex Factie telah salah dalam 
menerapkan hukum secara karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 disebut bahwa permohonan pernyataan pailit hanya 
dapat diajukan kepada Pendailan Niaga vide Pasal 280 Ayat (1) yang 
berbunyi: 
 “Permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran 
utang sebagaimana dimaksud dalam BAB PERTAMA dan BAB KEDUA, 
diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan 
Peradilan Umum”. 
 Selanjutnya ketentuan hukum tersebut dipertegas lagi pada penjelasan 
pasal 280 Ayat (1) tersebut berbunyi: 
 “Dengan ketentuan ini, semua permohonan pernyatan pailit dan 






undang-undang tentang kepailitan sebagaimana diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Pengganti undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada 
Pengadilan Niaga”; 
 dari ketentuan tersebut di atas mudah diartikan bahwa kewenangan 
mengadili terhadap permohonan kepailitan hanya ada pada Pengadilan Niaga, 
yang berarti pula tidak terdapat pilihan hukum lain selain dari pada 
Pengadilan Niaga yang untuk sementara itu untuk seluruh wilayah hukum RI 
hanya di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
 Undang-undang juga tidak memberikan pilihan hukum dalam permohonan 
kepailitan selain dari kepada kewenangan Pengadilan Niaga sebagai peradilan 
yang khusus, dan tentang kewenangan mengadili kepailitan tersebut, 
Pengadilan Niata tidak tunduk pada pilihan hukum dan kewenangan yang 
diatur dalam perjanjian; sekalipun dalam suatu perjanjian jual beli kapal 
terdapat klausul menyatakan menundukkan diri untuk menyelesaikan segala 
akibat yang timbul dari perjanjiannya di dalam kewenangan hukum 
(yurisdiksi) Pengadilan Agama atau Pengadilan Militer, namun klausul 
tersebut tidaklah serta-merta membuat Pengadilan Agama atau Militer 
menjadi berwenang dan mengakibatkan Pengadilan Umum menjadi tidak 
berwenang, dengan kata lain berwenang atau tidaklah Pengadilan tidak timbul 
dari klausul perjanjian; 
 Analog dari penjelasan di atas, jika dalam suatu perjanjian terdapat klausul 
yang menyatakan dengan tegas bahwa segala akibat hukum yang timbul dari 
suatu perjanjian tidak dibenarkan diselesaikan melalui Pengadilan Niaga, 
maka tidak serta-merta Pengadilan Niaga tidak berhak memeriksa 
permohonan kepailitan karena Pengadilan Niaga yang lahir dari undang-
undang yang khusus (lex spesialis) tidak tunduk klausul perjanjian; 
 Sebagaimana lazimnya, hampir setiap perjanjian selalu menunjuk domisili 
hukum tetap yang tidak dapat mengubah pada suatu kepaniteraan pengadilan 
tertentu, misalnya para pihak menunjuk domisili hukum yang tetap di 
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi apabila suatu 






Pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, karena suatu 
permohonan pailit hanya dapat diajukan kepada kewenangan Pengadilan 
Niaga, dengan kata lain kewenangan mengadili kepailitan tidak timbul dari 
perjanjian dan tidak tunduk pada perjanjian; 
 Karena ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 serta belum 
terbentuknya Pengadilan Niaga lainnya, maka undang-undang tidak memberi 
pilihan hukum untuk memeriksa dan memutus kepailitan kepada 
pengadilan/lembaga lain selain kepada Pengadilan Niaga; 
 Seandainya dalam suatu perjanjian terdapat suatu klausul yang memberi 
kewenangan kepada suatu Badan Arbitrase untuk menyatakan pailit pihak 
yang lalai, maka tidak serta-merta bahwa Badan Arbitrase yang ditunjuk 
tersebut berwenang/berhak untuk menyatakan pihak yang lalai berada dalam 
keadaan pailit karena kewenangan memutus dan menyatakan pailit lahir dari 
ketentuan undang-undang, tidak lahir dari klausul; 
 Hampir dari seluruh permohonan kepailitan yang telah diperiksa dan 
diputus oleh Pengadilan Niaga di dalam perjanjiannya antara Kreditor dan 
Debitor terdapat klausul domisili hukum dan arbitrase, yang walaupun 
demikian ternyata tidak satu pun dari putusan Pengadilan Niaga yang 
menyatakan diri tidak berwenang mengadili; sesuai ketentuan Pasal 1 Ayat 
(1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dengan tegasf menyatakan, 
kapailitan dapat dinyatakan kepada Debitor yang telah terbukti mempunyai 
utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih serta terdapat dua kreditor atau 
lebih salah satunya telah jatuh waktu, dan undang-undang tersebut sebagai 
landasan yang yuridis berdirinya Pengadilan Niaga tidak meminta persyaratan 
lain karenanya Putusan Pengadilan Judex Factie a quo yang mencari syarat 
lain, haruslah dibatalkan; 
2. Bahwa pada pertimbangannya halaman 12 Judex Factie menyatakan, “bahwa 
hubungan hukum sebagaimana tersebut di atas diwujudkan Kreditor I 
(Pemohon) dan Debitor I dalam suatu perjanjian manajemen “Turkey’ yang 






 Pertimbangan Judex Factie tersebut keliru, karena permohonan tidak 
menyebut utang timbul dari perjanjian vide P-1, tetapi utang timbul dari surat 
sanggup Termohon II Kasasi vide bukti P-5, karena adanya pernyataan 
sanggup membayar tersebut yang telah jatuh tempo serta telah ditagih namun 
belum dibayar, sehingga tidak ada yang tidak memenuhi ketentuan Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1998 untuk memohon agar Termohon Kasasi I dan 
II/Debitor I dan II harus dinyatakan berada dalam keadaan Pailit; 
 Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 berbunyi 
“Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau 
keadaan yang berbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan 
pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) terpenuhi”, tidak ada 
alasan bagi hakim untuk tidak menerima dan mengabulkan permohonan 
Pemohon, apalagi sifat dari kepailitan melalui suatu permohonan bukan 
gugata yang berarti pula bahwa dalam permohonan kepailitan tidak dikenal 
adanya pihak lawan; 
 Sekalipun Pemohon Kasasi menyebutkan hubungan hukum yang timbul 
karena diawali adanya perjanjian vide P-1, tidak lain karena Pemohon harus 
menggambarkan latar belakang timbulnya surat sanggup vide P-5, karena 
Pemohon menyadari bahwa surat sanggup vide P-5 tersebut walau 
mengandung makna yang sama sanggup vide P-5 tersebut walau mengandung 
makna yang sama namun tidak mempunyai kesetaraan dengan Surat 
Sanggup/Promes Aksep, karenanya Pemohon haruslah menjelaskan dan 
membuktikan dasar timbulnya bukti P-5 (causa yang halal) berasal dari bukti 
P-1 yaitu Perjanjian “Turnskey”, dengan demikian dasar permohonan pailit 
adalah bukan perjanjian “Turnkey” vide P-1, melainkan surat sanggup vide P-
5; 
3. Bahwa pertimbangan Judex Factie halaman 13 menyatakan; 
 “Menimbang, bahwa mengenai masalah kompetensi absolut dari arbitrase 
sebagaimana telah dipertimbangkan di atas adalah menyangkut hukum acara 
sebagaimana diatur dalam HIR yang hingga kini masih tetap berlaku di 






4 Tahun 1998 diasumsikan bahwa ketentuan Arbitrase/Klausul Arbitrase juga 
diberlakukan bagi Peradilan Niaga yang merupakan bagian dari Pengadilan 
Umum, atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa berdasarkan 
pertimbangan tersebut dikatakan bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di 
atas dihubungkan dengan masalah permohonan ini, maka Majelis Hakim pada 
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat harus menyatakan diri tidak berwenang 
memeriksa maupun memutusnya karena adanya Klausul Arbitrase pada 
perjanjian antara Kreditor I (Pemohon) dengan Debitor I maupun perjanjian 
antara Debitor I dengan Kreditor II (Kreditor lain), diperkuat lagi dengan 
adanya tanggapan dari Kuasa Hukum Debitor I dan Debitor II poin ke 14 
mengenai adanya klausul Arbitrase dimaksud, karena kewenangan memeriksa 
dan mengadili maupun memutus perkara permohonan ini ada pada Mahkamah 
Arbitrase Singapura dan BANI”. 
 Judex Factie telah keliru menerapkan hukum, karena meskipun terdapat 
klausul Arbitrase dalam Perjanjian “Turnkey” untuk menyelesaikan 
perselisihan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, akan tetai 
sebagaimana diuraikan di atas Permohonan Pemohon Kasasi bukan 
menyangkut sengketa perdata yang menuntut suatu pembayaran dan Judex 
Factie telah memosisikan dirinya seperti mengadili perkara perdata dalam 
peradilan umum, padahal Pengadilan Niaga adalah merupakan ketentuan 
khusus (Lex Spesialis), sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan Pasal 280 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tersebut di atas, yaitu 
permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, 
berarti tiada pengadilan lain atau lembaga lain yang berwenang untuk 
memeriksa dan memutus kepailitan, tidak terkecuali Badar Arbitrase; 
 Sebagai peraturan yang khusus Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 
tidak tunduk pada ketentuan dalam perjanjian yang didasarkan pada alasan 
hukum “Pactga Sunt Servada”, bahkan jika diteliti lebih jauh, supremasi dari 
undang-undang tersebut melintas Hukum Perdata umum, karena putusan 
kepailitan otomatis menghentikan seluruh proses perdata dan atas segala sita 






karenanya sudah barang tentu klausul apa pun dalam surat perjanjian yang 
bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 harus 
dikesampingkan; 
4. Bahwa Judex Factie, juga sangat keliru menafsirkan klausul Arbitrase dalam 
Perjanjian Manajemene “Turnkey” yang menafsirkan perjanjian seolah-olah 
segala perselisihan harus diselesaikan melalui Mahkamah Arbitrase di 
Singapura, padahal dalam pertimbangan Judex Factie telah mengutip poin 
18.2 Perjanjian vide P-1A, dan didukung P-1 sebagai terjemahannya yang 
dengan tegas tertulis sebagai berikut: 
 “If the parties cannot reselve a dispue by amicable settlement, either party 
may refer dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of 
the Singapore International Arbitration Center” 
 (Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu 
perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing-masing pihak DAPAT 
membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase di Singapura 
sesuai dengan aturan-aturan dari pusat Arbitrase Internasional Singapura); 
 Dalam kosakata Inggris, dan telah pula dikutip dalam putusan “May’ 
mengandung arti “dapat” yang berarti bukan merupakan suatu keharusan 
melainkan sebagai suatu pilihan yang bersifat alternatif apabila di antara 
pihak menghendakinya; 
 
Sebagaimana ketentuan Pasal 118 Ayat (4) HIR berbunyi: 
 “Bila dengan surat sah dipilih dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, 
maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukkan surat gugat itu kepada 
Ketua Pengadilan Negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat 
kedudukan yang dipilih itu” yang berarti hak menentukan pilihan hukum ada 
pada Penggugat dalam hal ini “Pemohon”; 
 karena klausul arbitrase tersebut nyata bukan suatu keharusan dan nyata 
kutipan putusan menyebutkan “dapat” maka pengadilan Judex Factie telah 






 Pengutipan atas poin 18.3 vide P-1 Hakim Judex Factie juga keliru, karena 
ketentuan tersebut tidak mengatur tentang pilihan penyelesaian sengketa 
tetapi terhadap pelaksanaan Putusan Arbitrase yang boleh dipilih vide poin 
18.2 dengan kata lain pelaksanaan dari ketentuan poin 18.3 tergantung pilihan 
pada penyelesaian yang bersifat alternatif pada poin 18.2; 
5. Bahwa dalam pertimbangannya halaman 13 Judex Factie telah mengutip 
yurisprudensi sehingga berasumsi dengan menyatakan bahwa: gugurnya 
kewenangan mutlak Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa hanya dapat 
dibenarkan apabila pihak-pihak secara tegas telah sepakat menarik kembali 
perjanjian arbitrase itu”; Pertimbangan tersebut sangat keliru dan 
bertentangan dengan fakta hukum, dimana Hakim Judex Factie tidak dengan 
cermat mempertimbangkan, bahwa perjanjian “Turnkey” vide P-1 telah 
diakhiri sebagaimana diakui Pemohon pada dalil angka 3 Permohonan, dan 
telah pula dibenarkan dan diakui oleh Termohon vide dalil tanggapannya 
angka 8 yang menyatakan karena tidak ditanggapi, maka perjanjian dibatalkan 
berdasarkan surat dari MILES DAVISON MC CHARTHY tanggal 20 Juni 
1997 vide T.1-6, dengan demikian seharusnya jelas dan sempurna bagi Hakim 
Judex Factie bahwa dengan pengakuan Pemohon dan Termohon tersebut, 
cukup sebagai bukti bahwa Perjanjian vide P-1 telah diakhiri, dan jika 
perjanjiannya telah diakhiri, maka klausul arbitrase di dalamnya tidak lagi 
relevan; 
 Sesuai dengan ketentuan Pasal 174 HIR, berbunyi “Pengakuan yang 
diucapkan di hadapan Hukum, cukup menjadi bukti untuk memberatkan 
orang yang mengaku itu, baik yang diucapkan sendiri, maupun dengan 
pertolongan orang lain, yang istimewa dikuasakan untuk itu” dengan 
demikian seharusnya Hakim Judex Factie tidak membuat fakta sendiri di luar 
apa yang telah diakui oleh para pihak, karena pembuktian dalam hal 
kepailitan vide Pasal 6 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, 
bersifat sederhana; 
 Selain karena pengakuan tersebut di atas, juga berdasarkan bukti vide P-3 






dengan surat pengakhiran dari Termohon vide P-1 telah berakhir, karenanya 
Hakim Judex Factie mendasarkan pertimbangan pada perjanjian yang sudah 
dengan tegas-tegas dicabut dan tidak berlaku lagi, adalah suatu kekeliruan; 
 Karena bukti vide P-5 timbul merupakan bagian dari pengakhiran 
perjanjian vide P-1, yaitu perjanjian “Turnkey’, maka bukti P-5 tidak tunduk 
pada klausul Arbitrase yang tertuang dalam perjanjian vide P-1; 
6. Bahwa sesuai dengan ketentuan poin 18.2 tentang klausul Arbitrase terdapat 
kada: “Jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu 
perselisihan dengan jalan/cara damai, dan seterusnya.” Berarti klausul 
arbitrase dapat dipakai sebagai alternatif hanya apabila tidak terdapat 
penyelesaian dengan jalan damai; 
 Dengan adanya surat sanggup vide P-5, dan surat Termohon I vide P-6 dan 
P-7 dan juga Pengakuan Termohon dalam tanggapannya, satu dan lainnya 
telah membuktikan dengan terang dan tegas telah tercapai suatu cara/jalan 
damai, akan halnya Termohon tidak menjalankan janji yang dinyatakannya 
dalam suratnya vide P-5 adalah merupakan hal yang tersendiri yang secara 
hukum tidak terpaut lagi dengan perjanjian vide P-1 khususnya klausul 
Arbitrase; 
7. Bahwa pada pertimbangannya halaman 13, Judex Factie menunjuk ketentuan 
pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang 
Kepailitan khususnya poin ke-7 jo. Pasal 284 Ayar (1) yang dengan demikian 
secara serta merta menempatkan klasifikasi bahwa dengan adanya klausul 
arbitrase menjadikan Pengadilan Niaga tidak berwenang; 
 Pertimbangan tersebut adalah keliru dan justru bertentangan dengan 
ketentuan Pasal yang ditunjuknya sendiri, karena justru Penjelasan Umum 
point ke-7 disebutkan “Begitu pula dengan lingkup tegas dan kewenangannya 
di luar masalah kepailitan, akan ditambahkan atau diperluas dari waktu ke 
waktu … dan seterusnya.”, yang berarti adalah kewenangan peradilan untuk 
memutus kepailitan, sedangkan menyatakan diri tidak berwenang tidak saja 
menyalahi hukum tetapi sudah merupakan upaya melawan arus ketentuan 






 Demikian juga penunjukan ketentuan Pasal 284 Ayat (1) bertentangan 
dengan asumsi yang didasarkan oleh pengadilan dalam menyatakan tidak 
berwenang untuk mengadili karena menyatakan tidak berwenang untuk 
mengadili karena sebagaimana ketentuan tersebut berbunyi: “kecuali 
ditentukan lain dengan undang-undang, hukum acara perdata yang berlaku 
diterapkan pula terhadap Pengadilan Niaga”, berarti sepanjang tidak 
ditentukan lain oleh undang-undang, dapat menggunakan HIR sebagai dasar 
hukum, akan tetapi kenyataannya Judex Factie keliru seolah-olah Undang-
Undang Nomor 4 tahun 1998, tidak mengatur tentang kewenangan mengadili 
permohonan kepailitan padahal Pengadilan Niaga berwenang vide pasal 280 
Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 sehingga tidak ada alasan 
untuk mencari-cari kebenaran pada HIR. 
 Apa yang dimohonkan pernyataan pailit oleh pemohon telah terbukti 
dengan sangat sederhana dan dasar hukumnya pun jelas diatur dalam Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998, maka pertimbangan pengadilan Judex Factie 
halaman 14 yang mencari-cari alasan dengan menunjuk ketentuan Rv dan 
Yurisprudensi yang timbul sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1998 tentang Kepailitan haruslah dikesampingkan. 
8. Bahwa untuk menyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1998 apabila dapat dibuktikan dengan sederhana adanya dua atau lebih 
Kreditor dan yang tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh 
tempo dan dapat ditagih, yang berarti untuk menyatakan kepailitan haruslah 
berdasar pada syarat undang-undang tersebut, dan hakim tidak dibenarkan 
untuk mencari tambahan syarat-syarat lain untuk menyatakan pailit; 
Oleh terbukti adanya utang Termohon terhadap kelompok Tani Tambak 
FSSP Maserrocinnae dengan bukti autentik yang tidak dapat disangkal oleh 
siapa pun vide P-16 s/d P-20, maka adanya syarat dua Kreditor atau lebih 
telah terpenuhi; 
Termohon telah terbukti dengan sah dan meyakinkan vide P-5 berutang 
yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon, namun tidak 






Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 untuk menyatakan Para Pemohon 
berada dalam keadaan Pailit. 
 
Menimbang: 
Mengenai keberatan ad.1: 
Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena adanya klausul Arbitrase 
dalam suatu perjanjian, tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan 
Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya; 
Bahwa berdasarkan Pasal 615 Rv. (Reglement op de Rechtsvordering, S. 
1847-52 jo. 1849-63), yang dapat diserahkan untuk menjadi kewenangan 
arbitrase adalah perselisihan mengenai hak-hak yang dapat dikuasai secara 
bebas oleh para pihak, artinya tidak ada ketentuan perundang-undangan yang 
telah mengatur hak-hak tersebut. Bahkan Pasal 615 Rv. Menyatakan antara 
lain tentang hibah, perceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-
sengketa lain yang diatur oleh ketentuan-ketentuan perundang-undangan tidak 
dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase; 
Bahwa dalam hal perkara kepailitan, ternyata telah ada peraturan 
perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa 
yang berwenang untuk memeriksa serta memutus perkara kepailitan, yaitu 
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak 
dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase, karena telah diatur secara 
khusus dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang berwenang 
memeriksa dan memutuskan perkara ini adalah Pengadilan Niaga; 
Dengan demikian, jelaslah Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah 
menerapkan hukum yang berlaku; 
Bahwa dalam perkara ini para pihak ternyata telah mengajukan bukti-
bukti, sehingga materi perkaranya telah dapat diperiksa, maka sesuai asas dari 
pengadilan niaga yang tersirat pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, 
yaitu tentang ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaiaan pemeriksaan 






Nomor 14 Tahun 1985, maka Mahkamah Agung dalam memeriksa dan 
memutus perkara kasasi dapat memutus sendiri perkara tersebut; 
 
Mengenai keberatan kasasi ad.2: 
 Bahwa keberatan ini dapat dibenarkan, karena bila memang hanya 
dipertimbangkan dari bukti P-1 menunjukkan bahwa hubungan hukum antara 
Pemohon Kasasi/Pemohon Pernyataan Pailit dengan Para Termohon 
Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit adalah berdasarkan perjanjian jasa 
manajemen Turnkey dan bukan berdasarkan konstruksi hukum pinjam 
meminjam uang; 
 Bahwa tetapi bila diperhatikan bukti P-5 yang menyatakan adanya 
sejumlah US$ 496.284,- yang sudah harus dibayar oleh para Pemohon 
Kasasi/Pemohon Pernyataan Pailit, hal tersebut menunjukkan adanya suatu 
kewajiban pembayaran yang dapat diklasifikasikan utang dari Termohon 
Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit kepada Pemohon Kasasi/Pemohon 
Pernyataan Pailit. 
 Bahwa bila bukti P-5 itu dihubungkan dengan bukti-bukti P-7, P-9, P-10, 
P-11, dan P-14 terbukti bahwa dan kewajiban pembayaran (utang) tersebut di 
atas telah jatuh tempo pada tanggal 15 November 1998 dan tanggal 31 
Desember 1998, sehingga dengan demikian hal ini berarti telah dapat ditagih 
tetapi tidak dibayar oleh Para Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit; 
 Bahwa bukti-bukti P-16 s/d P-20 menunjukkan adanya perjanjian-
perjanjian penggunaan tanah antara Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan 
Pailit dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae dan adanya 
kewajiban membayar dari Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit 
dengan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, sehingga dengan 
demikian hal ini berarti ada Kreditor lain terhadap Termohon 
Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit; 
 Bahwa dengan demikian, seluruh persyaratan Pasal 1 Ayat (1) Undang-
Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi, sehingga permohonan 






 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, menurut pendapat Mahkamah Agung dengan tanpa mempertimbangkan 
alasan-alasan kasasi lainnya terdapat cukup alasan untuk mengabulkan 
permohonan kasasi yang diajukan oleh PT Environmental Network Indonesia 
(PT Enindo) dalam hal ini diwakili oleh para kuasanya Palmer Situmorang, 
SH., dkk tersebut serta untuk membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta 
Pusat tanggal 31 Maret 1999 Nomor 14/PAILIT/1999/PN.NIAGA/JKT.PST., 
selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dan seluruh 
amarnya akan berbunyi sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini; 
 Menimbang, bahwa karena Permohonan Kasasi dikabulkan dan Para 
Termohon dinyatakan Pailit, maka harus diangkat seorang Hakim Pengawas 
dan seorang Kurator; 
Bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998, Hakim Pengawas yang ditunjuk adalah dari Hakim Pengadilan 
Niaga, maka kepada Pengadilan Niaga diperintahkan untuk menunjuk dan 
mengangkat Hakim Pengawas tersebut; 
Bahwa Yan Apul, SH. yang diusulkan oleh Pemohon sebagai Kurator 
ternyata telah memenuhi syarat Pasal 67 A jo. Pasal 13 Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998, sehingga permohonan untuk itu dapat dikabulkan; 
Menimbang, bahwa mengenai besarnya biaya Kurator sebagaimana 
dimaksud dalam pasal 67 D jo. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1998 akan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI 
tanggal 22 September 1998 Nomor 09-HT.05.10 Tahun 1998; 
Menimbang, bahwa Para Termohon Kasasi/Termohon Pernyataan Pailit 
dinyatakan pailit, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada seluruh 
harta pailit; 
Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang Nomor 14 









Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT 
ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT Enindo) dalam hal ini 
diwakili oleh para kuasanya PALMER SITUMORANG, SH. Dkk. tersebut; 
Membatalkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 
1999 Nomor 14/PAILIT/1999/PN. NIAGA/JKT.PST.; 
 
DAN MENGADILI SENDIRI: 
- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa 
dan memutus perkata ini; 
- Mengabulkan permohonan pernyatan Pailit yang diajukan oleh Pemohon 
PT Environmental Network Indonesia (PT Enindo); 
- Memerintahkan Para Termohon: 1. PT Putra Putri Fortuna Windu dan 2. 
PPF International Corporation dalam keadaan pailit; 
- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat untuk menunjuk dan 
mengangkat Hakim Pengawas; 
- Mengangkat Sdr. Yan Apul, SH., berkantor di Jalan H. Agus Salim 
Nomor 57 Jakarta Pusat sebagai Kurator; 
- Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi Kurator adalah berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 Nomor M-
09-HT.05.10 Tahun 1998; 
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar 
Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp 
2.000.000,- (dua juta rupiah) dibebankan pada harta pailit; 
 Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung 
pada hari Rabu tanggal 12 Mei 1999, dengan H. SOEHARTO, SH. Ketua 
Muda yang ditinjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, DR. 
PAULUS EFFENDI LOTULUNG, SH. dan Ny. SUPRAPTINI SUTARNO, 
SH., sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka 
untuk umum pada hari SELASA tanggal 25 MEI 1999 oleh Ketua Sidang 






SUPRAPTI SUTARNO, SH. Hakim-hakim Anggota serta BINSAR P. 













































Nomor: 013 PK/N/1999 
 
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 
MAHKAMAH AGUNG 
 
 Memeriksa permohonan Peninjauan Kembali perkara niaga telah 
mengambil keputusan sebagai berikut dalam perkara Kepailitan dari: 
1. PT UTRA PUTRI FORTUNA WINDU, terakhir berkedudukan di Jalan Cikini 
Raya Nomor 9 Jakarta Pusat; 
2. PPF INTERNATIONAL CORPORATION (PPFI), Suatu Perusahaan Terbuka 
(Go Public di Calgary, Canada, terakhir dikenal bekedudukan di 225, Patina 
Green SW, Calgary, Alberta T3H 3C7, Canda, dalam hal ini keduanya 
diwakili oleh kuasanya: Drs. Lorensius Marpaung, SH., Pengacara, 
berkedudukan di Jalan Taman Jelita Timur Nomor 7 Rawamangun, Jakarta 
Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Juni 1999 dan 8 Juni 1999. 
Pemohon-pemohon Peninjauan kembali dahulu sebagai Termohon-termohon 




1. PT ENVIRONTMENTAL NETWORK INDONESIA (PT Enindo), 
berkedudukan di Lina Building Lantai V Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B-7, 
Kuningan Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Palmer Situmorang, 
SH., Horas Sinaga, SH., dan Anita Lie, SH. Berkedudukan di Graha 
Cempaka Mas Blok A-10, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, berdasarkan 
Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juni 1999; 
2. KELOMPOK TANI TAMBAK FSSP MASERRO CINNAE, berkedudukan 
di Dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosompe, Kabupaten 






Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon dan Turut Termohon 
Kasasi/Kreditor I dan II; 
Mahkamah Agung tersebut; 
Membaca surat-surat yang bersangkutan; 
 Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon 
Peninauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi (Pemohon Pailit) telah 
mengajukan permohonan Peninjauan Kembali terhadap Putusan Mahkamah 
Agung RI tanggal 25 Mei 1999 Nomor: 12 K/N1999 yang telah berkekuatan 
hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dahulu 
sebagai Pemohon Kasasi (Termohon Pailit) dengan Posita perkara sebagai 
berikut: 
 Bahwa berdasarkan Perjanjian Manajemen “Turnkey” tertangal 30 
Oktober 1995, Pemohon menerima pekerjaan jasa manajemen termasuk 
konstruksi bidang industri agrikultur atau proyek tambak udang dari Termohon I 
(bukti P-1 dan P-1); 
 Bahwa sesuai prinsip dan isi perjanjian vide P-1 dan P-1A, Pemohon 
terlebih dahulum mengeluarkan biaya pekerjaan termasuk membayar tenaga kerja 
yang diperlukan dan secara berkala dibayar kembali oleh Termohon I kepada 
pemohon dengan menggunakan uang dari Termohon II selaku pemilik dan 
Penyandang dana untuk Termohon I (bukti P-2 dan P-2A); 
 Bahwa sesuai ketentuan angka 5.1 vide P-1 dan P-1A, masa berlaku 
perjanjian vide P-1 dan P-1A adalah 10 tahun terhitung mulai tanggal 30 Oktober 
1995, namun walaupun masa perjanjian belum berakhir dan tanpa alasan yang 
sah, pada tanggal 27 Juni 1997, Termohon I dan Termohon II mengakhiri secara 
paksa perjanjian vide P-1 dan P-1A serta mengambil alih proyek, sebagaimana 
Berita Acara Serah Terima (bukti P-3); 
 Bahwa terdapat perbedaan mengenai jumlah utang Termohon I dan II 
kepada Pemohon, yang menurut Pemohon utang adalah sebesar US$ 552.785.06 
dan oleh para Termohon menyatakan sebesar US$ 496.284. dan setelah dilakukan 






pembayarannya melalui Termohon II kepada Pemohon adalah sebesar US$ 
496.284 (bukti P-4); 
 Bahwa selain dari bukti vide P-2 tersebut di atas, juga laporan dari akuntan 
Collins Barrow angka 3 ditemukan bahwa Termohon I adalah anak perusahaan 
dan merupakan asset dari Termohon II; 
 Bahwa setelah adanya laporan Akuntan Publik Collins Barrow vide P-4, 
maka sebagai Pemilik dan juga penyandang dana pada tanggal 30 September 
1998, sesuai suratnya Nomor 015/DIR/FM/98, Termohon II menjanjikan kepada 
Pemohon untuk melunasi utangnya secara mengangsur dalam dua kali 
pembayaran, yaitu tahap pertama jatuh tempo tanggal 05 Oktober 1998 sebesar 
US$ 250.000 dan tahap kedua jatuh tempo tanggal 31 Desember 1998 sebesar 
US$ 246.284,- (bukti P-5 dan P-5A); 
 Bahwa melalui surat tanggal 15 Juli 1998, Pemohon juga telahmelaporkan 
kepada dan menyerahkan bukti-bukti tagihan kepada Termohon I dan II melalui 
Akuntan Publik Collins Barrow, sebagai auditor yang memeriksa Termohon II 
dan anak perusahaanya, yaitu termohon I (bukti P-8 dan P-8A); 
 Bahwa dengan suratnya Nomor 10/DIR/FM/98, tertanggal 3 September 
1998, Termohon I mengakui bahwa Termohon II sedang merundingkan perolehan 
dana dari lembaga keuangan untuk melanjutkan proyek tambak udang yang 
dikerjakan Pemohon dan sekaligus membuktikan bahwa Termohon I tidak 
memiliki dana untuk mematuhi perjanjian dan merupakan indikasi permulaan 
“bangkrut” (bukti P-9 dan P-9A); 
 Bahwa sesuai dengan suratnya Nomor 014/DIR/FM/98, tertanggal 30 
September 1998, Termohon II menyatakan bahwa PPF Internasional berkenan 
dengan tagihan pemohon, hanya menunggu kesepakatan dari rapat pimpinan 
Termohon II (bukti P-10 dan P-10A); 
 Bahwa sesuai surat tanggal 5 Oktober 1998 dan surat tanggal 2 November 
1998, Pemohon telah memperingatkan kepada para Termohon untuk sungguh-
sungguh melaksanakan pembayaran kepada pemohon berdasarkan surat 
kesanggupan bayar vide bukti P-5, namun tidak mendapat tanggapan dari para 






 Bahwa karena teguran demi teguran khususnya teguran tersebut vide P-11 
dan P-12 tidak dihiraukan oleh Termohon, maka melalui kuasa hukumnya, 
Pemohon dengan bersungguh-sungguh dan beriktikad baik memperingatkan 
kembali Termohon untuk menjalankan kewajibannya membayar utangnya kepada 
Pemohon, namun hingga Permohonan Pernyataan Pailit ini didaftarkan di 
Pengadilan Niaga, Para Pemohon tidak juga melakukan pelunasan utangnya 
kepada Pemohon bahkan mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri 
Jakarta Selatan (bukti P-13, P-14, P-14A, dan P-15); 
 Bahwa selain utang kepada Pemohon, Termohon I dan II juga berutang 
kepada Kreditor lain, yaitu Termohon I menunggak pembayaran sewa tanah 
periode Januari 1998 sampai dengan Desember 1998 kepada Kelompok Tani 
Tambak PSSF Maserrocinnae yang dalam hal ini diwakili oleh: 
1. H. Andi Baddarussamad (Ketua); 
2. H. M. Amir Patata (Anggota); 
3. Drs. Sudirman Taska (Anggota); 
4. M. Jufri (Anggota); 
 Kesemuanya beralamat di Dusun Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan 
Mattirosompe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, berdasarkan Perjanjian 
Penggunaan Tanah tertanggal 31 Oktober 1995 jo. Perjanjian Tambahan 
tertanggal 12 September 1998 (bukti P-16, P-17, P-18); 
 Bahwa jumlah utang Para Termohon terhadap Kreditor lain tersebut angka 
14 di atas telah dilakukan penagihan, namun tidak mendapatkan tanggapan dari 
para Termohon (bukti P-19 dan P-20); 
 Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, jelas terbukti bahwa Para 
Termohon tidak melakukan pembayaran kepada Pemohon, oleh karena itu, 
ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 telah terpenuhi 
untuk menyatakan Para Termohon berada dalam keadaan pailit, maka untuk itu 
perlu diangkat kurator, dalam hal ini Pemohon memohon kepada Pengadilan 
Niaga untuk menetapkan mengangkat Saudara Yan Apul, SH. yang berkantor di 






Departemen Kehakiman Republik Indonesia dengan Nomor Register C11 UM 01-
10 Tahun 1998; 
 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kiranya cukup alasan bagi 
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negara Jakarta Pusat memutuskan sebagai 
berikut: 
1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon; 
2. Menyatakan Termohon PT Putra Putri Fortuna Windu, Termohon II PPF 
Internasional Corporation, berada dalam keadaan Pailit; 
3. Menunjuk Hakim Pengawas; 
4. Mengangkat Saudara Yan Apul, SH. yang berkantor di Jalan H. Agus Salim 
Nomor 57 Jakarta Pusat, sebagai Kurator; 
5. Membedakan biaya perkara yang telah dikeluarkan Pemohon dalam 
permohona ini kepada Termohon; 
 Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Mei 
1999 Nomor: 012 K/N/1999 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah 
sebagai berikut: 
 Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT 
ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT Enindo) dalam hal ini 
diwakili oleh para kuasanya: Palmer Situmorang, SH. dan kawan-kawan tersebut; 
 Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 
1999 Nomor: 14/Pailit/1999/PN. Niaga/Jkt. Pst; 
 
DAN MENGADILI SENDIRI: 
 
- Menyatakan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat berwenang untuk memeriksa dan 
memutuskan perkara ini; 
- Mengabulkan permohonan pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon PT 
Environmental Network Indonesia (PT Enindo); 
- Menyatakan para Termohon: 1. PT Putra Putri Fortuna Windu, dan PPF 






- Memerintahkan Pengadilan Niaga Jakata Pusat untuk menunjuk dan 
mengangkat Hakim Pengawas; 
- Mengangkat Sdr. Yan Apul, SH. berkantor di Jalan H. Agus Salim Nomor 57 
Jakarta Pusat, sebagai Kurator; 
- Menetapkan besarnya imbalan jasa bagi Kurator adalah berdasarkan 
Keputusan Menteri Kehakiman RI tanggal 22 September 1998 Nomor M.09-
H.05.10 Tahun 1998; 
- Menetapkan biaya perkara yang timbul dalam Pengadilan Niaga sebesar Rp 
5.000.000,- (lima juta rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar Rp 2.000.000,- 
(dua juga rupiah); 
 Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap 
tersebut in casu Putusan Mahkamah Agung tangal 25 Mei 1999 Nomor: 012 
K/N/1999 dan 8 Juni 1999 dijatuhkan, kemudian Pemohon dengan perantaraan 
kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 1999 diajukan 
Permohonan Peninjauan Kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan 
Niaga tersebut pada tanggal 21 Juni 1999 permohonan mana disertai dengan 
memori yang memuat alasan-alasan permohonannya yang diterima di 
Kepaniteraan Pengadilan Niaga tersebut pada hari itu juga; 
 Menimbang, bahwa tentang permohonan Peninjauan Kembali tersebut 
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 23 Juni 
1999, kemudian terhadapnya oleh pihak lawan telah diajukan jawaban yang 
diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusar tanggal 30 Juni 1999; 
 Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 286, 287, 288 
Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, permohonan Peninajaun kembali 
a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan 
cara-cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formil dapat 
diterima; 
 Menimbang, bahwa Pemohon-pemohon Peninjauan Kembali telah 







1. Terdapat kesalahan berat dalam penerapan hukum: 
a. Melanggar Pasal 184 HIR Ayat (b) dan (c) berikut penjelasannya dengan 
tidak memuat uraian ringkas kontra memori kasasi dalam putusan, alasan-
alasan lengkap yang dipakai sebagai dasar dari putusan serta melanggar 
pasal 178 HIR sub 1 dengan tidak menggenapkan segala alasan hukum 
termasuk yang tidak dikemukakan oleh kedua belah pihak; 
b. Tidak mempertimbangkan tentang Formil Pemohon kasasi apakah dapat 
diterima atau tidak dapat diterima; 
c. Melanggar Pasal 284 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 
ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998 yang memperlakukan HIR/Rv sebagai hukum Acara Perkara 
Niaga, kecuali yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 
1998. 
Bahwa namun demikian, Hakim Kasasi yang hanya berpedoman pada Pasal  
280 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi 
undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 hal mana 
terbukti dari pertimbangan Hakim Kasasi yang langsung membenarkan alasan 
kasasi ad. 1 tanpa menyinggung peraturan lain yang dijadikan dasar hukum 
oleh judex factie tersebut; 
d. Pendapat Hakim Kasasi yang menyatakan mengadili perkara ini tidak 
didasari oleh pertimbangan yang benar dan seksama yang menyangkut 
kewenangan mengadili yang berkaitan dengan arbitrase lagi pula Perpu 
Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak mengatur tentang 
Pengadilan Niaga mengadili perkara yang mengandung klausul arbitrase; 
e. Hakim Kasasi tidak konsisten karena dalam putusannya menyatakan 
Pengadilan Niaga berwenang mengadili perkara ini, namun tidak 
memerintahkan Pengadilan Niaga untuk memeriksa kembali perkara 
tersebut, tetapi Hakim Kasasi langsung bertindak sebagai Judex Factie. 
Bahwa meskipun Hakim Kasasi bertindak sebagai Judex Factie namun 






Factie, yaitu tentang pertimbangan mengenai fakta (tanggapan 
Termohon), pertimbangan hukum dan pertimbangan tentang bukti-bukti; 
f. Hakim Kasasi tidak konsekuen dengan pendapatnya sebab dalam perkara 
Nomor; 03/K/N/1998 berpendapat bahwa karena utang yang ditagih dalam 
perkara a quo adalah bersumber dari hubungan hukum pengikatan jual 
beli, sedang dalam Pasal I Ayat  (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang 
telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 
4 Tahun 1998 jelas bahwa pengertian utang adalah utang pokok dan 
bunganya, namun dalam Perkara Kasasi Nomor: 012/K/N/1999 (dengan 
Majelis Hakim yang sama) yang materi perkaranya juga bersumber dari 
“Perjanjian Pekerjaan Bangunan”, bukan “Perjanjian Pinjam Meminjam 
Uang”, namun ternyata Hakim Kasasinya berpendapat lain atau tidak sama 
dengan pendapatnya yang pertama; 
 
2. Adanya Novum: 
a. Surat Pernyataan dari H. Badarussamad, bertindak selaku Ketua dari dan 
oleh karenanya untuk dan atas nama Kelompok Tani Tambak FSSP 
Maserrocinnae, Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan Mattirosampe, 
Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Maret 1999 (lampiran I) 
yang pada intinya mengakui bahwa: 
- Kelompok Tani sudah menerima pembayaran sewa tanah meskipun 
belum lunas; 
- Mencabut kembali Surat Nomor 015/MCN/III/99 tanggal 7 Maret 
1999 dan dianggap tidak pernah ada; 
Pemohon PK I dan II/Debitor I dan II tidak lagi diklasifikasikan 
sebagai Debitor I dan II; 
- Masih ingin proyek diteruskan karena penting untuk meningkatkan 
taraf hidup rakyat petani dan meningkatkan pendapatan devisa bagi 
Negara; 
Berari Kelompok Tani ini tidak dapat dikategorikan sebagai Kreditor 






yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 hingga karenanya membawa konsekuensi lebih 
lanjut bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) itu tidak dapat terpenuhi dan 
untuk itu permohonan Kreditor I haruslah ditolak; 
b. Surat-surat Pernyataan dari H. Andi Baddarussamad, H.M. Amir Patata, 
Drs. Sudirman Taska dan M. Jufri bertindak masing-masing selaku Ketua 
dan Anggota Inti dari dan oleh karenanya untuk dan atas nama Kelompok 
Tani Tambak FSSP Maserrocinnae, Jampue, Desa Lanrisang, Kecamatan 
Mattirosampe, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, tanggal 19 Maret 
1999 (lampiran II-1, II-2, dan II-4) yang pada intinya mengaku bahwa: 
- Tidak pernah memberi kuasa kepada pengacara H. Prihakasa Kamar, 
SH. untuk beracara di Pengadilan Niaga Jakarta pusat mewakili 
Kreditor lain, kalau ada dinyatakan dicabut; 
c. Surat dari H. Prihaksa Kamar, SH. Nomor 025/HPK/V/99 tanggal 24 Mei 
1999 yang mengakui memang tidak pernah ditunjuk mengajukan gugatan 
mewakili Kelompok Tani (lampiran III); 
d. Daftar pembayaran sewa tanah oleh Debitor I kepada Kelompok Tani 
Tambak FSSP Maserrocinnae tanggal 19 Maret 1999 (lampiran IV); 
Bukti ini menunjukkan tidak ada kreditor lain, sehingga ketentuan Pasal I 
Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi 
undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak 
terpenuhi karenanya Kreditor I patutlah ditolak; 
 Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali tersebut, 
Mahkamah Agung berpendapat: 
 
Mengenai alasan ad. 1-b: 
 Bahwa alasan ini dapat dibenarkan, karena terdapat kesalahan berat dalam 
menerapkan Pasal 8 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi 
undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Formil 






 Bahwa Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor: 14/Pailit/1999/ 
PN.Niaga/Jkt.Pst. ditetapkan pada tanggal 31 Maret 1999 dan permohonan kaassi 
diajukan pada tangal 8 April 1999 sebagaimana ternyata dari akta permohonan 
Kasasi Nomor: 10/Kas/Pailit/PN.Niaga/Jkt.Pst; 
 Bahwa berdasarkan Pasal 8 Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 
ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 
permohonan kasasi diajukan dalam tenggang waktu 8 hari terhitung sejak tanggal 
putusan ditetapkan; 
 Bahwa apabila Pasal 8 tersebut dibandingkan dengan Pasal 46 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985, terdapat perbedaan yang sangat jelas, yaitu Pasal 
8 Perpu Nomor1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 menentukan perhitungan tenggang 
waktu sejak tanggal putusan ditetapkan sedang Pasal 46 Undang-Undang Nomor 
14 Tahun 1985 menentukan perhitungan tenggang waktu setelah putusan 
diberitahukan; 
 Bahwa perbedaan bunyi pasal tersebut menunjukkan cara perhitungan 
tenggang waktu yang berbeda in casu putusan ditetapkan/diucapkan pada tanggal 
31 Maret 1999, berarti tenggang waktu 8 hari harus dihitung sejak tanggal 31 
Maret 1999 yang berarti berakhir pada tanggal 7 April 1999; 
 Bahwa in casu permohonan kasasi baru diajukan pada tangal 8 April 1999, 
sedangkan tanggal 7 April 1999 adalah hari kerja, sehingga permohonan tersebut 
diajukan telah melampaui tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, oleh karena itu permohonan 
kasasi oleh Majelis Kasasi seharusnya ditolak, tanpa perlu memperhitungkan 
materi perkara; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut tanpa perlu 
mempertimbangkan alasan Peninjauan Kembali lainnya, Putusan Kasasi Nomor 
012 K/N/1999 tanggal 25 Mei 1999 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus 






 Menimbang, bahwa dengan dibatalkannya putusan kasasi tersebut, maka 
secara otomatis yang berlaku adalah Putusan pengadilan Niaga Jakarta Pusat 
tanggal 31 Maret 1999 Nomor: 14/Pailit/1999/PN/Jkt.Pst. oleh karena itu 
Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Putusan Pengadilan Niaga 
tersebut dapat dipertahankan; 
 Menimbang, bahwa Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya 
mengatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo karena adanya klausul 
arbitrase; 
 Menimbang, bahwa tentang klausul arbitrase dalam hubungannya dengan 
Pengadilan Niaga, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan sebagai berikut: 
 Bahwa benar berdasarkan Pasal 280 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 
yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998 jo. Pengadilan Niaga merupakan salah satu organ dari Peradilan 
Umum yang ditempatkan atau diletakkan pada Pengadilan Negeri yang tidak 
terpisahkan dari struktur Pengadilan Negeri itu sendiri; 
 Bahwa akan tetapi Pasal 280 Ayat (1) dan (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 
yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998 telah melimpahkan kewenangan khusus berupa Yuridiksi Substantif 
yang eksklusif yang berkenaan dengan kasus penyelesaian perkara insolvensi 
yang meliputi juga penundaan kewajiban pembayaran utang (suspent of payment) 
dan perkara lain di bidang perniagaan, hal mana kemudian dipertegas dalam 
penjelasan Pasal 280 tersebut, semua permohonan pernyataan pailit dan 
penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah berlakunya 
undang-undang ini, hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga; 
 Bahwa bertitik tolak dari ketentuan Pasal 280 seperti dikemukakan di atas, 
status hukum dan kewenangan (legal status and power) Pengadilan Niaga 
memiliki kapasitas hukum (legal capacity) untuk menyelesaikan permohonan 
pailit, kewenangan mana diperoleh Pengadilan Niaga berdasarkan instrumen 
hukum khusus yang diatur dalam Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah 







 Bahwa memang benar clausula arbitrase berdasarkan penjelasan Pasal 3 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 377 HIR dan Pasal 615-651 Rv., 
telah menempatkan status hukum dan kewenangan arbitrase memiliki kapasitas 
hukum untuk menyelesaikan sengketa yang timbul dari perjanjian dalam 
kedudukan sebagai extra judicial berhadapan dengan Pengadilan Negeri sebagai 
Pengadilan Negara biasa; 
 Bahwa dalam kedudukan arbitrase sebagai extra judicial yang lahir dari 
clausula arbitrase, Yurisprudensi telah mengakui legal effect yang memberi 
kewenangan absolut bagi arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul 
dari perjanjian “Asas Pacta Sunt Servanda” yang digariskan pasal 1338 KUH 
Perdata; 
 Bahwa akan tetapi, kewenangan absolut tersebut dalam kedudukannya 
sebagai extra judicial tidak dapat mengesampingkan kewenangan pengadilan 
Niaga (extra ordinary) yang secara khusus diberi kewenangan untuk memeriksa 
dan mengadili penyelesaian insolvensi atau pailit oleh Perpu Nomor 1 Tahun 
1998 yang telah diterapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998 sebagai Undang-Undang khusus (special law); 
 Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Majelis Peninjauan Kembali 
berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Niaga yang menyatakan tidak berwenang 
mengadili perkara a quo harus dibatalkan; 
 Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Niaga pun harus 
dibatalkan, maka persoalan lebih lanjut yang perlu dipertimbangkan adalah 
apakah Majelis peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung akan mmerintahkan 
Pengadilan Niaga untuk memeriksa tentang pokok perkara atau Mahkamah 
Agung dapat langsung memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini; 
 Menimbang, bahwa meskipun Pengadilan Niaga menyatakan tidak 
berwenang mengadili perkara a quo, sehingga belum memeriksa tentang pokok 
perkara, namun karena pemeriksaannya telah selesai dan semua fakta telah 
terungkap dalam persidangan, lagi pula sifat penyelesaian perkara kepailitan yang 
cepat dan sederhana dengan batas waktu penyelesaiannya, maka Majelis 






dengan mempertimbangkan apakah Termohon I dan II memenuhi syarat untuk 
dipailitkan; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 
1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1998, Debitor dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat-
syarat: 
1. adanya utang; 
2. satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih; 
3. adanya 2 Kreditor atau lebih 
Ad.1, 2. Adanya utang dan satu dari utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih; 
 Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan: 
1. Bahwa Pemohon I telah beruntung pada Pemohon karena pemohon telah 
melaksanakan sebagian dari pekerjaan manajemen dan konstruksi milik 
Termohon, namun Termohon tidak membayar kepada Pemohon uang sebesar 
US$ 496.284 (empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh 
empat Dollar Amerika Serika), sehingga Termohon berutang pada Pemohon; 
2. Bahwa utang tersebut berdasarkan bukti P-5 dan P-5A akan dibayar oleh 
Termohon II kepada Pemohon selama dua kali pembayaran, yaitu pembayaran 
pertama sebesar US$ 250.000,- pada tanggal 05 Oktober 1998 dan pada 
tanggal 31 Desember 1998 sebesar US$ 246.284,-; 
3. Bahwa akan tetapi ternyata Termohon sampai pada saat diajukannya 
permohonan ini belum membayar utang tersebut, sehingga pada saat 
permohonan pailit ini diajukan Termohon I dan II berutang pada Pemohon; 
4. Bahwa selain Termohon berutang pada Pemohon I, juga berutang pada 
Pemohon II berupa pembayaran yang tidak dilakukan oleh termohon atas sewa 
tambak untuk Petani tambak; 
 Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah 
mengajukan tanggapan yang pada pokoknya, bahwa utang sebagaimana didalilkan 
oleh Pemohon tersebut bukanlah utang sebagaimaan dimaksud dalam Pasal 1 






undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, karena tidak bersumber 
pada perjanjian pinjam-meminjam uang; 
 Menimbang, bahwa dari dalil, Pemohon dan tanggapan Termohon, jelas 
Termohon mengakui setidak-tidaknya tidak menyangkal adanya utang tersebut 
namun perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah utang tersebut, merupakan 
utang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 
yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998; 
 Menimbang, bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan 
menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak 
memberikan pengertian tersendiri tentang apa yang dimaksud dengan utang dalam 
kaitannya dengan kepailitan; 
 Bahwa dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) tersebut hanay menjelaskan 
bahwa yang dimaksud utang dalam pasal ini adalah utang pokok atau bunganya; 
 Bahwa dengan adanya kata “utang pokok atau bunganya” menimbulkan 
suatu pemikiran bahwa yang dimaksud “utang” dalam Pasal 1 Ayat (1) adalah 
utang yang bersumber dari pinjaman-pinjaman uang sebab “utang pokok dan 
bunganya” hanya timbul dari perjanjian pinjam meminjam uang, bahwa akan 
tetapi, dalam penjelasan Pasal I tersebut disebutkan bahwa “utang atau bunganya” 
yang berarti dapat berupa utang, sehingga dapat diartikan lain, atau bunganya 
yang memang tidak bisa ditafsirkan lain kecuali bunga uang; 
 Bahwa selain itu, pengertian utang dalam Pasal 1 tidak bisa ditafsirkan 
lain.berbeda dengan penafsiran utang dalam pasal-pasal lain dalam undang-
undang yang sama in casu Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan 
menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, karena 
selain cara penafsirat yang demikian tidak lazim, juga akan menyulitkan 
penerapan/pelaksanaan undang-undang itu sendiri; 
 Bahwa sekadar suatu perbandingan dapat dikemukakan pasal 237 Ayat (2) 
Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang telah ditetapkan menjadi undang-undang 






berlakunya penundaan kewajibabn pembayaran utang, maka gaji serta biaya lain 
yang timbul dalam hubungan kerja tersebut menjadi utang harta Debitor”; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, 
Majelis Peninjauan Kembali berpendapat bahwa yang dimaksud utang in casu 
adalah utang baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena 
perikatan, yaitu segala bentuk kewajiban Debitor yang dapat dinilai dengan 
sejumlah uang tertentu;  
 Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 dan P-5A jelas bahwa 
Termohon II berjanji akan membayar utang kepada Pemohon sebesar 1998 dan 
sebesar US$ 246.284,- pada tanggal 31 Desembe 1998, maka dengan tidak 
dibayarnya utang tersebut, maka utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat 
ditagih pada tanggal 05 Oktober 1998 dan tanggal 31 Desember 1998; 
 
Ad.3. Ada 2 Kreditor atau lebih 
 Menimbang, bahwa Pemohon I sendiri dalam pemohonannya mendalilkan 
bahwa yang menjadi Kreditor dari Termohon I dan II adalah Pemohon I PT 
ENVIRONMENTAL NETWORK INDONESIA (PT Enindo) dan Pemohon II 
Kelompok Tani Tambak FSSP MASSERROCINNAE; 
 Menimbang, bahwa Pemohon I sendiri dalam permohonannya 
mengemukakan bahwa Pemohon I menjadi Kreditor dari Termohon I karena 
adanya perjanjian kerja management dan konstruksi yang berdasarkan berita acara 
penyerahan pekerjaan dan hasil audit akuntan publik Termohon I harus membayar 
kepad Pemohon uang sebesar US$ 496.284,- sedangkan Pemohon I menjadikan 
Kreditor dari Termohon II karena adanya bukti P-5 dan P-5A yang menempatkan 
Termohon II sebagai pihak yang bersedia akan membayar uang sebesar US$ 
296.284 (empat ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus delapan puluh empat 
Dollar Amerika Serikat) tersebut; 
 Menimbang, bahwa dari bukti P-1 ternyata bahwa pihak yang mengadakan 
hubungan hukum dalam bukti tersebut adalah Pemohon I dan Termohon I, maka 
dengan adanya bukti P-5 dan P-5A tersebut kewajiban Termohon I yang 






dengan demikian yang menjadi Debitor dari Kreditor Pemohon I adalah 
Termohon II saja; 
 Menimbang, bahwa oleh karena pemohon I hanya menjadi Kreditor 
terhadap Termohon II saja, sedangkan dalam permohonan tidak ternyata adanya 
Kreditor lain selain Pemohon I dan II, maka Termohon I dan II masing-masing 
hanya memiliki 1 (satu) Kreditor in casu Pemohon I menjadi Kreditor dari 
Termohon II dan Pemohon II menjadi Kreditor dari Termohon I, maka syarat 
adanya 2 (dua) atau lebih Kreditor sebagaimana syarat adanya 2 (dua) atau lebih 
Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 
yang telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 
Tahun 1998 tidak terpenuhi, oleh karena itu permohonan pailit dari Pemohon 
harus ditolak; 
 Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di 
atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Mahkamah Agung tanggal 25 
Mei 1999 Nomor: 12 K/N/1999 dan Putuasn Pengadilan Niaga Jakarta tanggal 31 
Maret 1999 Nomor 14 Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst. tidak dapat dipertahankan 
lagi dan harus dibatalkan, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali 
perkara ini dengan amar seperti tersebut di bawah ini; 
 Menimbang, bahwa karena permohonan Peninjauan Kembali dikabulkan 
dan permohonan pailit ditolak, maka biaya perkara dalam semua tingkat 
pengadilan harus dibebankan kepada Pemohon; 
 Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 dan Perpu Nomor 1 Tahun 1998 yang 
telah ditetapkan menjadi undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 
1998 serta undang-undang lain yang bersangkutan; 
 
MNGADILI: 
Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon-pemohon 
Peninjauan Kembali: PT PUTRA PUTRI FORTUNA WINDU (PT PPFW). 2. 
PPF INTERNASIONAL CORPORATION (PPFI), dalam hal ini diwakili oleh 






Membatalkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 Mei 1999 Nomor: 
012 K/N/1999 dan Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 31 Maret 1999 
Nomor: 14/Pailit/1998/PN. Niaga/Jkt.Pst; 
 
DAN MENGADILI KEMBALI: 
- Menolak Permohonan Pailit dari Pemohon 1. PT ENVIRONMENTAL 
NETWORK INDONESIA (PT Enindo), 2. KELOMPOK TANI TAMBAK 
FSSP MASERROCINNAE tersebut; 
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali/Pemohon Pailit untuk membayar 
semua biaya perkara, baik yang jatuh pada Pengadilan Niaga, sebesar Rp 
5.000.000,- (lima juta rupiah), pada tingkat kasasi sebesar Rp 2.000.000,- (dua 
juta rupiah), maupun dalam Peninjauan Kembali sebesar Rp 2.500.000,- (dua 
juta lima ratus ribu rupiah); 
 Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung 
pada hari Senin, tanggal 2 Agustus 1999 oleh SARWATA, SH. Ketua Mahkamah 
Agung sebagai Ketua Sidang, H. ZAKIR, SH. dan Th. KETUT SURAPUTRA, 
SH. Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 
pada hari itu juga, oleh Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh H. ZAKIR, SH. dan 
Th. KETUT SURAPUTRA, SH. Hakim-hakim Anggota, dan SIRANDE 































Biaya Peninjauan Kembali: 
1. Materai …………………………… Rp        2.000,- 
2. Redaksi …………………………… Rp        1.000,- 
3. Administrasi PK ………………….. Rp 2.497.000,- 
Jumlah     Rp 2.500.000,- 
      (Dua juta lima ratus ribu rupiah) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
